SALINAN

GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATAKERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Lampung, perlu menetapkan kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat
Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a tersebut di atas, agar penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat di daerah berjalan lancar, tertib, berdayaguna
dan berhasilguna, perlu menetapkannya dengan Peraturan
Gubernur;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2688);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);



10.

11.

12.

0.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4468) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011
tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016
tentang Pedoman  Nomenklatur  Sekretariat Dewan
Perwakilan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor S5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi
dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi
Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1605);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1539);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1543);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 970);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 461);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);

: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.34/6442/0TDA,

tanggal 25 Nopember 2019 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Lampung.

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA
PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

>

o

10.

Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan = pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung.
Gubernur adalah Gubernur Lampung.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung.

Sekretaris Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Lampung.

Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
Staf Ahli Gubernur adalah Staf Ahli Gubernur Lampung.

Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
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Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Lampung.

Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Lampung.
Inspektur adalah Inspektur Provinsi Lampung.

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah
Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau
kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan
pemerintahan umum.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah
otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi
kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Dinas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas Daerah adalah Dinas
Daerah Provinsi Lampung.

Kepala Dinas Provinsi yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala
Dinas Provinsi Lampung;

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampung.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi adalah Dinas Bina Marga dan Bina
Konstruksi Provinsi Lampung.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya
Air Provinsi Lampung.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Lampung.

Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Lampung.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi adalah Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Lampung.
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Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Lampung.

Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Lampung.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Provinsi Lampung.

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas
Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Lampung.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Lampung.

Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas Provinsi Lampung.

Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Lampung.
Kepala Badan adalah Kepala Badan Provinsi Lampung;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang adalah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Lampung.

Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Lampung.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah adalah Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah adalah Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

Badan Penghubung adalah Badan Penghubung Provinsi Lampung.

Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Badan Daerah Provinsi Lampung.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada
Dinas Provinsi Lampung.
BAB II
SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 2

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
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Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

(2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

a.
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

C.

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

instansi Daerah; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:

a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi:

a)

Bagian Pemerintahan, membawabhi:

1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan
Wilayah;

2) Sub Bagian Pemerintahan Umum; dan

3) Sub Bagian Tata Usaha

Bagian Otonomi Daerah, membawahi:

1) Sub Bagian Fasilitasi Penataan Daerah dan Kecamatan;

2) Sub Bagian Pelaporan Penyelenggaraan Pemda, SPM dan
Penataan Urusan Pemerintahan Konkuren; dan

3) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Penataan Wilayah
Desa/Kelurahan.

Bagian Kerjasama, Pejabat Negara dan Legislatif, membawahi:
1) Sub Bagian Kerjasama;

2) Sub Bagian Administrasi Pejabat Negara; dan

3) Sub Bagian Fasilitasi Legislatif.

2. Biro Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

a)

b)

Bagian Bina Mental Spiritual, membawahi:

1) Sub Bagian Tata Usaha;

2) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Spiritual; dan.

3) Sub Bagian Kelembagaan Bina Spiritual.

Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, membawabhi:
1) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I;

2) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II; dan
3) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III.

Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, membawabhi:
1) Sub Bagian Kesehatan;
2) Sub Bagian Sosial; dan
3) Sub Bagian Pendidikan.



3. Biro Hukum, membawahi:

a)

b)

Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi, membawahi:

1) Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;

2) Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan

3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum

Kabupaten/Kota, membawahi:

1) Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah
Wilayah I;

2) Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah
Wilayah II; dan

3) Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah
Wilayah III.

Bagian Bantuan Hukum, membawahi:

1) Sub Bagian Tata Usaha;

2) Sub Bagian Litigasi; dan

3) Sub Bagian Non Litigasi dan HAM.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:

1. Biro Perekonomian, membawahi:

a)

Bagian Kebijakan Perekonomian, membawahi:

1) Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro;

2) Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro; dan

3) Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Sumber Daya Alam, Produksi dan Pemasaran, membawabhi:

1) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kelautan dan
Perikanan;

2) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan, Energi,
Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Air; dan

3) Sub Bagian Industri, Pemasaran dan Ekonomi Kreatif.

Bagian BUMD dan Lembaga Ekonomi, membawahi:

1) Sub Bagian BUMD dan BLUD;

2) Sub Bagian Investasi dan Percepatan Akses Keuangan Daerah;
dan

3) Sub Bagian Lembaga Ekonomi.

2. Biro Pengadaan Barang dan Jasa, membawabhi:

a)

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, membawabhi:

1) Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa;

2) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan

3) Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan
Jasa.

Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik,

membawabhi:

1) Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;

2) Sub Bagian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi
Pengadaan Barang dan Jasa; dan

3) Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa,

membawabhi:

1) Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan
Barang dan Jasa;

2) Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan
Jasa; dan

3) Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan
Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.
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Biro Administrasi Pembangunan, membawahi:

a) Bagian Administrasi Penyiapan Rumusan Kebijakan Pembangunan,

membawabhi:

1) Sub Bagian Penyiapan Rumusan Kebijakan APBD;

2) Sub Bagian Penyiapan Administrasi dan Koordinasi APBN; dan

3) Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Administrasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan,

membawabhi:

1) Sub Bagian Administrasi Pengendalian Pelaksanaan
Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

2) Sub Bagian Administrasi Pengendalian Pelaksanaan
Pembangunan Bidang Ekonomi; dan

3) Sub Bagian Administrasi Pengendalian Pelaksanaan

Pembangunan Bidang Sosial Budaya.

Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, membawahi:

1)
2)
3)

Sub Bagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah;

Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan
Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian
Administrasi Pembangunan.

d. Asisten Administrasi Umum, membawahi:

1.

Biro Organisasi, membawahi:
a) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, membawahi:

1)

Sub Bagian Kelembagaan;

2) Sub Bagian Analisis Jabatan; dan
3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, membawahi:
1) Sub Bagian Reformasi Birokrasi;

2) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja; dan

3) Sub Bagian Budaya Kerja.

Bagian Tatalaksana, membawahi:

1) Sub Bagian Tata Usaha.

2) Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan; dan

3) Sub Bagian Pelayanan Publik.

Biro Umum, membawahi:

a) Bagian Rumah Tangga, membawahi:

1) Sub Bagian Pengelolaan dan Pemeliharaan Gedung/Kantor;
2) Sub Bagian Pengelolaan dan Pemeliharaan Kendaraan; dan
3) Sub Bagian Urusan Dalam.

Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, membawabhi:
1) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Setda;

2) Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset; dan
3) Sub Bagian Administrasi Belanja.

Bagian Tata Usaha, membawahi:

1) Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli;

2) Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi; dan
3) Sub Bagian Kepegawaian dan Arsip.

Biro Administrasi Pimpinan, membawahi:

a) Bagian Tata Usaha Pimpinan, membawabhi:
1) Sub Bagian Administrasi Surat;

2) Sub Bagian Fasilitasi Pimpinan; dan.

3) Sub Bagian Tata Usaha.



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

-O-

b) Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:
1) Sub Bagian Penyiapan Materi Pimpinan;
2) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
3) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
c) Bagian Protokol, membawahi:
1) Sub Bagian Acara;
2) Sub Bagian Tamu; dan
3) Sub Bagian Hubungan Keprotokolan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan
keterampilannya.

Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf ¢ dan huruf d
masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Biro-biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, huruf ¢ dan huruf d
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.

Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf ¢ dan
huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro yang bersangkutan.

Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf ¢ dan
huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang
bersangkutan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I, Lampiran IA, Lampiran IB, Lampiran IC, Lampiran ID, dan
Lampiran IE, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Sekretaris Daerah
Pasal 5

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada

instansi Daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan
dengan tugas dan fungsinya.

po o
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Paragraf 1
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 6

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan tugas

(2)

(1)

(2)

membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang
pemerintahan, otonomi daerah dan hukum, pengoordinasian penyusunan
kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian
pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi
daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah,
kesejahteraan rakyat dan hukum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah
dan hukum;

b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan
rakyat;

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang
pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pemerintahan, otonomi daerah dan hukum;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor
yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan
rakyat; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang
pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum yang
berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 1A

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Pasal 7

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Asisten

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan

kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan,

otonomi daerah, dan kerja sama, pejabat negara dan legislatif.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Biro

Pemerintahan dan Otonomi Daerah, mempunyai fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi
daerah, dan kerja sama, pejabat negara dan legislatif;

b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama, pejabat negara
dan legislatif;

c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama, pejabat negara dan
legislatif; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



(1)

(2)

(1)

(2)

-11-

Pasal 8

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan
dan kewilayahan, pemerintahan umum dan tata usaha.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian

Pemerintahan, mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi
pemerintahan dan kewilayahan, pemerintahan umum dan tata usaha;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
administrasi pemerintahan dan kewilayahan, pemerintahan umum dan
tata usaha;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang administrasi pemerintahan dan kewilayahan, pemerintahan
umum dan tata usaha; dan

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang administrasi pemerintahan dan kewilayahan, pemerintahan
umum dan tata usaha; dan

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 9

Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kewilayahan.

Rincian tugas Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan

Wilayah, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi
pemerintahan dan kewilayahan;

b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang
administrasi pemerintahan dan kewilayahan;

c. menyiapkan bahan pemberian bimbingan, perumusan kebijakan dan
koordinasi penyelenggaraan administrasi wilayah pemerintahan, supervisi,
pembinaan dan = sosialisasi pemberian nama-nama = geografis,
toponimi/rupa bumi;

d. menyiapkan bahan fasilitasi penataan batas wilayah administrasi
pemerintahan antar provinsi dan kabupaten/kota;

e. menyiapkan bahan penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina;

menyiapkan, melaksanakan perencanaan, perumusan, pengembangan
dan pengkajian kebijakan teknis administrasi pertanahan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 10

Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pemerintahan umum.

Rincian tugas Sub Bagian Pemerintahan Umum, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
(Forkompimda) Provinsi;

b. menyiapkan bahan fasilitasi pembentukan kawasan khusus bencana,
kebakaran serta gangguan ketentraman dan ketertiban,;

c. menyiapkan bahan analisis data tentang pelaksanaan tugas dekonsentrasi
dan tugas pembantuan;

d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pemerintah
mengenai tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

e. menyiapkan bahan rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;

f. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi terkait rapat koordinasi Forum
Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI) Provinsi.

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
administrasi kepegawaian, keuangan, administrasi umum, kelembagaan dan
ketatalaksanaan, pendokumentasian, perencanaan pemeliharaan
perlengkapan, perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan,
melaksanakan pembinaan Pegawai Apartur Sipil Negara.

Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;

b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran,
penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;

c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan,
kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan
pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan
kearsipan,;

d. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan;

e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian
peraturan perundang-undangan lingkup biro;

f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA,
RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;

g. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
lingkup biro;

h. melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;

i. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

j- melaksanakan pembinaan Pegawai Apartur Sipil Negara; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas menyusun bahan dan materi,
melaksanakan  penyiapan bahan  perumusan = kebijakan  daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan
tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang fasilitasi penataan daerah dan kecamatan, pelaporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, Standar Pelayanan Minimal dan
penataan urusan pemerintahan konkuren, dan administrasi pemerintahan
dan penataan wilayah desa/kelurahan.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Otonomi Daerah, mempunyai fungsi:

a. perumusan Perencanaan Program dan Kegiatan Bagian Otonomi Daerah
dan merumuskan penetapan rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan pedoman
dalam pelaksanaan tugas dan tercapai target kinerja yang diharapkan;

b. perumusan petunjuk pelaksanaan tugas pada Bagian Otonomi Daerah
sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan
dalam pelaksanaan tugas;

c. penyiapan bahan, materi dan petunjuk teknis dalam rangka penyusunan
perumusan kebijakan, fasilitasi pembinaan dan koordinasi terkait
administrasi pemerintahan desa/kelurahan kab/kota se-Provinsi
Lampung agar terciptanya tertib administrasi pemerintahan/desa;

d. perumusan bahan, materi dan petunjuk teknis dalam rangka penyusunan
perumusan kebijakan, fasilitasi pembinaan dan koordinasi di bidang
administrasi pengembangan daerah dan kecamatan agar terciptanya tertib
administrasi pada daerah otonom baru;

e. penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi serta validasi pelaporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara melakukan konsultasi
dan observasi pada setiap lini untuk tercapainya tujuan dalam
perencanaan kegiatan;

f. perumusan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran di Bagian
Bina Otonomi Daerah sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja dimasa yang akan datang;

g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bagian Otonomi Daerah sesuai
dengan tugas yang dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja Bagian Otonomi Daerah; dan

h. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 13

Sub Bagian Fasilitasi Penataan Daerah dan Kecamatan mempunyai tugas
menyusun bahan dan materi, melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang fasilitasi penataan daerah
dan kecamatan.

Rincian tugas Sub Bagian Fasilitasi Penataan Daerah dan Kecamatan adalah
sebagai berikut:

a. melaksanakan fasilitasi dan proses penataan Daerah Otonom Baru
(pembentukan, penghapusan dan penggabungan);

b. melaksanakan fasilitasi penamaan dan Kodefikasi Daerah dan Perubahan
nama/pemindahan ibu kota Daerah Otonom;

c. melaksanakan fasilitasi penataan kecamatan baru;
menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi evaluasi kecamatan;

e. melaksanakan fasilitasi penamaan dan kodefikasi Kecamatan dan
perubahan nama Kecamatan dan pemindahan ibu kota Kecamatan;

f. melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan
kecamatan melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

g. melaksanakan fasilitasi dan data perkembangan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Otonom; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 14

Sub Bagian Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Standar
Pelayanan Minimal dan Penataan Urusan Pemerintahan Konkuren
mempunyai tugas menyusun bahan dan materi, melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelaporan
penyelenggaraan Pemda, SPM dan penataan urusan pemerintahan konkuren.

Rincian tugas Sub Bagian Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Standar Pelayanan Minimal dan Penataan Urusan Pemerintahan Konkuren,
adalah sebagai berikut:

a. menyusun dan menyampaikan LPPD, LKPJ dan RLPPD Pemerintah
Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung setiap akhir
tahun anggaran;

b. menyusun dan menyampaikan Laporan Penerapan dan Capaian Kinerja
Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-
Provisni Lampung dan urusan wajib pemerintahan daerah terkait
pelayanan dasar;

c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penataan urusan pemerintahan
daerah konkuren di Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi
Lampung; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Penataan  Wilayah
Desa/Kelurahan mempunyai tugas menyusun bahan dan materi,
melaksanakan  penyiapan bahan  perumusan = kebijakan  daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan
tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang administrasi pemerintahan dan penataan wilayah
desa/kelurahan.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Penataan Wilayah

Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut:

a. memberikan kebijakan/rekomendasi Gubernur terkait Kode Register Desa
Persiapan;

b. melaksanakan evaluasi dan survei Desa Persiapan;

c. melaksanakan evaluasi dan survei hasil pemekaran desa setelah
diterbitkan Kode Desa Secara Nasional;

d. melaksanakan evaluasi dan survei dalam rangka penataan desa, yang
meliputi pemekaran desa, penghapusan desa, penggabungan desa,
perubahan status kelurahan menjadi desa, dan desa menjadi kelurahan;

e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi Penamaan dan Kodefikasi Desa
dan Perubahan Nama Desa;

f. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi Peta Desa dan Penegasan Batas
Desa;

g. melaksanakan analisis kebutuhan desa;

h. melaksanakan evaluasi dan survei Kebutuhan Desa/Kelurahan (Grand
Design) se-Provinsi Lampung;

i. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi terkait alih aset desa;

j- memberikan rekomendasi bagi Aparatur Sipil Negara Provinsi Lampung

yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
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k. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan LPPD Desa dan LKPJ Kepala
Desa;

l. melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi khususnya administrasi
penyelenggaraan pemerintahan desa terutama pada administrasi desa;

m. menyusunan database Administrasi Pemerintahan Desa, yang meliputi
Data Kabupaten, Kecamatan, dan Data Potensi Desa meliputi Nama
Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa, Luas Wilayah, Pendapatan Asli
Desa, Data Penduduk, dan sebagainya;

n. melaksanakan survey dan pendataan dalam rangka Grand Design
kebutuhan jumlah desa/kelurahan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung;

o. menyiapkan dan menyajikan bahan dan materi dalam rangka pembinaan
dan implementasi peraturan-peraturan terkait administrasi pemerintahan
desa;

p. melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut dampak terhadap pembentukan
desa baru bagi penyelenggaran Pemda dan pelayanan masyarakat;

q- merumuskan program/kegiatan tentang administrasi pemerintahan desa;
dan

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 16

Bagian Kerjasama, Pejabat Negara dan Legislatif mempunyai tugas
melaksanakan  penyiapan bahan = perumusan = kebijakan  daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang kerjasama, administrasi pejabat negara dan
fasilitasi legislatif.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Kerjasama, Pejabat Negara dan Legislatif, mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bagian Kerjasama, Pejabat
Negara dan Legislatif dan merumuskan penetapan rencana pelaksanaan
kegiatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tercapai target
kinerja yang diharapkan;

b. perumusan petunjuk pelaksanaan tugas pada Kerjasama, Pejabat Negara
dan Legislatif sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

c. perumusan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan standar
kinerja pegawai pada Bagian Kerjasama, Pejabat Negara dan Legislatif
sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan
dalam pelaksanaan tugas;

d. penyiapan bahan, materi dan petunjuk teknis dalam rangka
pengagendaan kunjungan kerja/study banding DPD RI, DPR RI dan
anggota DPRD daerah lainnya di daerah sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku untuk mencapai target pelaksanaan dan kinerja yang
diharapkan;

e. penyiapan bahan, materi dan petunjuk teknis dalam rangka penyusunan
perumusan kebijakan fasilitasi dan koordinasi kerjasama antar daerah,
kerjasama luar negeri dan kerjasama pihak ketiga serta pengesahan dan
pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk mencapai target pelaksanaan dan kinerja
yang diharapkan;

f. penyiapan bahan evaluasi kegiatan Bagian Kerjasama, Pejabat Negara dan
Legislatif dengan cara melakukan konsultasi dan observasi pada setiap lini
untuk tercapainya tujuan dalam perencanaan kegiatan;
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g. perumusan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran di Bagian
Kerjasama, Pejabat Negara dan Legislatif sebagai bahan laporan kegiatan
dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bagian Kerjasama, Pejabat Negara
dan Legislatif sesuai dengan tugas yang dilaksanakan secara berkala
sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

i. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

Sub Bagian Kerjasama mempunyai tugas menyusun bahan dan materi,
melaksanakan  penyiapan  bahan  perumusan  kebijakan  daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan
tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang kerjasama.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Kerjasama, adalah sebagai berikut:

(1)

(2)

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan materi kerjasama antar daerah dan
kerjasama luar negeri;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan peraturan, koordinasi dan
pembinaan kerjasama,;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi organisasi
perangkat daerah terkait dalam rangka melaksanakan kerjasama;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pendataan program kerjasama luar
negeri dan lembaga lainnya yang dilaksanakan organisasi perangkat
daerah Pemerintah Provinsi Lampung;

e. melaksanakan, menyiapkan dan menyelesaikan pengadministrasian izin
Pejabat Negara, anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil ke Kementerian
terkait dalam rangka perjalanan dinas keluar negeri;

f. menyiapkan bahan dan materi dalam rangka fasilitasi dan koordinasi
kerjasama antar Pemerintah Provinsi (APPSI) dan Forum Kerjasama
Daerah Mitra Praja Utama (FKDMPU);

g. mengumpulkan dan menyusun bahan perumusan kebijakan kerjasama
antar daerah;

h. memfasilitasi dan mengkoordinasikan dengan Kementerian terkait dan
organisasi perangkat daerah Provinsi Lampung dalam rangka kerjasama
bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi dan sosial budaya;

i. menyusun laporan hasil monitoring, pengendalian dan evaluasi program
kerjasama antar daerah;

j- menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Kerjasama; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

Sub Bagian Administrasi Pejabat Negara mempunyai tugas menyusun bahan
dan materi, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan
tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang Administrasi Pejabat Negara.

Rincian tugas Sub Bagian Administrasi Pejabat Negara, adalah sebagai
berikut:

a. melaksanakan koordinasi, menyiapkan dan menyusun bahan, materi serta
peraturan dalam rangka pemilihan dan pengangkatan Kepala
Daerah /Wakil Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
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b. melaksanakan koordinasi, memantau dan menyiapkan kelengkapan
administrasi serta pelaporan dalam rangka pelantikan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

c. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan,;

d. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Administrasi
Pejabat Negara; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

Sub Bagian Fasilitasi Legislatif mempunyai tugas menyusun bahan dan
materi, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan
tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang fasilitasi legislatif.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Fasilitasi Legislatif, adalah sebagai berikut:

(1)

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi, menyiapkan dan
menyusun bahan, materi serta peraturan dalam rangka penetapan
keputusan peresmian pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD
Provinsi dan Kabupaten/Kota;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi, memantau dan
melaporkan dalam rangka pelantikan anggota DPRD Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi, verifikasi dan proses
Keputusan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan inventarisir nama-nama anggota
DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;

e. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi, menyiapkan bahan
dan materi dalam rangka kunjungan kerja DPD RI, DPR RI dan anggota
DPRD Provinsi ke daerah lain, serta koordinasi, pengagendaan dan
penyiapan bahan/materi lainnya dalam rangka penerimaan kunjungan
kerja/study banding DPD RI, DPR RI dan anggota DPRD daerah lainnya di
daerah;

f. mendampingi kunjungan kerja anggota DPRD Provinsi ke daerah lain;

g. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Fasilitasi
Legislatif; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1B

Biro Kesejahteraan Rakyat
Pasal 20

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian
perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental
spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat
pelayanan dasar.
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Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Biro
Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

a. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental

spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat
pelayanan dasar;

b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di

bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar,
kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;

c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait

pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor
yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental
spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat
pelayanan dasar; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang tata usaha, sarana dan prasarana spiritual,
kelembagaan bina spiritual.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian

Bagian Bina Mental Spiritual, mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
tata usaha, sarana dan prasarana spiritual, kelembagaan bina spiritual;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
di bidang tata usaha, sarana dan prasarana spiritual, kelembagaan bina
spiritual;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang tata
usaha, sarana dan prasarana spiritual, kelembagaan bina spiritual; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
administrasi kepegawaian, keuangan, administrasi umum, kelembagaan dan
ketatalaksanaan, pendokumentasian, perencanaan pemeliharaan
perlengkapan, perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan,
melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;

b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran,
penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;

c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan,
kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan
pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan
kearsipan,;

d. melaksanakan  pengkajian bahan penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan;

e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian
peraturan perundang-undangan lingkup biro;
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f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA,
RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;

g. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
lingkup biro;

melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

e

Pasal 23

Sub Bagian Sarana dan Prasarana Spiritual mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan  pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sarana dan prasarana
spiritual.

Rincian tugas Sub Bagian Sarana dan Prasarana Spiritual, adalah sebagai
berikut:

a. menyiapkan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama
dan pendidikan keagamaan;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan
sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan
keagamaan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan
pendidikan keagamaan;

d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang sarana
peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

e. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana
peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 24

Sub Bagian Kelembagaan Bina Spiritual mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan  pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan bina spiritual.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Kelembagaan Bina Spiritual, adalah sebagai

berikut:

a. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan perumusan
kebijakan Daerah bidang lembaga bina spiritual dan kerukunan umat
beragama;

b. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan pedoman pembinaan lembaga
bina spiritual dan kerukunan umat beragama;

c. melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sama antar
lembaga bina spiritual dan kerukunan umat beragama;

d. menyiapkan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta
koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program pembinaan umat
beragama dan kerja sama antar lembaga bina spiritual dan kerukunan
umat beragama;

e. melakukan koordinasi lintas sektor dan pertemuan/rapat-rapat koordinasi
di bidang kerukunan umat beragama dan serta kerja sama antar lembaga
bina spiritual,
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f. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerukunan
umat beragama dan aliran serta kerja sama antar lembaga bina spiritual;

g. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan musyawarah antar umat
beragama dan aliran kepercayaan;

h. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan kegiatan forum kerukunan
umat beragama dan konsultasi kerukunan hidup antar umat beragama
dan aliran kepercayaan;

i. melakukan koordinasi kerja sama sosial kemasyarakatan dan konsultasi
penanggulangan secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup antar
umat beragama dan aliran kepercayaan;

j- melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan
aliran kepercayaan;

k. menyiapkan bahan, dan melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan
Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan.; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 25

Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar melaksanakan penyiapan
bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I,
kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II, dan kesejahteraan rakyat non
pelayanan dasar III.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian
Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non
pelayanan dasar II, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan
rakyat non pelayanan dasar II, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan
dasar III;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non
pelayanan dasar II, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 26

Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat
non pelayanan dasar I.

Rincian tugas Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I,

adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan
olahraga;

b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
kepemudaan dan olahraga;
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c. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan di bidang kepemudaan dan
olahraga;

d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang
kepemudaan dan olahraga;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 27

Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan

daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat

non pelayanan dasar II.

Rincian tugas Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II,

adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kebudayaan dan
pariwisata;

b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
kebudayaan dan pariwisata;

c. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan di bidang kebudayaan dan
pariwisata;

d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang
kebudayaan dan pariwisata;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 28

Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat
kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III,

adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, tenaga kerja dan
transmigrasi;

b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana,
tenaga kerja dan transmigrasi;

c. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, tenaga kerja dan
transmigrasi;

d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana,
tenaga kerja dan transmigrasi;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, keluarga berencana, tenaga kerja dan transmigrasi;
dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 29

(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan, sosial dan
pendidikan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
kesehatan, sosial dan pendidikan;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
kesehatan, sosial dan pendidikan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 30

(1) Sub Bagian Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang kesehatan.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Kesehatan, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang
kesehatan;

b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
di bidang kesehatan; dan

c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan
di bidang kesehatan; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 31

(1) Sub Bagian Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang Sosial.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Sosial, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang
sosial;

b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
di bidang sosial;

c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan
di bidang sosial; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 32

Sub Bagian Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang pendidikan.

Rincian tugas Sub Bagian Pendidikan, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang
pendidikan;

b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
di bidang pendidikan;

c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan
di bidang pendidikan; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1C

Biro Hukum

Pasal 33

Biro Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan
provinsi, pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota, dan
bantuan hukum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro

Hukum, mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-
undangan provinsi, pembinaan dan pengawasan produk hukum
kabupaten/kota, dan bantuan hukum;

b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang peraturan perundang-undangan provinsi, pembinaan dan
pengawasan produk hukum kabupaten/kota, dan bantuan hukum;

c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
peraturan perundang-undangan provinsi, pembinaan dan pengawasan
produk hukum kabupaten/kota, dan bantuan hukum;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan;
Pasal 34

Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi mempunyai tugas
melaksanakan  penyiapan  bahan  perencanaan, perumusan dan
pengkoordinasian penyusunan produk hukum provinsi, baik yang bersifat
pengaturan (regeling), penetapan (beschking), naskah hukum lain serta
pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (1), Bagian
Peraturan Perundang-Undangan Provinsi, mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perencanaan penyusunan produk hukum yang bersifat

pengaturan, penetapan, naskah hukum lainnya, serta pengelolaan
dokumentasi dan informasi hukum;
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b. perumusan bahan penyusunan produk hukum yang bersifat pengaturan,
penetapan, naskah hukum lainnya, serta pengelolaan dokumentasi dan
informasi hukum;

c. pengkoordinasin penyusunan produk hukum yang bersifat pengaturan,
penetapan, naskah hukum lainnya, serta pengelolaan dokumentasi dan
informasi hukum;

d. pelaksanaan penyusunan produk hukum yang bersifat pengaturan,
penetapan, naskah hukum lainnya, serta pengelolaan dokumentasi dan
informasi hukum;

e. penyiapan dokumen pelaksanaan penyusunan produk hukum yang
bersifat pengaturan, penetapan, naskah hukum lainnya, serta pengelolaan
dokumentasi dan informasi hukum;

f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bagian perundang-undangan
provinsi; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 35

Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan mempunyai tugas
menyiapkan bahan perencanaan, perumusan dan pengkoordinasian,
pengharmonisasian, evaluasi dan pelaporan penyusunan produk hukum
pengaturan.

Rincian tugas Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, adalah
sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Gubernur;

b. menyiapkan bahan perumusan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi dan Rancangan Peraturan Gubernur;

c. melakukan pengkajian, analisa dan harmonisasi Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Gubernur ;

d. melakukan penyelarasan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi;

e. melakukan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi dengan instansi terkait;

f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Produk Hukum Pengaturan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 36

Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan mempunyai tugas
menyiapkan bahan perencanaan, perumusan, pengkoordinasian,
pengharmonisasian, evaluasi dan pelaporan penyusunan produk hukum
penetapan.

.(2) Rincian tugas Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan, adalah

sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perencanaan Penyusunan Keputusan Gubernur dan
naskah hukum lainnya;

b. menyiapkan bahan perumusan penyusunan rancangan Keputusan
Gubernur dan naskah hukum lainnya;

c. melakukan pengkajian, analisa dan harmonisasi rancangan Keputusan
Gubernur dan naskah hukum lainnya;

d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;
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e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Produk Hukum Penetapan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 37

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas
menyiapkan bahan perencanaan, pengkoordinasian, pengelolaan dan
pelayanan dokumentasi dan informasi hukum.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, adalah

(1)

(2)

(3)

sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan perencanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi
hukum;

b. melaksanakan proses pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur;

melaksanakan pemberian nomor produk hukum daerah;
menghimpun dan mendokumentasikan produk hukum daerah;
melaksanakan pelayanan informasi hukum;

melaksanakan pembinaan pengelolaan jaringan dokumentasi hukum;

™o Qe

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan

=

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 38

Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota
mempunyai tugas  penyiapan bahan = perencanaan, perumusan,
pengkoordinasian, pembinaan, evaluasi, fasilitasi dan klarifikasi penyusunan
produk hukum kabupaten/kota.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bagian

Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota, mempunyai

fungsi:

a. penyiapan bahan perencanaan pembinaan, evaluasi, fasilitasi dan
klarifikasi penyusunan produk hukum kabupaten/kota;

b. perumusan bahan pembinaan, evaluasi, fasilitasi dan klarifikasi
penyusunan produk hukum kabupaten/kota;

c. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan, evaluasi, fasilitasi dan
klarifikasi penyusunan produk hukum kabupaten/kota;

d. pelaksanaan pembinaan, evaluasi, fasilitasi dan klarifikasi penyusunan
produk hukum kabupaten/kota;

e. penyiapan dokumen pelaksanaan pembinaan, evaluasi, fasilitasi dan
klarifikasi penyusunan produk hukum kabupaten/kota;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bagian Pembinaan dan Pengawasan
Produk Hukum Kabupaten/Kota; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum

Kabupaten/Kota dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah, yang terdiri dari:

a. Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Wilayah I, meliputi: Kabupaten
Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur,
Kabupaten Tulang Bawang, dan Kota Bandar Lampung.
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b. Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Wilayah II, meliputi: Kabupaten
Lampung Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan,
Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kota Metro.

c. Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Wilayah III, meliputi: Kabupaten
Way Kanan, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten
Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 39

Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah I
mempunyai tugas menyiapkan bahan  perencanaan, perumusan,
pengoordinasian, pembinaan, evaluasi, fasilitasi/klarifikasi produk hukum
daerah wilayah I.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum

(1)

(2)

(1)

Daerah Wilayah I, adalah sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan perencanaan pembinaan, evaluasi, fasilitasi/klarifikasi
produk hukum wilayah I;

b. menyiapkan bahan perumusan pembinaan, evaluasi, fasilitasi/klarifikasi
produk hukum wilayah I;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, evaluasi, fasilitasi/klarifikasi
produk hukum wilayah I;

d. melaksanaan pembinaan, evaluasi, fasilitasi/klarifikasi produk hukum
wilayah I;

e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Pembinaan dan
Pengawasan Wilayah I; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 40

Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah II
mempunyai tugas menyiapkan bahan  perencanaan, perumusan,
pengoordinasian, pembinaan, evaluasi, fasilitasi/klarifikasi produk hukum
daerah wilayah II.

Rincian tugas Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum

Daerah Wilayah II, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perencanaan pembinaan, evaluasi, fasilitasi/klarifikasi
produk hukum wilayah II;

b. menyiapkan bahan perumusan pembinaan, evaluasi, fasilitasi/klarifikasi
produk hukum wilayah II;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, evaluasi, fasilitasi/klarifikasi
produk hukum wilayah II;

d. melaksanaan pembinaan, evaluasi, fasilitasi/klarifikasi produk hukum
wilayah II;

e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Pembinaan dan
Pengawasan Wilayah II; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 41

Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah III
mempunyai tugas menyiapkan bahan  perencanaan, perumusan,
pengoordinasian, pembinaan, evaluasi, fasilitasi/klarifikasi produk hukum
daerah wilayah III.
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(2) Rincian tugas Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum

(1)

(2)

(1)

(2)

Daerah Wilayah III, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perencanaan pembinaan, evaluasi, fasilitasi/klarifikasi
produk hukum wilayah III;

b. menyiapkan bahan perumusan pembinaan, evaluasi, fasilitasi/klarifikasi
produk hukum wilayah III;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, evaluasi, fasilitasi/klarifikasi
produk hukum wilayah III;

d. melaksanaan pembinaan, evaluasi, fasilitasi/klarifikasi produk hukum
wilayah III;

e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Pembinaan dan
Pengawasan Wilayah III; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 42

Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata
usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Bantuan Hukum mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha,
litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia; dan

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 43

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
administrasi kepegawaian, keuangan, administrasi umum, kelembagaan dan
ketatalaksanaan, pendokumentasian, perencanaan pemeliharaan
perlengkapan, perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan,
melaksanakan pembinaan Pegawai ASN.

Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;

b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran,
penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;

c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan,
kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan
pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan
kearsipan,;

d. melaksanakan  pengkajian bahan penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan;

e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian
peraturan perundang-undangan lingkup biro;

f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA,
RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;
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g. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
lingkup biro;

h. melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;

i. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

j- melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 44

Sub Bagian Litigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang litigasi.

Rincian tugas Sub Bagian Litigasi, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi pemerintah dan pihak lain untuk membuat telaahan sengketa
hukum;

b. melaksanakan penyiapan konsep penanganan sengketa Pemerintah
Provinsi pada bidang Perdata, Tata Usaha Negara dan Pengujian Materi
Perundang-Undangan,;

c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dengan
Instansi Pemerintah dan pihak lain untuk penyusunan bahan
persidangan;

d. melaksanakan penyiapan konsep bahan persidangan dalam penanganan
sengketa Pemerintah Provinsi di Pengadilan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 45

Sub Bagian Non Litigasi dan HAM mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan  pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang non litigasi dan HAM.
Rincian tugas Sub Bagian Non Litigasi dan HAM, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan telaahan dan pertimbangan
hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi;

b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dengan
Instansi Pemerintah dan pihak lain dalam rangka menyusun telaahan dan
pertimbangan hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi;

c. melaksanakan penyiapan bahan pemberian izin Gubernur untuk
pemeriksaan dalam rangka penyelidikan/penyidikan kepada ASN yang
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi;

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberian dana
bantuan hukum bagi masyarakat miskin;

e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi Pemerintah dan Pihak Lain untuk membuat telaahan dalam
rangka pemajuan Hak Asasi Manusia;

f. melaksanakan penyiapan dan pengumpulan bahan pelaporan Aksi Hak
Asasi Manusia Provinsi secara berkala;

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Kabupaten/Kota Peduli
Hak Asasi Manusia;

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Aksi Hak Asasi Manusia
Kabupaten/Kota; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 2
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Pasal 46

Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan
kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang perekonomian, pengadaan barang dan jasa serta administrasi
pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Asisten
Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian
dan administrasi pembangunan;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang
perekonomian, pengadaan barang dan jasa dan administrasi
pembangunan;

c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pengadaan barang dan jasa;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor
yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian
dan administrasi pembangunan; dan

f. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah di bidang
perekonomian, pengadaan barang dan jasa serta administrasi
pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 2A
Biro Perekonomian
Pasal 47

Biro Perekonomian mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan
Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan,
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber
daya alam, produksi dan pemasaran, dan Badan Usaha Milik Daerah dan
Lembaga Ekonomi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro
Perekonomian, mempunyai fungsi:

a. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan
perekonomian, sumber daya alam, produksi dan pemasaran, dan Badan
Usaha Milik Daerah dan Lembaga Ekonomi;

b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang
kebijakan perekonomian, sumber daya alam, produksi dan pemasaran,
dan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Ekonomi;

c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor
yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kebijakan
perekonomian, sumber daya alam, produksi dan pemasaran, dan Badan
Usaha Milik Daerah dan Lembaga Ekonomi; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 48

Bagian Kebijakan Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro
dan tata usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Kebijakan Perekonomian, mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis
ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha; dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 49

Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan  pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang analisis ekonomi makro.

Rincian tugas Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang analisis ekonomi makro dalam APBD Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota, PAD, Berita Resmi Statistik BPS;

b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
di bidang analisis ekonomi makro dalam APBD Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota, PAD, Berita Resmi Statistik BPS;

c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan
di bidang analisis ekonomi makro dalam APBD Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota, PAD, Berita Resmi Statistik BPS; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 50

Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan  pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang analisis ekonomi mikro.

Rincian tugas Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang analisis ekonomi mikro, TPID, Logistik, Hari Besar/Raya;

b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
di bidang analisis ekonomi mikro, TPID, Logistik, Hari Besar/Raya;

c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan
di bidang analisis ekonomi mikro, TPID, Logistik, Hari Besar/Raya; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 51

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
administrasi kepegawaian, keuangan, administrasi umum, kelembagaan dan
ketatalaksanaan, pendokumentasian, perencanaan pemeliharaan
perlengkapan, perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan,
melaksanakan pembinaan Pegawai ASN.

Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;

b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran,
penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;

c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan,
kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan
pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan
kearsipan,;

d. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan;

e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian
peraturan perundang-undangan lingkup biro;

f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA,
RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;

g. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
lingkup biro;

h. melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;

i. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

j- melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 52

Bagian Sumber Daya Alam, Produksi dan Pemasaran mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam
pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, energi, lingkungan hidup,
kehutanan, air, industri, pemasaran dan ekonomi kreatif.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian

Sumber Daya Alam, Produksi dan Pemasaran mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
sumber daya alam pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan,
energi, lingkungan hidup, kehutanan, air, industri, pemasaran dan
ekonomi kreatif;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
di bidang sumber daya alam pertanian, kelautan dan perikanan,
pertambangan, energi, lingkungan hidup, kehutanan, air, industri,
pemasaran dan ekonomi kreatif;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di sumber daya
alam pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, energi,
lingkungan hidup, kehutanan, air, industri, pemasaran dan ekonomi
kreatif; dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



(1)

(2)

(1)

(2)

-32-

Pasal 53

Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kelautan dan Perikanan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
sumber daya alam pertanian, kelautan dan perikanan.

Rincian tugas Sub Bagian Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan,
adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan di bidang
sumber daya alam pertanian, kelautan dan perikanan, KPB, TIM Kopi dan
lada/Dewa Rempah, Pengawasan Pupuk dan Pestisida;

b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber
daya alam pertanian, kelautan dan perikanan, KPB, TIM Kopi dan
lada/Dewa Rempah, Pengawasan Pupuk dan Pestisida;

c. menyiapkan bahan dan menyusun analisis kebijakan di bidang sumber
daya sumber daya alam pertanian, kelautan dan perikanan, KPB, TIM Kopi
dan lada/Dewa Rempah, Pengawasan Pupuk dan Pestisida;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta fasilitasi
kebijakan di bidang sumber daya sumber daya alam pertanian, kelautan
dan perikanan, KPB, TIM Kopi dan lada/Dewa Rempah, Pengawasan
Pupuk dan Pestisida;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya sumber daya alam
pertanian, kelautan dan perikanan, KPB, TIM Kopi dan lada/Dewa
Rempah, Pengawasan Pupuk dan Pestisida; dan

f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 54

Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan, Energi, Lingkungan Hidup,
Kehutanan dan Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertambangan, energi,
lingkungan hidup, kehutanan dan air.

Rincian tugas Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan, Energi,
Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Air, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan sumber daya
alam pertambangan, energi, lingkungan hidup, kehutanan dan air,
monitoring BBM dan gas, PLTSA dan panas bumi;

b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan sumber daya alam
pertambangan, energi, lingkungan hidup, kehutanan dan air, monitoring
BBM dan gas, PLTSA dan panas bumij;

c. menyiapkan bahan dan menyusun analisis kebijakan sumber daya alam
pertambangan, energi, lingkungan hidup, kehutanan dan air, monitoring
BBM dan gas, PLTSA dan panas bumi;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta fasilitasi
kebijakan sumber daya alam pertambangan, energi, lingkungan hidup,
kehutanan dan air, monitoring BBM dan gas, PLTSA dan panas bumi;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan sumber daya alam pertambangan, energi,
lingkungan hidup, kehutanan dan air, monitoring BBM dan gas, PLTSA
dan panas bumi; dan

f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 55

Sub Bagian Industri, Pemasaran dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang industri, pemasaran
dan ekonomi kreatif.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Industri, Pemasaran dan Ekonomi Kreatif, adalah

(1)

(2)

(1)

sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis industri, pemasaran,
ekonomi kreatif, Pekan Raya Lampung dan UMKM;

b. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis industri, pemasaran,
ekonomi kreatif, Pekan Raya Lampung dan UMKM;

c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan kebijakan teknis
industri, pemasaran, ekonomi kreatif, Pekan Raya Lampung dan UMKM;

d. menyiapkan bahan kebijakan sektor analisis industri, pemasaran,
ekonomi kreatif, Pekan Raya Lampung dan UMKM;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kebijakan sektor industri,
pemasaran, ekonomi kreatif, Pekan Raya Lampung dan UMKM;

f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan industri, pemasaran, ekonomi kreatif, Pekan Raya Lampung dan
UMKM; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 56

Bagian BUMD dan Lembaga Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang badan usaha milik daerah
dan lembaga ekonomi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian

BUMD dan Lembaga Ekonomi, mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
badan usaha milik daerah dan lembaga ekonomi,

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
di bidang badan usaha milik daerah dan lembaga ekonomi;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang badan
usaha milik daerah dan lembaga ekonomi; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 57

Sub Bagian Badan Usaha Milih Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah.

(2)Rincian tugas Sub Bagian Badan Usaha Milih Daerah dan Badan Layanan

Umum Daerah, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang Badan Usaha Milik
Daerah /Jamkrida dan Badan Layanan Umum Daerah;
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b. menyiapkan bahan penyusunan dan analisis kebijakan Daerah dan
pengembangan Badan Usaha Milik Daerah/Jamkrida dan Badan Layanan
Umum Daerah;

c. menyiapkan bahan penyiapan rencana kerja pembinaan Badan Usaha
Milik Daerah /Jamkrida dan Badan Layanan Umum Daerah;

d. menyiapkan bahan fasilitasi perencanaan, pelaporan, pembinaan dan
pengawasan Badan Usaha Milik Daerah/Jamkrida dan Badan Layanan
Umum Daerah;

e. menyiapkan bahan pelayanan teknis administrasi Badan Usaha Milik
Daerah/Jamkrida dan Badan Layanan Umum Daerah;

f. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan rencana umum pemegang
saham Badan Usaha Milik Daerah/Jamkrida dan Badan Layanan Umum
Daerah;

g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Gubernur bidang Badan Usaha Milik Daerah/Jamkrida dan Badan
Layanan Umum Daerah;

h. menyiapkan  bahan  penyusunan data Badan Usaha  Milik
Daerah/Jamkrida dan Badan Layanan Umum Daerah;

i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Badan Usaha
Milik Daerah/Jamkrida dan Badan Layanan Umum Daerah.; dan

j- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 58

Sub Bagian Investasi dan Percepatan Akses Keuangan Daerah mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang investasi
dan percepatan akses keuangan daerah.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Investasi dan Percepatan Akses Keuangan

Daerah,adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang investasi dan percepatan
akses keuangan daerah, Foila, KPPU, Satgas Percepatan Berusaha, KPBU
dan KUR;

b. menyiapkan bahan penyusunan dan analisis kebijakan Daerah dan
pengembangan investasi dan percepatan akses keuangan daerah, Foila,
KPPU, Satgas Percepatan Berusaha, KPBU dan KUR;

c. menyiapkan bahan penyiapan rencana kerja pembinaan investasi dan
percepatan akses keuangan daerah, Foila, KPPU, Satgas Percepatan
Berusaha, KPBU dan KUR;

d. menyiapkan bahan fasilitasi perencanaan, pelaporan, pembinaan dan
pengawasan investasi dan percepatan akses keuangan daerah, Foila,
KPPU, Satgas Percepatan Berusaha, KPBU dan KUR;

e. menyiapkan bahan pelayanan teknis administrasi investasi dan
percepatan akses keuangan daerah, Foila, KPPU, Satgas Percepatan
Berusaha, KPBU dan KUR;

f. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan investasi dan percepatan akses
keuangan daerah, Foila, KPPU, Satgas Percepatan Berusaha, KPBU dan
KUR;

g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Gubernur bidang investasi dan percepatan akses keuangan daerah, Foila,
KPPU, Satgas Percepatan Berusaha, KPBU dan KUR;
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h. menyiapkan bahan penyusunan data investasi dan percepatan akses
keuangan daerah, Foila, KPPU, Satgas Percepatan Berusaha, KPBU dan
KUR;

i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan investasi dan
percepatan akses keuangan daerah, Foila, KPPU,Satgas Percepatan
Berusaha, KPBU dan KUR; dan

j- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 59

Sub Bagian Lembaga Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang lembaga ekonomi.

Rincian tugas Sub Bagian Lembaga Ekonomi, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis evaluasi lembaga
ekonomi, perbankan, Bank Lampung, Dunia Usaha (Coffe Morning), BUMN
dan BUMDES;

b. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis evaluasi lembaga ekonomi,
perbankan, Bank Lampung, Dunia Usaha (Coffe Morning), BUMN dan
BUMDES;

c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan kebijakan evaluasi
lembaga ekonomi, perbankan, Bank Lampung, Dunia Usaha (Coffe
Morning), BUMN dan BUMDES;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, analisis dan
pelaporan kebijakan perencanaan, pengembangan dan kerjasama lembaga
ekonomi, perbankan, Bank Lampung, Dunia Usaha (Coffe Morning), BUMN
dan BUMDES; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2B
Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 60

Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Sekretaris
Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dan
pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas
dan fungsi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro

Pengadaan Barang dan Jasa, mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadan
barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

b. penyiapan pengoordinasian pelakasanaan tugas perangkat daerah di
bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang
dan jasa;

c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan
secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 61

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas
melaksanakan  penyiapan bahan  perumusan = kebijakan = daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan
Jasa, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan
Strategi Pengadaan Barang dan Jasa, Pelaksanaan Pengadaan Barang dan
Jasa, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa, Pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang
Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa, Pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 62

Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan
Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Strategi
Pengadaan Barang dan Jasa.

Rincian tugas Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa,
adalah sebagai berikut:

a. menginventarisasi paket pengadaan barang/jasa;

b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
c. menyusun strategi pengadaan barang/jasa; dan

d. melaksakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 63

Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas
melaksanakan  penyiapan  bahan = perumusan  kebijakan  daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Rincian tugas Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, adalah

sebagai berikut:

a. menyiapkan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen
pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;

b. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;

c. menyusun dan pengelolaan katalog elektronik lokal;

d. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa
pemerintah; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 64

Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
mempunyai melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian Pemantauan
dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemantauan dan Evaluasi
Pengadaan Barang dan Jasa.

Rincian tugas Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan
Jasa, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemerintah;

b. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;

c. memberikan masukan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai bahan
penyusunan strategi pengadaan barang/jasa; dan

d. melaksakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 65

Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, mempunyai tugas
melaksanakan  penyiapan  bahan  perumusan = kebijakan  daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pemantauan dan
Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Sistem
Pengadaan Secara Elektronik, Pengembangan Sistem Informasi dan
Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, dan Tata Usaha Biro.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian

Pengelolan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan
Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Pengembangan Sistem Informasi
dan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, dan Tata Usaha
Biro.

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Pengembangan Sistem
Informasi dan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, dan
Tata Usaha Biro;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang
Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Pengembangan Sistem
Informasi dan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, dan
Tata Usaha Biro;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik,
Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Informasi Pengadaan
Barang dan Jasa, dan Tata Usaha Biro; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 66

Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik mempunyai
melaksanakan  penyiapan  bahan  perumusan  kebijakan  daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan
Pengelolaan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Sistem
Pengadaan Secara Elektronik.
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(2) Rincian tugas Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik,

(1)

(2)

(1)

(2)

adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan
barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaaan secara
elektronik) dan infrastrukturnya;

b. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara
elektronik;

c. memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh
sistem informasi pengadaan barang/jasa; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 67

Sub Bagian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan
Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan pengembangan sistem informasi secara
elektronik dan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pengembangan sistem informasi secara elektronik dan Pengelolaan Informasi
Pengadaan Barang dan Jasa.

Rincian tugas Sub Bagian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi
Pengadaan Barang dan Jasa, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;

b. melaksanakan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh
UKPBJ;

c. melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah
kepada masyarakat;

d. melaksanakan pengelolaan informasi kontrak;
mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil
pengadaan;

f. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 68

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
administrasi kepegawaian, keuangan, administrasi umum, kelembagaan dan
ketatalaksanaan, pendokumentasian, perencanaan pemeliharaan
perlengkapan, perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan,
melaksanakan pembinaan Pegawai ASN.

Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;

b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran,
penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;

c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan,
kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan
pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan
kearsipan,;

d. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan;

e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian
peraturan perundang-undangan lingkup biro;
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f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA,
RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;

g. melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ;

h. mengelola personil UKPBJ;

i. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
lingkup biro;

j- melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;

k. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

1. melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 69

Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pembinaan Sumber Daya
Manusia Pengadaan Barang dan Jasa, Pembinaan Kelembagaan Pengadaan
Barang dan Jasa, Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis
Pengadaan Barang dan Jasa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan dan Barang dan Jasa, mempunyai
fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Pembinaan
Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa, Pembinaan
Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pendampingan,
Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kabijakan daerah di bidang
Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa,
Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan
Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan
Barang dan Jasa;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang
Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa,
Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan
Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan
Barang dan Jasa;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang
dan Jasa, Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan
Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan
Barang dan Jasa;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 70

Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan
Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa.
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Rincian tugas Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan
Barang dan Jasa, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa
pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan
personel UKPBJ;

b. melaksankan  pengelolaan manajemen  pengetahuan  pengadaan
barang/jasa;

c. melaksanakan pembinaan hubungan dengan para pemangku
kepentingan; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 71

Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa,
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan
Jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Rincian tugas Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan

Jasa, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;

b. melaksanakan pengembangan sistem insentif personil UKPBJ;

c. melaksanakan fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan
secara elektronik;

d. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan
barang/jasa pemerintah; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 72

Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis
Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau
bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendampingan, konsultasi,
dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.

Rincian tugas Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan

Teknis Pengadaan Barang dan Jasa, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi
proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah
Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa;

b. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi
penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa
pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP;

c. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melaui mediasi;
dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 2C

Biro Administrasi Pembangunan
Pasal 73

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten
Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
administrasi penyiapan rumusan kebijakan pembangunan daerah,
administrasi pengendalian pelaksanaan pembangunan, dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro

Administrasi Pembangunan, mempunyai fungsi:

a. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
administrasi penyiapan rumusan kebijakan pembangunan daerah,
administrasi pengendalian pelaksanaan pembangunan, dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan;

b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang
administrasi penyiapan rumusan kebijakan pembangunan daerah,
administrasi pengendalian pelaksanaan pembangunan, dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan;

c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di administrasi
penyiapan rumusan kebijakan pembangunan daerah, administrasi
pengendalian pelaksanaan pembangunan, dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 74

Bagian Administrasi Penyiapan Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah, penyiapan pedoman umum pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang rumusan kebijakan APBD Provinsi,
Kabupaten/Kota dan penyiapan administrasi dan koordinasi APBN serta
melaksanakan penatausahaan biro.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Administrasi Penyiapan Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah,
mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyiapan
pedoman umum pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang penyiapan rumusan kebijakan APBD Provinsi dan APBD
Kabupaten/Kota;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyiapan
pedoman umum pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang penyiapan administrasi dan koordinasi APBN;

c. penyiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan
kebijakan pembangunan daerah;

d. penyiapan serta pelaksanaan penatausahaan biro; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 75

Sub Bagian Penyiapan Rumusan Kebijakan APBD mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyiapan
bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
penyiapan rumusan kebijakan APBD.

Rincian tugas Sub Bagian Penyiapan Rumusan Kebijakan APBD, adalah

sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan pengelolaan dan menyajikan penyempurnaan
penyusunan kebijakan standar pengendalian pembangunan sumber dana
APBD (HSPK Non Fisik, Pedoman Umum tentang Pengukuran dan
Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan APBD, Domlak Monitoring dan
Evaluasi);

b. menyiapkan bahan pengembangan sistem pengendalian dan pelaporan
pembangunan sumber dana APBD;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah terkait dengan perumusan kebijakan APBD;

d. menyiapkan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian dana bantuan
(hibah dan bantuan sosial); dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 76

Sub Bagian Penyiapan Administrasi dan Koordinasi APBN mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan administrasi dan koordinasi APBN,
penyusunan administrasi koordinasi APBN di bidang penyiapan rumusan
bahan koordinasi APBN.

Rincian tugas Sub Bagian Penyiapan Administrasi dan Koordinasi APBN,
adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan  kebijakan administrasi pengelolaan dana
pembangunan sumber APBN;

b. menyiapkan bahan pengolahan dan menyajikan bahan/data pelaksanaan
pemantauan, evaluasi dan koordinasi pembangunan sumber dana APBN;

c. menyiapkan bahan rumusan permasalahan dalam rangka tertib
administrasi pembangunan sumber dana APBN;

d. melaksanakan persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum

sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan jasa konstruksi; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

®

Pasal 77

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
administrasi kepegawaian, keuangan, administrasi umum, kelembagaan dan
ketatalaksanaan, pendokumentasian, perencanaan pemeliharaan
perlengkapan, perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan,
melaksanakan pembinaan Pegawai ASN.

Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;

b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran,
penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;

c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan,
kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan
pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan
kearsipan;
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d. melaksanakan  pengkajian bahan penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan;

e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian
peraturan perundang-undangan lingkup biro;

f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA,

RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;

melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan

lingkup biro;

melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;

melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

F o E

Pasal 78

Bagian Administrasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang ekonomi dan bidang sosial
budaya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian

Administrasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
administrasi pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang
infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang ekonomi dan bidang
sosial budaya;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
di bidang administrasi pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang
infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang ekonomi dan bidang
sosial budaya;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
administrasi pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang
infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang ekonomi dan bidang
sosial budaya; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 79

Sub Bagian Administrasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Bidang
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas penyiapan
bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang administrasi pengendalian pelaksanaan
pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Rincian tugas Sub Bagian Administrasi Pengendalian Pelaksanaan

Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, adalah

sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan
teknis administrasi pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang
infrastruktur dan pengembangan wilayah;



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

-44-

b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi administrasi pengendalian
pelaksanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan
wilayah;

c. melaksanakan perencanaan dan pengembangan administrasi
pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang infrastruktur dan
pengembangan wilayah;

d. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan

e. melaksanakan tugas yang lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 80

Sub Bagian Administrasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Bidang
Ekonomi mempunyai tugas penyiapan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
administrasi pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi.

Rincian tugas Sub Bagian Administrasi Pengendalian Pelaksanaan
Pembangunan Bidang Ekonomi, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan
teknis administrasi pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang
ekonomi;

b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi administrasi pengendalian
pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi;

c. melaksanakan perencanaan dan pengembangan administrasi
pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi;

d. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
e. melaksanakan tugas yang lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 81

Sub Bagian Administrasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Bidang
Sosial Budaya mempunyai tugas penyiapan bahan pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
administrasi pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang sosial budaya.

Rincian tugas Sub Bagian Administrasi Pengendalian Pelaksanaan
Pembangunan Bidang Sosial Budaya, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan
teknis administrasi pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang sosial
budaya;

b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi administrasi pengendalian
pelaksanaan pembangunan bidang sosial budaya;

c. melaksanakan perencanaan dan pengembangan pengendalian
administrasi pelaksanaan pembangunan bidang sosial budaya;

d. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.; dan
e. melaksanakan tugas yang lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 82

Bagian  Pelaporan  Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
pelaporan pembangunan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pelaporan pembangunan daerah di bidang analisis capaian kinerja
pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan
pengembangan sistem informasi administrasi pembangunan.
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(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian

(1)

(2)

(1)

(2)

Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan
pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan
pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis
capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan
pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah;

d. penyiapan bahan dan pengembangan sistem informasi pengendalian
administrasi pembangunan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 83

Sub Bagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang analisis capaian kinerja
pembangunan daerah.

Rincian tugas Sub Bagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah,
adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan
teknis analisis capaian kinerja pembangunan daerah;

b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi analisis capaian kinerja
pembangunan daerah;

c. melaksanakan perencanaan dan pengembangan analisis capaian kinerja
pembangunan daerah;

d. melaksanakan perencanaan sistem informasi pemantauan, evaluasi dan
pelaporan; dan

e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 84

Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelaporan pelaksanaan
pembangunan daerah.

Rincian tugas Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah,
adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan
teknis pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;

b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaporan pelaksanaan
pembangunan daerah;

c. melaksanakan perencanaan dan pengembangan pelaporan pelaksanaan
pembangunan daerah;

d. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 85

Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Administrasi
Pembangunan mempunyai tugas mengelola sistem informasi pengendalian
administrasi pembangunan dan melaksanakan penyiapan bahan
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan
tugas perangkat daerah, analisis dan penyajian data informasi pembangunan
di bidang kebijakan pembangunan daerah.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi Pelaksanaan

(1)

(2)

(1)

Administrasi Pembangunan, adalah sebagai berikut:

a. memproses data dan hasil pelaksanaan administrasi pembangunan
daerah Provinsi Lampung dan menyajikan dalam bentuk informasi publik;

b. mengelola sistem informasi realisasi laporan realisasi fisik keuangan
Provinsi Lampung;

c. mengelola website Biro Administrasi Pembangunan;

d. menyajikan data dan informasi hasil realisasi laporan realisasi fisik
keuangan sebagai bahan monitoring serta pelaporan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Asisten Administrasi Umum
Pasal 86
Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah
dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan,

pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi, umum, dan
administrasi pimpinan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Asisten Administrasi Umum, mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang umum dan administrasi pimpinan;

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang
organisasi,

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
organisasi,

e. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum dan
administrasi pimpinan;

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi
daerah; dan

g. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang
organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan
tugasnya.

Paragraf 3A
Biro Organisasi
Pasal 87

Biro Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum
dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas
kinerja dan tatalaksana.



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

-47-

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Biro Organisasi mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan
analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan
tatalaksana;

b. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas
kinerja dan tatalaksana;

c. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di
bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan
akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;

d. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan
akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 88

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
kelembagaan, analisis jabatan, dan perencanaan dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (1), Bagian
Kelembagaan dan Analisis Jabatan, mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan,
analisis jabatan dan perencanaan dan pelaporan;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
kelembagaan, analisis jabatan dan perencanaan dan pelapora;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
di bidang kelembagaan, analisis jabatan dan perencanaan dan pelaporan,;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang kelembagaan, analisis jabatan dan perencanaan dan pelaporan;
dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 89

Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan provinsi dan
kabupaten /kota.

Rincian tugas Sub Bagian Kelembagaan, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan analisis di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas
kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan,
peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan di bidang kelembagaan,
peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
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d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan
dan  evaluasi kelembagaan  Perangkat Daerah  Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

e. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di
bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi
kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 90

Sub Bagian Analisis Jabatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang analisis jabatan.

Rincian tugas Sub Bagian Analisis Jabatan, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis jabatan,
standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan;

b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan analisis jabatan,
standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan;

c. menyusun analisis jabatan, standar kompetensi jabatan, peta jabatan dan
evaluasi jabatan;

d. menyusun analisis beban kerja dan formasi pegawai kerja berdasarkan
hasil analisis beban kerja dan peta jabatan;

e. menyiapkan program penyusunan formasi pegawai dan peta jabatan;

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penyusunan
formasi pegawai bardasarkan hasil analisis beban kerja dan peta jabatan;

g. mengumpulkan data formasi jabatan, teknis pelaksanaan pemanfaatan
hasil analisis jabatan;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan analisis
beban kerja, informasi pegawai dan peta jabatan provinsi dan
kabupaten/kota;

i. membina penyusunan analisis jabatan, standar kompetensi jabatan,
analisis beban kerja dan peta jabatan kabupaten/kota;

j- membina penyusunan formasi pegawai berdasarkan hasil analisis beban

kerja dan peta jabatan kabupaten/kota; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 91

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
perencanaan dan pelaporan lingkup Sekretariat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai fungsi:

a. melaksanakan kebijakan penyusunan perencanaan program lingkup
Sekretariat Daerah;

b. melaksanakan kebijakan penyusunan perencanaan anggaran lingkup
Sekretariat Daerah;

c. melaksanakan kebijakan penyusunan monitoring dan evaluasi
perencanaan program dan anggaran lingkup Sekretariat Daerah; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 92

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas
melaksanakan  penyiapan  bahan = perumusan = kebijakan  daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan
tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (1), Bagian
Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang reformasi
birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 93

Sub Bagian Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi.
Rincian tugas Sub Bagian Reformasi Birokrasi, adalah sebagai berikut:

a. mengkaji dan analisis peningkatan kerja berdasarkan indikator dan 8
(delapan) area perubahan (penataan perangkat daerah, ketatalaksanaan,
SDM, hukum, pengawasan, akuntabilitas, manajemen perubahan dan
pelaporan publik);

b. mengkoordinasikan peningkatan kinerja berdasarkan indikator 8 (delapan)
area perubahan;

c. membina terhadap 8 (delapan) kelompok kerja area perubahan;

a. melaksanakan fasilitasi dalam verifikasi penilaian peningkatan kinerja 8
(delapan) area perubahan; dan

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 94

Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang akuntabilitas kinerja.
Rincian tugas Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja, adalah sebagai berikut:

a. mengkaji dan analisis di bidang akuntabilitas kinerja;

b. menyusun petunjuk pelaksanaan di bidang akuntabilitas kinerja;

c. melaksanakan monitoring sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah dan sakip kabupaten/kota;

d. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Gubernur; dan
a. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

-50-

Pasal 95

Sub Bagian Budaya Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang budaya kerja.

Rincian tugas Sub Bagian Budaya Kerja, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan kebijakan teknis di bidang peningkatan budaya kerja;

b. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan budaya kerja;
c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan budaya kerja;
d

. memverifikasi bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi
penyelenggaraan budaya kerja; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 96

Bagian Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana
pemerintahan dan pelayanan publik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Tatalaksana, mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha,
tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
di bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik;
dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 97

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
administrasi kepegawaian, keuangan, administrasi umum, kelembagaan dan
ketatalaksanaan, pendokumentasian, perencanaan pemeliharaan
perlengkapan, perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan,
melaksanakan pembinaan Pegawai ASN.

Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;

b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran,
penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;

c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan,
kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan
pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan
kearsipan;

d. melaksanakan  pengkajian bahan  penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan;
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e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian
peraturan perundang-undangan lingkup biro;

f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA,
RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;

g. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
lingkup biro;

h. melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;

i. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

j- melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 98

Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
tatalaksana pemerintahan.

Rincian tugas Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan, adalah sebagai
berikut:

a. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

b. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP),
pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas dan standarisasi sarana dan
prasarana dinas; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 99

Sub Bagian Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan publik.
Rincian tugas Sub Bagian Pelayanan Publik, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan publik;

b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan standar pelayanan
internal dan pelayanan publik;

c. menyiapkan bahan fasilitasi forum komunikasi pendayagunaan aparatur
negara dan daerah;

d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang pelayanan
publik;

mengkaji dan analisis pelaksanaan pelayanan publik;

mengelola pengaduan pelayanan publik untuk diproses lebih lanjut;
menyusun standar pelayanan internal dan pelayanan publik;

@R oo

. mengkoordinasikan pelayanan dasar;

e

melaksanakan fasilitasi forum komunikasi pendayagunaan aparatur
negara dan daerah;

melaksanakan monitoring di bidang pelayanan publik; dan

—.

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 3B

Biro Umum
Pasal 100

Biro Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam
penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115,

Biro Umum, mempunyai fungsi:

a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi
keuangan dan aset, tata usaha;

b. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah
tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha; dan

c. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 101

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
urusan pengelolaan dan pemeliharaan gedung/kantor, pengelolaan dan
pemeliharaan kendaraan, dan umum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat (1),

Bagian Rumah Tangga, mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pengelolaan
dan pemeliharaan gedung/kantor, pengelolaan dan pemeliharaan
kendaraan, dan umum;

b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
pengelolaan dan pemeliharaan gedung/kantor, pengelolaan dan
pemeliharaan kendaraan, dan umum; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 102

Sub Bagian Pengelolaan dan Pemeliharaan Gedung/Kantor mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi di bidang urusan pengelolaan dan pemeliharaan
gedung/kantor.

Rincian tugas Sub Bagian Pengelolaan dan Pemeliharaan Gedung/Kantor,
adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan kebijakan di bidang penggunaan, pengamanan dan
pemeliharaan gedung/kantor dan peralatan gedung;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan perawatan gedung dan keindahan
taman di lingkungan rumah jabatan dan Sekretaris Daerah;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan perawatan peralatan gedung di
lingkungan rumah jabatan dan Sekretaris Daerah;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan penerimaan, penyimpanan,
pengaturan peralatan gedung di lingkungan Sekretariat Daerah;

e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang
penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan gedung/kantor dan
peralatan gedung; dan

f. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 103

Sub Bagian Pengelolaan dan Pemeliharaan Kendaraan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi di bidang urusan pengelolaan dan pemeliharaan
kendaraan.

Rincian tugas Sub Bagian Pengelolaan dan Pemeliharaan Kendaraan, adalah

sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan pelayanan dan mengatur penggunaan kendaraan
dinas;

b. menyiapkan bahan koordinasi dan penjadwalan pelaksanaan tugas
personal/pengemudi;

c. menyiapkan bahan pengawasan penggunaan kendaraan dinas operasional
maupun pelayanan pegawai;

d. menyiapkan bahan pengaturan penggunaan bahan bakar minyak;

e. menyiapkan bahan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas yang
dikelola oleh Sekretariat Daerah;

f. menyiapkan bahan penetapan Surat Penetapan Pemegang Kendaraan
Dinas di lingkungan Sekretariat Daerah;

g. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Pengelolaan dan Pemeliharaan Kendaraan; dan

h. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

Pasal 104

Sub Bagian Urusan Dalam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
bidang urusan dalam.

Rincian tugas Sub Bagian Urusan Dalam, adalah sebagai berikut:
a. menyiapkan keperluan rumah tangga di lingkungan rumah jabatan dan
Sekretariat Daerah;

b. menyediakan dan menyiapkan konsumsi makan minum/snack rumah
jabatan;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan peralatan dan perlengkapan yang
berkaitan dengan acara-acara kedinasan Pemerintah Provinsi Lampung;

d. melaksanakan dan menyiapkan kebutuhan peralatan, konsumsi dan
akomodasi yang berkaitan dengan acara kedinasan atau rapat di
lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

e. melaksanakan dan menyiapkan kebutuhan penyewaan tempat, ruang
rapat, dan tempat kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

f. menyiapkan penerimaan tamu pimpinan;

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengumpulan bahan kebutuhan
peralatan, akomodasi dan konsumsi dalam rangka penyelenggaraan rapat,
pertemuan dan kegiatan pada Setda; dan

h. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
Pasal 105

Bagian Administrasi Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi di bidang keuangan dan verifikasi setda, akuntansi dan
penatausahaan aset, dan administrasi belanja.
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(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Administrasi Keuangan dan Aset, mempunyai fungsi:

(1)

(2)

(1)

a.

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan
verifikasi setda, akuntansi dan penatausahaan aset, dan administrasi
belanja;

penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
keuangan dan verifikasi setda, akuntansi dan penatausahaan aset, dan
administrasi belanja; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 106

Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi di bidang keuangan dan verifikasi setda.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah,
adalah sebagai berikut:

a.

b.

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan di bidang keuangan dan
verifikasi Setda;

menyiapkan bahan surat perintah membayar (SPM) UP, GU, TU, LS,
sebelum diproses untuk penertiban surat perintah pencairan dana (SP2D)
di BPKAD Provinsi;

melaksanakan penelitian/pemeriksaan realisasi APBD lingkup Setda;

d. melakukan verifikasi pertanggungjawaban (SPJ) lingkup Setda;

B

melaksanakan pembuatan laporan hasil pelaksanaan verifikasi dan
pembukuan keuangan APBD lingkup sekretariat;

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai laporan aset
barang milik daerah lingkup Setda setiap 6 (enam) bulan sekali kepada
BPKAD Provinsi;

menyusun Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan lingkup
Setda;

menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri
atas LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Laporan Operasional (LO), Laporan
perubahan equitas (LPE), Neraca, dan CALK (Catatan Atas Laporan
Keuangan) Lingkup Setda;

menghimpun dan mengonsolidasikan Laporan Keuangan Setda menjadi
Laporan Keuangan Setda;

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

menerbitkan surat perintah pembayaran (SPP) Lingkup Sekretariat Daerah
provinsi;

melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

. melaksanakan sistem pengendalian intern;

melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan bahan RENSTRA, RENJA,
RKA, DPA dan DIPA.

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 107

Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi di bidang akuntansi dan penatausahaan aset.
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(2) Rincian tugas Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset, adalah
sebagai berikut:

(1)

(2)

a.

cpg RS

mengidentifikasi dan analisis berkenaan dengan verifikasi laporan
pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan
Setda;

. melaksanakan  Verifikasi laporan  pertanggungjawaban Uang

Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang di lingkungan Setda;
melaksanakan kebijakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan akuntansi
dan pelaporan keuangan di lingkungan Setda;

melaksanakan kebijakan dalam pelaksanaan penatausahaan aset di
lingkungan Setda;

mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan
verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban di lingkungan Setda;
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan
akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Setda;

mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dalam pelaksanaan penatausahaan
aset di lingkungan Setda;

. mengumpulkan/rekapitulasi data realisasi anggaran Setda;

menyusun laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di lingkungan Setda;
menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Setda;

membuat Laporan Operasional (LO) Setda;

membuat Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Setda;

. membuat Neraca Keuangan Setda;

membuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Setda;

menyiapkan bahan penyelesaian surat-surat kelengkapan kendaraan
dinas yang meliputi STNK, BPKB, dan KIR kendaraan dinas Sekretariat
Daerah;

melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

Pasal 108

Sub Bagian Adminitrasi Belanja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
bidang administrasi belanja.

Rincian tugas Sub Bagian Adminitrasi Belanja, adalah sebagai berikut:

a.

b.

5 0

menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Administrasi
Belanja;

menyiapkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
kegiatan Sub Bagian Administrasi Belanja;

menyiapkan dokumen penunjang serta melaksanakan pembayaran gaji
dan tunjangan Gubernur, Wakil Gubernur, pegawai di lingkup Sekretariat
Daerah setiap bulannya;

menyiapkan dan membayarkan pelaksanaan belanja perjalanan Gubernur,
Wakil Gubernur, Sekretariat Daerah, Asisten serta pegawai di lingkup
Sekretariat Daerah;

mengumpulkan data dan menyiapkan bahan penyelesaian masalah atas
pembayaran gaji serta tunjangan;

mengumpulkan bahan pelaporan pertanggungjawaban pembayaran gaji
dan perjalanan dinas;

menilai prestasi kerja bawahan;

melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Administrasi Belanja; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 109

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata
usaha staf ahli, pengadaan dan distribusi, dan kepegawaian dan arsip.
Rincian tugas Bagian Tata Usaha, adalah sebagai berikut:

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha staf ahli,
pengadaan dan distribusi, dan kepegawaian dan arsip;

b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata
usaha staf ahli, pengadaan dan distribusi, dan kepegawaian dan arsip;
dan

c. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 110

Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
bidang tata usaha staf ahli.

Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran,
penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;

b. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan,
kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan
pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan
kearsipan,;

c. melaksanakan pengkajian bahan  penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan;

d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RKT, TAPKIN, LKjIP,
LKPJ dan LPPD lingkup biro;

e. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
lingkup biro;
f. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan,;

g. melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana dan program kerja staf
ahli Gubernur;

h. melaksanakan dan menyiapkan bahan evaluasi kegiatan staf ahli
Gubernur;

i. menyiapkan agenda kerja staf ahli;
j- menyiapkan bahan koordinasi staf ahli dengan instansi terkait;

k. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan staf ahli yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Provinsi;

1. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Tata Usaha Staf Ahli; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 111

Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi di bidang pengadaan dan distribusi.

Rincian tugas Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan petunjuk teknis pengadaan barang
dan jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
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b. melaksanakan dan menyiapkan bahan data pelaporan, bahan pembinaan
dan evaluasi hasil pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan administrasi penerimaan,
pencatatan, penyimpanan dan distribusi barang daerah di lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan administrasi penyerahan dan
penetapan status penggunaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung;

e. melaksanakan dan menyiapkan souvenir/cinderamata bagi para pejabat
daerah yang melakukan kunjungan kerja keluar daerah serta bagi tamu-
tamu Pemerintah Provinsi Lampung;

f. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan Penetapan
hasil Pengadaan Barang Daerah (P2BD);

g. melaksanakan dan menyiapkan bahan pencatatan dan penyusunan daftar
barang milik daerah hasil penerimaan/penyerahan dan penetapan status
penggunaan barang milik daerah dari masing-masing Organisasi
Perangkat Daerah;

h. melaksanakan dan menyelesaikan status barang daerah yang
dikembalikan dari pihak lain yang berasal dari APBD Pemerintah Provinsi
Lampung;

i. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan Sub Bagian Pengadaan
dan Distribusi; dan

j- melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan.
Pasal 112

Sub Bagian Kepegawaian dan Arsip mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi di bidang kepegawaian dan arsip.

Rincian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Arsip, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Setda;

melaksanakan pembinaan pegawai ASN lingkup Setda;

mengurus surat menyurat, naskah dinas dan arsip di lingkungan Setda;

mengatur klasifikasi surat menurut ketentuan dan mencatat jumlah

naskah dinas masuk dan keluar;

e. mengumpulkan bahan pertimbangan penyusunan pembinaan dan
petunjuk teknis pengelolaan dan pengurusan naskah dinas dinamis dan
statis;

f. mengelola persuratan, naskah dinas dan arsip di lingungan Setda;

g. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengagendaan surat masuk dan
surat keluar;

h. mengekspedisi surat keluar, baik secara langsung kepada alamat maupun
secara tidak langsung melalui jasa pos;

i. menghimpun, menyimpan dan memelihara duplikasi surat/naskah dinas
keluar;

j- menyelenggarakan penyiapan/penarikan arsip yang telah habis masa
simpannya dari satuan kerja-satuan kerja di lingkungan Setda;

k. mengumpulkan rencana kebutuhan dalam pengelolaan arsip inaktif
beserta depo arsip Setda; dan

oo

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 3C

Biro Administrasi Pimpinan
Pasal 113

Biro Administrasi Pimpinan mempunyai tugas menyiapkan pengoordinasian
perumusan kebijakan, mengoordinasikan membantu pimpinan dan Asisten
Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan
pemantauan, evaluasi program dan kegiatan, penyelenggaraan pembinaan
teknis, administrasi dan sumber daya di bidang komunikasi pimpinan serta
protokol.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro

Administrasi Pimpinan, mempunyai fungsi:

a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, protokol
serta materi dan komunikasi pimpinan;

b. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha
pimpinan, protokol serta materi dan komunikasi pimpinan; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan dan Asisten
Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 114

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan
kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada bagian fasilitasi
pimpinan, administrasi surat pada pimpinan serta tata usaha biro.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Tata Usaha Pimpinan, mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan administrasi surat pimpinan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah;

b. pelaksanaan dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan serta
memfasilitasi Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah;

c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di tata usaha
serta perencanaan dan pelaporan Biro; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan
dengan tugasnya.

Pasal 115

Sub Bagian Administrasi Surat mempunyai tugas melaksanakan dan
menyiapkan bahan terkait administrasi naskah dinas/surat Gubernur, Wakil
Gubernur, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah.

Rincian tugas Sub Bagian Administrasi Surat, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan, memverifikasi dan melaksanakan distribusi naskah
dinas/surat yang disampaikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur,
Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah;

b. menyiapkan dan melaksanakan fungsi sistem informasi surat dan sistem
pembubuhan QR (Quick Response) Code;

c. merekapitulasi naskah dinas/surat dan pembubuhan QR (Quick
Response) Code;

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
administrasi surat; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 116

Sub Bagian Fasilitasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan fasilitasi pimpinan Sekretaris
Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah.

Rincian tugas Sub Bagian Fasilitasi Pimpinan, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan makan minum/snack pimpinan dan tamu pimpinan;

b. menyediakan dan menyiapkan perlengkapan kerja dan peralatan rumah
tangga di ruang kerja pimpinan;

c. mengontrol kebersihan/kelayakan ruang kerja pimpinan;

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi
pimpinan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 117

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
administrasi kepegawaian, keuangan, administrasi umum, kelembagaan dan
ketatalaksanaan, pendokumentasian, perencanaan pemeliharaan
perlengkapan, perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan,
melaksanakan pembinaan Pegawai ASN lingkup Biro.

Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan  pelayanan  administrasi = kepegawaian, penataan
kelembagaan dan ketatausahaan;

b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi: penganggaran,
penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;

c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi: ketatausahaan,
kerumahtanggaan dan pengelolaan barang/aset Biro Administrasi
Pimpinan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi;

d. menyiapkan dan melaksanakan serta mengolah bahan perencanaan
hingga pelaporan kinerja Biro Administrasi Pimpinan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 118

Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan materi pimpinan, komunikasi pimpinan, rilis dan
dokumentasi pimpinan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian

Komunikasi Pimpinan,mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan materi pimpinan, komunikasi pimpinan dan
dokumentasi pimpinan,;

b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
penyiapan materi pimpinan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi
pimpinan; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Administrasi Pimpinan
yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 119

Sub Bagian Penyiapan Materi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi di bidang penyiapan materi pimpinan.
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Rincian tugas Sub Bagian Penyiapan Materi Pimpinan, adalah sebagai

berikut:

a. melaksanakan koordinasi, menyiapkan dan menggandakan bahan materi
rapat;

b. melaksanakan koordinasi, menyiapkan dan menggandakan bahan materi
kebijakan;

c. menyiapkan naskah sambutan dan pidato Kepala Daerah;

d. menyusun notulensi rapat/kegiatan/acara Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 120

Sub Bagian Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi di bidang komunikasi pimpinan.

Rincian tugas Sub Bagian Komunikasi Pimpinan, adalah sebagai berikut:

a. menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait penyampaian informasi
kegiatan pimpinan daerah;

b. memberi masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian
informasi tertentu;

c. memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai
dengan kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan;

d. menghimpun dan mengolah informasi yang yang bersifat penting dan
mendesak sesuai kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 121

Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi di bidang publikasi dan dokumentasi pimpinan.

Rincian tugas Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan, adalah sebagai berikut:
a. mendokumentasikan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b. melaksanakan monitoring, evaluasi serta penyusunan dokumentasi dan
pelaporan;

c. mengatur dan  mengkoordinasikan  peliputan media terhadap
kegiatan/acara Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

d. menyiapkan informasi press release guna membentuk citra positif
pimpinan; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 122

Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata
acara, pelayanan tamu, dan hubungan keprotokolan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian

Protokol, mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata acara, pelayanan
tamu, dan hubungan keprotokolan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata
acara, pelayanan tamu, dan hubungan keprotokolan; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Administrasi Pimpinan
yang berkaitan dengan tugasnya.
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Pasal 123

(1) Sub Bagian Acara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata
acara.

(2)

(1)

(2)

Rincian tugas Sub Bagian Acara, adalah sebagai berikut:

a.

menyiapkan bahan keperluan yang berkaitan dengan perlengkapan dan
kelengkapan acara/upacara, mengatur ruang dan tata tempat
pelaksanaan rapat dinas serta resepsi pimpinan;

menyiapkan bahan koordinasi persiapan dan gladi lapangan dalam acara
kenegaraan/acara resmi;

menyiapkan vahan laporan pimpinan serta buku panduan acara upacara
baik secara kenegaraan maupun resmi;

menyiapkan koordinasi gladi lapangan, dan mengatur tata tempat,
tata upacara dan tata penghormatan dalam acara resmi dan acara
kenegaraan;

menyiapkan koordinasi para ajudan pimpinan pemerintah provinsi;
menyiapkan tanda kenang-kenangan (souvenir) pada setiap setiap acara
Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah;

melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta
evaluasi Pengaturan Acara;

. menyusun bahan kebijakan umum Pengaturan Acara, Tata Upacara/Tata

Tempat;

mengkoordinasi dan memfasilitasi Pengaturan Acara, Tata Upacara/Tata
Tempat;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pengaturan Acara, Tata
Upacara/Tata Tempat; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 124

Sub Bagian Tamu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
tamu.

Rincian tugas Sub Bagian Tamu, adalah sebagai berikut:

a.

o a0 T

=

melaksanakan pengelolaan kebijakan umum Pelayanan Tamu;
melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Pelayanan Tamu;
melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pelayanan Tamu;
melaksanakan fasilitasi jadwal agenda audiensi tamu pimpinan;

menyiapkan bahan koordinasi persiapan penerimaan, akomodasi dan
transportasi kunjungan bagi tamu VIP, VVIP dan tamu lainnya;
menyiapkan bahan rencana agenda kunjungan tamu dan perjalanan
dinas pimpinan;

memfasilitasi dan menghubungi tamu pimpinan dan satuan kerja
pendamping yang akan melakukan audiensi dengan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah;

menyiapkan bahan pelaporan kegiatan tamu VIP, VVIP dan tamu
lainnya;

mengkonfirmasikan kehadiran tamu/undangan, Forkopimda dalam setiap
kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 125

Sub Bagian Hubungan Keprotokolan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi di bidang hubungan keprotokolan serta mengkonfirmasi kehadiran
tamu/undangan Forkopimda dalam setiap kegiatan atas Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Rincian tugas Sub Bagian Hubungan Keprotokolan, adalah sebagai berikut:
a. melakukan koordinasi dengan instansi pusat, organisasi perangkat daerah
dan Kabupaten/Kota yang terkait kegiatan keprotokolan;

b. menyusun agenda harian, mingguan dan bulanan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah;

c. mengkoordinasikan dan menghubungi para pihak yang terkait dengan
agenda harian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

d. menyampaikan informasi agenda harian kepada para organisasi perangkat
daerah;

e. menyusun bahan kebijakan umum hubungan keprotokolan;
f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan keprotokolan; dan
g. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

BAB III
STAF AHLI GUBERNUR

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 126

Staf Ahli Gubernur merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas
memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kepada Gubernur
baik diminta ataupun tidak diminta.

Staf Ahli Gubernur bertanggungjawab kepada Gubernur dan dalam
melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris
Daerah Provinsi.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi
Pasal 127

Staf Ahli Gubernur mempunyai tugas memberikan tela’ahan dan kajian di
bidang pemerintahan, hukum dan politik, bidang ekonomi, keuangan dan
pembangunan, bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli
Gubernur mempunyai fungsi:

a. penyusunan tela’ahan dan kajian;

b. pelaksanaan fasilitasi dalam melakukan penelaahan dan pengkajian;

c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam melakukan penelaahan dan
pengkajian,;
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d. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur.

Bagian Kedua
Staf Ahli Gubernur

Pasal 128

(1) Staf Ahli Gubernur, terdiri dari:
1. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
2. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
3. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

(2) Bagan struktur organisasi Staf Ahli Gubernur sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas Staf Ahli Gubernur

Paragraf 1
Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

Pasal 129

(1) Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai
tugas membantu Gubernur memberikan tela’ahan dan kajian mengenai
pemerintahan, hukum dan politik, yang mencakup:

a. Pemerintahan, meliputi:

ketataprajaan;

hubungan dengan instansi vertikal;

ketentraman dan ketertiban;

penentuan, penataan dan penetapan batas wilayah;

pengawasan pulau-pulau kecil,;

perubahan rupa bumi (topografi) dan ilmu yang mempelajari nama-
nama rupa bumi/objek geografi (toponini);

7) pertanahan;

8) administrasi kependudukan;

9) catatan sipil;

10) laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan; dan

11) tugas-tugas dekonsentrasi yang diberikan oleh Pemerintah kepada
Gubernur.

L=

b. Hukum, meliputi:

1) produk hukum daerah;

2) penerapan produk hukum daerah;

3) sengketa hukum daerah;

4) hak-hak azasi manusia;

S) penerapan peraturan daerah oleh pemerintah daerah dan perangkat
daerah; dan

6) singkronisasi Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan
Kepala Daerah.

c. Politik, meliputi:
1) perkembangan politik di daerah;
2) implikasi perkembangan dan situasi politik;
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3) perkembangan dan tugas Organisasi Politik,Ormas dan Lembaga
Politik Lainnya;

4) pelaksanaan Demokrasi Politik;

5) dinamika dan gejolak Politik; dan

6) upaya membangun demokrasi dalam kehidupan berpolitik.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli
Gubernur Bidang Pemerinthan, Hukum dan Politik mempunyai fungsi:

a.

b.

penyusunan tela’ahan dan kajian penyelenggaraan pemerintahan daerah
dalam bidang pemerintaham, hukum dan politik;

pelaksanaan fasilitasi dalam melakukan penelaahan dan kajian dalam
bidang pemerintahan, hukum dan politik;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam kebijakan
pemerintahan, hukum dan politik; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dalam penelaahan
dan pengkajian masalah pemerintahan, hukum dan politik.

Paragraf 2

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Pasal 130

(1) Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan pembangunan
membantu Gubernur memberikan telaahan Fungsi dan kajian mengenai
ekonomi, keuangan dan pembangunan, yang mencakup:

a.

Ekonomi, meliputi:

1) pembangunan perekonomian umum,;

2) pembangunan perekonomian produksi;

3) pembangunan perekonomian penunjang; dan
4) pembangunan perekonomian strategis.

Keuangan, meliputi:

1) pelaksanaan APBD dan ketentuan pelaksanaannya;

2) sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan Pinjaman Daerah;
3) pembinaan hubungan Pemda dengan lembaga keuangan; dan
4) pengembangan BUMD.

Pembangunan, meliputi:

1) pembangunan Sosial Ekonomi;

2) pembangunan Sosial Budaya;

3) pembangunan Infrastruktur;

4) pembangunan Sektor strategis; dan

5) pembangunan pedesaan, daerah terpencil dan daerah terisolir.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli
Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai fungsi:

a.

b.

penyusunan telaahan dan kajian penyelenggaraan pemerintahan daerah
dalam bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;

pelaksanaan fasilitasi dalam melakukan penelaahan dan pengkajian
dalam bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam kebijakan
ekonomi dan kuangan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
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Paragraf 3

Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 131

(1) Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
membantu Gubernur memberikan telaahan Fungsi dan kajian mengenai
kemasyarakatan dan sumber daya manusia, mencakup:

a.

Kemasyarakatan, meliputi:

1) pembinaan lembaga kemasyarakatan dan pengembangan potensi;

2) pengembangan partisipasi masyarakat;

3) pembinaan dan pelestarian kelembagaan adat, seni budaya dan nilai-
nilainya;

4) pemantapan ketahanan masyarakat; dan

5) pemberdayaan masyarakat.

Sub Bidang Sumber Daya Manusia, meliputi:
1) pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia masyarakat;
2) pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur; dan

3) kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia masyarakat
dan sumber daya manusia aparatur.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli
Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai
fungsi:

a.

b.

penyusunan telaahan kajian penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam
bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;

Pelaksanaan fasilitasi dalam melakukan penelaahan dan pengkajian
dalam bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam kebijakan
kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dalam penelaahan
dan pengkajian masalah kemasyarakatan dan sumber daya manusia;

BAB IV
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 132

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin
oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis
operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan
secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.
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Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 133

(1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

(2)

(1)

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

a.

b
c.
d

f.
g.

penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;

. penyelenggaraan penyerapan aspirasi dan informasi, kehumasan dan

keprotokolan DPRD;
penyediaan dan pengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
penyelenggaraan dokumentasi dan publikasi produk hukum DPRD; dan

penyelenggaraan penyusunan produk hukum DPRD dan bahan kajian
rancangan peraturan daerah.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis
operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD
dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah Provinsi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 134

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
terdiri dari:

a.
b.

Sekretaris DPRD Provinsi;

Bagian Umum, membawahi:

1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Perlengkapan dan Aset; dan

3) Sub Bagian Rumah Tangga.

Bagian Keuangan, membawahi:

1) Sub Bagian Perencanaan;

2) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi; dan
3) Sub Bagian Perjalanan Dinas.

Bagian Persidangan, membawahi:

1) Sub Bagian Rapat dan Risalah;

2) Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan; dan
3) Sub Bagian Komisi Kepanitiaan.

Bagian Perundang-Undangan, membawahi:

1) Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
2) Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan Perpustakaan; dan
3) Sub Bagian Publikasi Produk Hukum.
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f. Bagian Fasilitasi Aspirasi, Hubungan Masyarakat dan Protokol,
membawahi:

1) Sub Bagian Fasilitasi Aspirasi;
2) Sub Bagian Hubungan Masyarakat; dan
3) Sub Bagian Protokol.
g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan
keterampilannya.

Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf ¢, huruf
d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian,
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf
d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
yang bersangkutan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan.

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Sekretaris DPRD Provinsi

Pasal 135

Sekretaris DPRD Provinsi mempunyai  tugas memimpin dan
mengkoordinasikan kegiatan Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan
administratif kepada Anggota DPRD untuk menyelenggarakan tugas dan
kewenangannya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris DPRD Provinsi mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD dan Kesekretariatan DPRD;
penyelenggaraan sarana dan prasarana kesekretariatan DPRD;
penyelenggaraan program kerja Sekretariat DPRD;

penyelenggaraan administrasi rapat dan persidangan;

~o oo

penyelenggaraan penyiapan tenaga ahli dalam rangka membantu
kelancaran kegiatan DPRD;

g. penyelenggaraan penyusunan produk hukum DPRD dan bahan kajian
rancangan peraturan daerah;

h. penyelenggaraan fasilitasi aspirasi dan informasi, kehumasan dan
keprotokolan DPRD;

i. penyelenggaraan dokumentasi dan publikasi produk hukum DPRD;

j- penyelenggaraan tela’ahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan; dan

k. penyelenggaraan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
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Paragraf 1

Bagian Umum
Pasal 136

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tata usaha,
kepegawaian, perencanaan dan mengadakan kebutuhan barang-barang
inventaris DPRD Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, dan rumah dinas serta
melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan, kebersihan dan kendaraan
dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian

Umum mempunyai fungsi:

a. penyelenggara administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan,
rumah tangga, perlengkapan, pengadaan dan pendistribusian barang
kebutuhan DPRD dan Sekretariat DPRD;

b. penyelenggara perencanaan kebutuhan barang, kebutuhan pemeliharaan
barang, gedung kantor dan rumah jabatan/dinas, pengelolaan, pengadaan
dan pendistribusian barang dan jasa kebutuhan DPRD dan Sekretariat
DPRD;

c. penyelenggaraan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian/
pengeluaran barang kebutuhan DPRD dan Sekretariat DPRD;

d. penyelenggaraan pengolahan dan penyajian bahan/data pemeliharaan
barang, gedung kantor dan rumah jabatan/dinas;

e. penyelenggaraan pengkajian bahan/data penyusunan kebijakan urusan
ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, keamanan
dan ketertiban, kendaraan dinas serta kebersihan dan keindahan gedung
kantor dan rumah jabatan/dinas; dan

f. penyelenggaraan penyedia fasilitas sarana rapat/pertemuan atau kegiatan
lain yang ditetapkan DPRD maupun Sekretariat DPRD.

Pasal 137

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan tata usaha dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian adalah sebagai
berikut:

a. melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian Tata
Usaha dan Kepegawaian,;

b. melaksanakan pencatatan, penomoran dan pendistribusian surat-surat
dinas, baik surat masuk maupun surat keluar dan menyiapkan undangan
rapat dan/atau pertemuan kebutuhan DPRD dan Sekretariat DPRD;

c. melaksanakan tata kearsipan;

d. melaksanakan dan menyiapkan dokumen administrasi kepegawaian
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi;

e. melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan kepegawaian Sekretariat
DPRD Provinsi;

f. melaksanakan penyusunan bahan tela’ahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya;

g. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha
dan Kepegawaian.

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 138

Sub Bagian Perlengkapan dan Aset mempunyai tugas menyusun,
mengadakan dan memelihara barang perlengkapan dan barang-barang
inventaris serta mengelola administrasi dan pendistribusian perlengkapan
dan barang inventaris serta pengelolaan barang milik daerah/aset.

Rincian tugas Sub Bagian Perlengkapan dan Aset adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian
Perlengkapan dan Aset;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan
barang untuk DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi;

c. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset yang terdapat
dan dipergunakan oleh DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi;

d. melaksanakan pemeliharaan barang perlengkapan;

e. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengadaan kebutuhan barang
untuk DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi;

f. melaksanakan dan menyiapkan bahan administrasi pengadaan,
penerimaan, penyimpanan, pendistribusian/pengeluaran serta pelaporann
pengadaan barang dan jasa;

g. melaksanakan penelitian, pencatatan, penghimpunan dan pelaporan
dokumen administrasi pengadaan barang/jasa;

h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya;

i. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian
Perlengkapan dan Aset; dan

j- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 139

Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan
rumah tangga, ketertiban dan keamanan serta kebersihan dan keindahan
gedung kantor dan rumah jabatan/dinas, kegiatan pemeliharaan kendaraan
dinas, gedung kantor serta rumah jabatan/dinas dan menyediakan sarana
rapat/pertemuan atau kegiatan lain.

Rincian tugas Sub Bagian Rumah Tangga sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian Rumah
Tangga;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan
pemeliharaan barang, gedung kantor, rumah jabatan/dinas;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengawasan
urusan keamanan, serta kebersihan lingkungan kantor dan rumah
jabatan/dinas;

d. melaksanakan dan menyiapkan pemeliharaan, perbaikan dan pengadaan
alat kelengkapan kendaraan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan
Sekretariat DPRD Provinsi;

e. melaksanakan dan menyiapkan bahan administrasi pemeliharaan barang,
gedung kantor, rumah jabatan/dinas serta kendaraan dinas;

f. melaksanakan dan menyiapkan penggunaan kendaraan dinas untuk
kegiatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta keperluan Sekretariat
DPRD Provinsi;

g. melaksanakan dan menyiapkan sarana rapat atau pertemuan kegiatan
DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi;
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h. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bagian
Rumah Tangga; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Bagian Keuangan
Pasal 140

Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan
anggaran, anggaran perubahan, melaksanakan pengelolaan keuangan dan
penyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD dan
DPRD Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Keuangan mempunyai fungsi:

a. penyelenggara dan penyiapan bahan penyusunan anggaran dan
perubahan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi;

b. penyelenggara administrasi keuangan dan pembukuan keuangan DPRD
Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi;

c. penyelenggara pengujian kebenaran penerbitan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPM);

d. penyelenggara administrasi keuangan perjalanan dinas DPRD Provinsi dan
Sekretariat DPRD Provinsi; dan

e. penyelenggara pembukuan sistem akuntansi dan penyusunan
perhitungan anggaran.

Pasal 141

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan DPRD dan
Sekretariat DPRD.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan
anggaran DPRD Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan
dalam rangka penyusunan rencana program pembangunan jangka
panjang, jangka menengah dan tahunan;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana program
kegiatan dan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi dalam
anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi;

e. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan standar dan satuan
biaya Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;

f. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kinerja program dan
kegiatan Sekretariat DPRD; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 142

Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas pokok menyiapkan
bahan penyelenggara administrasi, pembukuan keuangan sistem akuntansi,
pemeriksaan terhadap realisasi pelaksana penerimaan dan pengeluaran
keuangan DPRD Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi.
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Rincian tugas Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembukuan sistem akuntansi dan
penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemeriksaan/penelitian terhadap
realisasi pelaksanaan anggaran keuangan DPRD Provinsi dan Sekretariat
DPRD Provinsi;

c. penyelenggara pengujian kelengkapan/kebenaran penerbitan Surat Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja
(CALK, Neraca, dan Laporan Keuangan)

e. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian tindak lanjut laporan
hasil pemeriksaan;

f. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemeriksaan/penelitian terhadap
realisasi pelaksanaan anggaran keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
Provinsi;

g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya;

h. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bagian
Pembukuan dan Verifikasi; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 143

Sub Bagian Perjalanan Dinas mempunyai tugas mengelola administrasi
keuangan perjalanan dinas Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD
Provinsi.

Rincian tugas Sub Bagian Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

a. merencanakan, melaksanakan dan menyiapkan bahan administrasi
perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi;

b. merencanakan dan koordinasi terkait perjalanan dinas kegiatan teknis
dengan bagian-bagian di Sekretariat DPRD;

c. melaksanakan koordinasi dengan bagian-bagian Sekretariat DPRD dalam
pelaksanaan perjalanan dinas Sekretariat DPRD;

d. menyiapkan bahan administrasi perjalanan dinas Sekretariat DPRD; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Bagian Persidangan
Pasal 144

Bagian Persidangan mempunyai tugas menyiapkan persidangan, rapat- rapat
alat kelengkapan Dewan, Fraksi dan pembuatan risalah hasil rapat dan
mempersiapkan komisi dan kepanitiaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Persidangan mempunyai fungsi:

a. penyiapan rencana kegiatan persidangan/rapat paripurna dan rapat-rapat
yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi;

b. penyiapan bahan, pengadaan keperluan dan kebutuhan persidangan,
rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD);

c. penyelenggaraan persidangan dan rapat-rapat DPRD;
d. penyusunan risalah persidangan dan risalah rapat-rapat;
e. penyiapan bahan, pengadaan keperluan dan kebutuhan rapat DPRD;
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f. penyiapan dan mendistribusikan bahan rapat Alat Kelengkapan Dewan
(AKD) DPRD; dan

g. penyiapan bahan rapat komisi, rapat fraksi, badan kehormatan dan
kepanitian DPRD;

Pasal 145

Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas menyiapkan rencana
kegiatan persidangan, serta keperluan dan kebutuhan rapat-rapat yang
diselenggarakan oleh DPRD, AKD dan Sekretariat DPRD, serta membuat
risalah rapat dan persidangan.

Rincian tugas Sub Bagian Rapat dan Risalah adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub bagian Rapat dan
Risalah;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana kegiatan
persidangan/rapat paripurna;
c. melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana program DPRD Provinsi;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan, keperluan serta kebutuhan
kegiatan persidangan dan rapat yang diselenggarakan oleh DPRD dan
Sekretariat DPRD;

e. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan risalah
persidangan/rapat paripurna;

f. melaksanakan dan menyiapkan bahan penggandaan pendistribusian
risalah persidangan/rapat paripurna;

g. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bagian Rapat
dan Risalah;

h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 146

Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan mempunyai tugas menyiapkan bahan
dan pengadaan keperluan rapat-rapat DPRD Provinsi.
Rincian tugas Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan rapat Alat Kelengkapan DPRD
Provinsi;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan kegiatan  Alat
Kelengkapan DPRD Provinsi;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengadaan keperluan untuk
kelancaran penyelenggaraan rapat-rapat DPRD Provinsi;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan informasi kegiatan DPRD Provinsi;

e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bagian Alat
Kelengkapan Dewan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 147

Sub Bagian Komisi dan Kepanitiaan mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan bahan rapat Komisi, Badan Kehormatan dan Kepanitiaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
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(2) Rincian tugas Sub Bagian Komisi dan Kepanitiaan adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian Komisi

dan Kepanitiaan DPRD Provinsi;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan layanan Komisi, dan Kepanitiaan

DPRD Provinsi;

c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan Komisi, dan kepanitiaan

DPRD Provinsi;

d. melaksanakan pengelolaan data hasil kegiatan Komisi, dan Kepanitiaan
DPRD Provinsi, pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi, ruang lingkup, atau

objek yang akan diatur;

e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Koimisi dan

Kepanitiaan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4

Bagian Perundang-undangan

Pasal 148

(1) Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
penyusunan bahan kajian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan produk
hukum DPRD Provinsi, pengkajian dan evaluasi terhadap produk hukum,
pengharmonisasian dan sinkronisasi raperda dan produk hukum DPRD,
fasilitasi tenaga ahli yang dibutuhkan serta pengolahan data/bahan di bidang
hukum dan perundang-undangan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi

dan publikasi produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian

Perundang-undangan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan fasilitasi, pengkajian dan pengkoordinasian bahan rancangan

peraturan daerah dan produk hukum DPRD Provinsi;
b. pelaksanaan koordinasi layanan peraturan perundang-undangan;

c. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi bantuan hukum, legal opinion
produk hukum dan kedudukan hukum anggota DPRD Provinsi
penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi tenaga ahli DPRD Provinsi yang

dibutuhkan;
d. penyelenggaraan layanan dokumentasi dan perpustakaan; dan
e. pelaksanaan dan penyiapan bahan publikasi produk hukum.

Pasal 149

(1) Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas
melaksanakan fasilitasi, pengkajian dan pengkoordinasian bahan rancangan
peraturan daerah dan produk hukum DPRD, menyiapkan bahan uji publik
terhadap rancangan peraturan daerah/peraturan daerah dan produk hukum
Pimpinan dan Anggota DPRD, dan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD

Provinsi.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
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b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan
daerah dan produk hukum DPRD Provinsi;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan uji publik terhadap rancangan
peraturan daerah dan produk hukum;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan program
pembentukan peraturan daerah;

e. mengharmonisasikan dan sinkronisasi raperda dan produk hukum DPRD
Provinsi dengan pihak terkait;

f. menyiapkan dan melaksanakan pembahasan pra rancangan peraturan
daerah dan produk hukum;

g. menyiapkan dan melaksanakan peningkatan SDM penyusunan produk
hukum DPRD;

h. melaksanakan koordinasi layanan peraturan perundang-undangan;

memberikan layanan bantuan hukum dan legal opinion (pendapat hukum)

bagi Pimpinan, Anggota DPRD dalam pembentukan produk hukum DPRD

Provinsi;

j- menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi tenaga ahli DPRD yang
dibutuhkan;

k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai bidang tugasnya;

1. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

[

Pasal 150

Sub Bagian Dokumentasi, Informasi, dan Perpustakaan mempunyai tugas
penyiapan bahan peraturan perundang-undangan, verifikasi data dan bahan
penyusunan program legislasi daerah, pengelolaan website DPRD dan
menyelenggarakan perpustakaan.

Rincian tugas Sub Bagian Dokumentasi, Informasi, dan Perpustakaan adalah

sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Dokumentasi,
Informasi, dan Perpustakaan;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan website Produk
Hukum DPRD dan perpustakaan meliputi digitalisasi dan otomatisasi;

c. mendokumentasikan dan mendistribusikan Peraturan Daerah dan Produk
Hukum DPRD Provinsi;

d. melaksanakan penyusunan bahan kebutuhan sarana prasarana dan data
pendukung serta sumber kepustakaan;

e. melaksanakan dan menyiapkan bahan penerbitan dan pendistribusian
buku terbitan DPRD (jurnal pembahasan produk hukum DPRD);

f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai bidang tugasnya;

g. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bagian
Dokumentasi, Informasi, dan Perpustakaan; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 151

Sub Bagian Publikasi Produk Hukum mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan bahan publikasi terhadap rancangan peraturan daerah dan atau
peraturan daerah atas usul inisiatif DPRD, serta melaksanakan publikasi
terhadap produk hukum DPRD melalui media cetak maupun elektronik.
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Rincian tugas Sub Bagian Publikasi Produk Hukum, adalah sebagai
berikut:

a. melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian Publikasi
Produk Hukum;

b. menyiapkan bahan publikasi produk hukum DPRD melalui media cetak
dan elektronik;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
pers dalam kegiatanpublikasi produk hukum DPRD Provinsi;

d. menyiapkan sosialisasi peraturan daerah dan produk hukum DPRD
kepada satuan kerja dan masyarakat;

e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai bidang tugasnya;

f. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bagian
Publikasi Produk Hukum; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5

Bagian Fasilitasi Aspirasi, Hubungan Masyarakat dan Protokol
Pasal 152

Bagian Fasilitasi Aspirasi, Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai
tugas melaksanakan kegiatan koordinasi layanan penyelenggaraan
kehumasan dan keprotokolan DPRD Protokol, penyiapan bahan informasi
kepada media cetak dan elektronik, dokumentasi dan publikasi berita serta
melaksanakan penyusunan kliping dan analisa berita.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian

Fasilitasi Aspirasi, Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan fasilitasi, pengkajian dan pengkoordinasian penyelenggaraan
kehumasan, dan keprotokolan DPRD Provinsi;

b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi layanan penerimaan dan
pengawasan aspirasi masyarakat kepada DPRD Provinsi;

c. penyiapan bahan informasi DPRD Provinsi baik sambutan atau peliputan
hasil kegiatan DPRD Provinsi kepada media cetak maupun elektronik
berupa press release atau jurnal,

d. penyelenggaraan penyusunan kliping dan analisa berita media massa baik
cetak maupun elektronik;

e. pelaksanaan peliputan dokumentasi dan publikasi berita;

f. pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang
terintegritas melalui layanan data base Sekretariat DPRD Provinsi; dan

g. penyelenggaraan fasilitasi dan layanan keprotokolan Pimpinan DPRD,
Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi.

Pasal 153

Sub Bagian Fasilitasi Aspirasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
bahan layanan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD
Provinsi.

Rincian tugas Sub Bagian Fasilitasi Aspirasi Masyarakat adalah sebagai
berikut:

a. melaksanakan penyususnan program kerja kegiatan Sub Bagian Fasilitasi
Aspirasi Masyarakat;
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b. melaksanakan penyusunan bahan layanan aspirasi masyarakat.

c. menyelenggarakan pelayanan serta fasilitasi aspirasi masyarakat kepada
DPRD Provinsi termasuk pemantauan terhadap tindak lanjut aspirasi.

d. mengkoordinasikan penyusunan bahan aspirasi masyarakat hasil reses
Anggota DPRD Provinsi dan menyusun pokok pikiran DPRD;

e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Fasilitasi
Aspirasi Masyarakat; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 154

Sub Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
hubungan masyarakat dan penyiapan bahan informasi kepada media cetak
maupun elektronik, penyusunan kliping dan analisa berita serta kegiatan
keprotokolan DPRD Provinsi.

Rincian Tugas Sub Bagian Hubungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian Hubungan
Masyarakat;

b. melaksanakan dan menyiapkan kliping koran sebagai bahan analisa berita
media masa cetak;

c. melaksanakan dan meyiapkan bahan sambutan DPRD dan bahan
peliputan hasil kegiatan DPRD Provinsi untuk bahan pemberiataan media
cetak dan elektronik;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan kegiatan penerangan dan
pemberitaan;

e. mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan
DPRD Provinsi;

f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya;

g. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Hubungan
Masyarakat; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 155

Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas
keprotokolan dan penyusunan bahan-bahan keprotokolan DPRD.

Rincian Tugas Sub Bagian Protokol adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub bagian Protokol;

b. melaksanakan dan menyiapkan kegiatan protokoler Pimpinan dan Anggota
DPRD serta Sekretaris DPRD, meliputi pengaturan tata tempat dan tata
upacara, panduan acara rapat dan persidangan DPRD provinsi;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama kegiatan
dengan instansi terkait, rencana kunjungan kerja DPRD Provinsi dan
bahan kunjungan kerja DPRD yang lain;

d. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya;

e. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub bagian Protokol; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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BAB V

INSPEKTORAT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 156

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.

Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang diangkat dan
diberhentikan oleh Gubernur.

Inspektorat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi
Pasal 157

Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan
mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan,;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari
Gubernur dan/atau Menteri;

penyusunan laporan hasil pengawasan,;

pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
pelaksanaan administrasi Inspektorat Provinsi; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan
tugas dan fungsinya.

5t 0oQ

Bagian Kedua

Susunan Organisasi
Pasal 158

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
a. Inspektur;
b. Sekretariat, membawabhi:
1) Sub Bagian Perencanaan;
2) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
3) Sub Bagian Umum dan Keuangan.
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Inspektur Pembantu Wilayah I;

Inspektur Pembantu Wilayah II;
Inspektur Pembantu Wilayah III;
Inspektur Pembantu Wilayah IV;
Inspektur Pembantu Wilayah V;

TRt 0 Ao

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan
keterampilannya.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Inspektur dalam
menyusun kebijakan, program, pelaksanaan administrasi pengawasan, tata
usaha dan kepegawaian.

Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, masing-masing dipimpin oleh seorang
Inspektur Pembantu yang membawahi wilayah kerja pembinaan dan
pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintah provinsi
dan kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Inspektur.

Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,
terdiri atas tenaga fungsional dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi
dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang
keahliannya.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Inspektur
Pasal 159

Inspektur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan
mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan,;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari
Gubernur;

penyusunan laporan hasil pengawasan;

pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
pelaksanaan administrasi Inspektorat Provinsi; dan

500t 0o

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan
tugas dan fungsinya.



(1)
(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

-79-

Paragraf 1

Sekretariat
Pasal 160

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan
administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),
Sekretaris mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian perumusan rencana program Kkerja dan anggaran
pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan dan pengadministrasian kerja sama,;

b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis
dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi
pencapaian kinerja;

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan

d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
dan

e. pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

Pasal 161

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan

dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan

menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama

pengawasan dan dokumentasi.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut:

a. melakukan koordinasi dalam rangka penyiapan rencana program dan
anggaran Inspektorat Provinsi;

b. melakukan koordinasi dalam rangka penyiapan rencana program kerja
pengawasan,;

c. melakukan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan
serta pengelolaan dokumentasi hukum;

d. melakukan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya
dan Aparat Penegak Hukum; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 162

Sub Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan
administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan
penyajian hasil pengewasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak
lanjut hasil pengawasan.

Rincian tugas Sub Bagian Analisis dan Evaluasi, adalah sebagai berikut:

a. melakukan inventarisasi hasil pengawasan,;

b. melakukan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;

c. menyusun laporan dan mendokumentasikan hasil analisis dan evaluasi
pengawasan,;

d. mendokumentasikan hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan,;

e. melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja
Inspektorat Provinsi; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 163

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan
kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan
keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan
keuangan.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan administrasi kepegawaian;

melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
melaksanakan urusan perlengkapan;

melaksanakan urusan rumah tangga;

o a0 o

melaksanakan anggaran dan menyiapkan bahan tanggapan atas laporan
pemeriksaan keuangan;

=

melaksanakan urusan perbendaharaan;
melaksanakan verifikasi, akuntasi dan pelaporan keuangan; dan

SES

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Inspektur Pembantu Wilayah I - Wilayah IV

Pasal 164

Inspektur Pembantu Wilayah I — Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan,
kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah baik
Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur
Pembantu Wilayah I — Wilayah IV mempunyai fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan
terhadap perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;

b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana
tugas dan fungsi perangkat daerah baik Provinsi maupun
Kabupaten/Kota;

c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;

d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah baik Provinsi
maupun Kabupaten/Kota,;

e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang
meliputi bidang tugas perangkat daerah baik Provinsi maupun
Kabupaten/Kota;

f. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;

g. pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal
Pemerintah lainnya;

h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur
Jenderal,

j- pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
k. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan
l. penyusunan laporan hasil pengawasan;

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rincian
tugas Inspektur Pembantu Wilayah I — Wilayah 1V, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan
terhadap perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;

b. melaksanakan perencanaan program pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah baik Provinsi
maupun Kabupaten/Kota;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;

d. melaksanakan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah baik
Provinsi maupun Kabupaten/Kota;

e. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah baik
Provinsi maupun Kabupaten/Kota;

f. menyiapkan  perumusan kebijakan dan  fasilitasi pengawasan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik Provinsi maupun
Kabupaten/Kota;

g. melaksanakan kerja sama terkait pengawasan dengan Aparat Pengawas
Internal Pemerintah lainnya;

h. memantau dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

i. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Inspektur Jenderal,

j- melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
k. melaksanakan pengawasan program reformasi birokrasi;

l. menyusun laporan hasil pengawasan; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Inspektur Pembantu Wilayah I - Wilayah IV membawahi wilayah kerja
pembinaan dan pengawasan pada Organisasi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan
dengan Keputusan Inspektur dengan berpedoman kepada peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 3
Inspektur Pembantu Wilayah V

Pasal 165

(1) Inspektur Pembantu Wilayah V mempunyai tugas menegakan integritas,

melaksanakan pemeriksaan dan pengusutan dalam rangka penjatuhan
sanksi administrasi serta kebenaran laporan atau pengaduan terkait adanya
indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme atas
penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur

Pembantu Wilayah V mempunyai fungsi:

a. perencanaan program penanganan kasus dan pangaduan,;

b. pengkoordinasian pelaksanaan penanganan kasus dan pengaduan;

c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penanganan kasus dan
pengaduan;

d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian kebenaran laporan
pengaduan;

e. pelaksanaan penegakan integritas pada Pemerintah Provinsi Lampung;

pembinaan penegakan integritas pada Pemerintah Kabupaten/Kota;

g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

=
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penyusunan laporan hasil pengawasan,;

pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rincian
tugas Inspektur Pembantu Wilayah V, adalah sebagai berikut:

(1)

(2)

a.
b.

—. .

merencanaan program penanganan kasus dan pangaduan;

melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanganan kasus dan
pengaduan;

menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi penanganan kasus dan
pengaduan;

melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian
kebenaran laporan pengaduan;

melaksanakan penegakan integritas pada Pemerintah Provinsi Lampung;

melaksanakan pembinaan penegakan integritas pada Pemerintah
Kabupaten/Kota;

melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil
pengawasan,;

menyusun laporan hasil pengawasan;

melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
mengawasi pelaksanaan program Reformasi Birokrasil; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB VI
DINAS-DINAS DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 166

Dinas Daerah provinsi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 167

Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang
ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Pasal 168

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Dinas
Daerah mempunyai fungsi:

perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,;

a.
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pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Bagian Kedua

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 169

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan
sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang pendidikan dan
kebudayaan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas
dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada
Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

a.

b.

perumusan kebijaksanaan operasional/teknis bidang pendidikan dan
kebudayaan;

penyelenggaraan  koordinasi, sosialisasi, fasilitasi  implementasi
pelaksanaan pembelajaran dan peserta didik, kelembagaan dan
kemitraan, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan
lintas kabupaten/kota, pelayanan umum bidang kebudayaan serta
penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan
kebudayaan;

penyelenggaraan supervisi, pengawasan, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana
prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter tingkat provinsi;

pelaksanaan pengendalian mutu pendidikan dan pengembangan
kebudayaan meliputi pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum
provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas
dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

pengelolaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan
kebudayaan;

pelayanan administratif; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 170

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:

a.

b.

Kepala Dinas;

Sekretariat, membawahi:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3) Sub Bagian Perencanaan.
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c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
e. Bidang Pembinan Pendidikan Khusus;

Bidang Pembinan Ketenagaan,;

g. Bidang Kebudayaan, membawabhi:
1) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
2) Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
3) Seksi Kesenian.

h. Cabang Dinas;

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan

k. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan
keterampilannya.

=

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf
e, huruf f dan huruf g, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh
Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i,
dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k,
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Kepala Dinas
Pasal 171

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas memimpin,
mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan dalam
menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang
pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi yang menjadi
kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
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(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

(1)

a.

b.

perumusan kebijaksanaan operasional/teknis bidang pendidikan dan
kebudayaan;

penyelenggaraan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi implementasi kebijakan
teknis di bidang pengelolaan pendidikan dan kebudayaan;

penyelenggaraan pengelolaan perumusan, penyusunan dan penetapan
kurikulum muatan lokal sekolah menengah atas, sekolah menengah
kejuruan dan pendidikan khusus;

pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan pemindahan pendidik
dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah
kejuruan, dan pendidikan khusus lintas kabupaten/kota dalam satu
provinsi;

pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah
menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus;

penyelenggaraan pemberian rekomendasi penerbitan izin sekolah
menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus
yang diselenggarakan oleh masyarakat;

pembinaan, pengawasan, dan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintah
daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan di kabupaten/kota;
penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang
penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya
lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;

pelaksanaan pelestarian nilai-nilai sejarah dan kepurbakalaan, tradisi,
dan pembinaan komunitas adat yang masyarakat penganutnya lintas
daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi,

pelaksanaan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas
daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi,

penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar
provinsi;

. pengelolaan museum provinsi;

n. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan;

pengelolaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan
kebudayaan

pelaksanaan administrasi dinas Daerah provinsi di bidang pendidikan dan
kebudayaan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan
kebudayaan;

pelayanan administratif; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Paragraf 4
Sekretariat

Pasal 172

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan
administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan.
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(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat mempunyai fungsi:

a.

pengkoordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan
anggaran di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan
kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan
kebudayaan;

pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan menengah,
pendidikan khusus, dan kebudayaan;

pengkoordinasi dan pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan
menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;

pengkoordinasi pengelolaan dan laporan keuangan dan aset di lingkungan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan
fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan menengah, pendidikan
khusus, dan kebudayaan;

pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan;

pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan;

penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang
pendidikan dan kebudayaan yang meliputi fasilitasi pelaksanaan ujian
nasional untuk sekolah menengah pertama dan pendidikan kesetaraan,
fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah dan pendidikan
khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan
rekomendasi izin pendirian dan penutupan sekolah menengah kerja sama,
fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga
kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya
nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;

pengkoordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan
masyarakat di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan
kebudayaan;

pengkoordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di
bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan;

pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 173

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan dan
memberikan pelayanan dalam urusan surat menyurat, tata naskah dinas,
kearsipan, perlengkapan rumah tangga, keprotokolan serta pelayanan
umum, menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai,
pengembangan pegawai, mutasi, promosi dan tata usaha kepegawaian,
pengembangan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut:

a.

b.

melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan surat
menyurat dan penyediaan alat tulis kantor;

melaksanakan dan menyiapkan penyelenggaraan kegiatan kearsipan dan
tata naskah dinas;



(1)

(2)

-87-

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan rumah
tangga,;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan
keprotokolan dan hubungan masyarakat;

e. melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan
sarana/prasarana dalam mendukung kegiatan satuan kerja dan
melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana;

f. melaksanakan dan menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan
teknis administrasi kepada semua unit di lingkungan dinas;

melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan formasi pegawai;

5 09

melaksanakan dan menyiapkan bahan pengembangan karir, peningkatan
kesejahteraan serta proses mutasi pegawai;

i. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian kartu pegawai
Karis/Karsu, Askes, Taspen, cuti, penetapan angka kredit, kenaikan
pangkat, kenaikan gaji berkala, Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
pemberhentian dan pensiun pegawai dan pemberian penghargaan,;

j- melaksanakan dan menyiapkan bahan penilaian kinerja pegawai
penyusunan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta
evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan pegawai;

k. melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan tatausaha kepegawaian;

l. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan dan pembinaan
organisasi dan tatalaksana;

m. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 174

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharan,
inventarisasi dan pelaporan akuntansi keuangan Barang Milik Negara dan
Barang Milik Daerah.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan
dan anggaran belanja untuk dinas;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan
administrasi keuangan dan pembendaharaan;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi pertanggung jawaban
keuangan dan menyusun neraca keuangan perangkat daerah serta bahan
bimbingan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan
dan pelaporan anggaran;

e. melaksanakan dan menyiapkan bahan dokumen keuangan dan
penyusunan laporan realisasi anggaran;

f. melaksanakan dan menyiapkan bahan dokumen keuangan dan
penyusunan laporan akuntansi keuangan pengelolaan Barang Milik
Daerah;

g. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi
perlengkapan, barang-barang inventaris dan pengelolaan aset/kekayaan
milik negara di lingkungan satuan kerja;
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menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan evaluasi
pembelajaran dan ujian nasional dalam segala jenjang pendidikan;

melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan serta evaluasi pelaksanaan
tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 175

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan
rencana program, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
program.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, adalah sebagai berikut:

(2)

(1)

a.

b.

melaksanakan dan menyiapkan bahan pengkajian dan pengusulan
perencanaan anggaran kegiatan pada unit kerjanya;

melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka
sinkronisasi, kesinergian dan pengendalian program pembangunan
pendidikan;

melaksanakan dan menyiapkan bahan penelitian dan kajian pendidikan
bagi pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan;

melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan,
analisis, penyajian dan publikasi data pendidikan;

melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan,
evaluasi penyajian dan publikasi data;

melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan;

melaksanakan dan menyiapkan bahan pengukuran Indikator Kinerja
Utama dan Indikator Kinerja Kunci bagi sekolah menengah atas, sekolah
menengah kejuruan dan pendidikan khusus menengah atas;
menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam pengukuran
Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci pendidikan anak
usia dini, pendidikan masyarakat dan pendidikan dasar dari provinsi ke
kabupaten/kota;

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan bantuan operasional
sekolah pada pendidikan dasar dari provinsi ke kabupaten/kota;

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas
peserta didik melalui perlombaan tingkat provinsi, nasional dan
internasional bagi pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat dan
pendidikan dasar dari provinsi ke kabupaten/kota;

melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan pengendalian
pembangunan pendidikan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas

Pasal 176

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan sekolah menengah atas.
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(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pembinaan Sekolah Menengah Atas mempunyai fungsi:

(1)

(2)

a.

penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di
bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana,
serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;

pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter Sekolah Menengah Atas;

penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah
atas;

penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan
sekolah menengah atas;

penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter Sekolah Menengah Atas;

penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang
penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter Sekolah Menengah Atas;

pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana
prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah
Menengah Atas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 6

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 177

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai fungsi:

a.

penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di
bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana,
serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah
kejuruan;

pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;

penyusunan bahan fasilitasi kerjasama industri sekolah menengah
kejuruan;

pelaksanaan pembangunan technopark di lingkungan sekolah menengah
kejuruan;

penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah
kejuruan;

penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan
sekolah menengah kejuruan;

penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian,

kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
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h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;

i. menyiapkan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan
dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter
sekolah menengah kejuruan; dan

j- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 7

Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus
Pasal 178

Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pendidikan khusus.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pembinaan Pendidikan Khusus mempunyai fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di
bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana,
serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;

b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter pendidikan khusus;

c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan
khusus;

d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan
satuan pendidikan khusus;

e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter pendidikan khusus;

f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter pendidikan khusus;

g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana
prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan
khusus; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 8

Bidang Pembinaan Ketenagaan
Pasal 179

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik
dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, Sekolah Menengah
Kejuruan, dan pendidikan khusus, serta tenaga kebudayaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan
di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah
menengah atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan pendidikan khusus,
serta tenaga kebudayaan;
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penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan sekolah menengah atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan
pendidikan khusus, serta tenaga kebudayaan;

penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan
sekolah menengah atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan pendidikan
khusus;

penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah
menengah atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan pendidikan khusus;
penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga
kependidikan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi;

penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan
permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan
tenaga kebudayaan lainnya;

penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan
pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah
menengah kejuruan, dan pendidikan khusus, serta tenaga kebudayaan;
pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah
menengah atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan pendidikan khusus,
serta tenaga kebudayaan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 9
Bidang Kebudayaan

Pasal 180

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Kebudayaan mempunyai fungsi:

a.

penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan
di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi,
pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan
lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya,
pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi,
pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya
lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;

penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya
lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;

penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang
masyarakat penganutnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu
provinsi;

penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat penganutnya
lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;

penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal provinsi;

penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar
budaya peringkat provinsi;

penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar
provinsi;

penyusunan bahan pengelolaan museum provinsi;
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k. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya,
pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi,
pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

l. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar
budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian
tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan
kesenian;

m. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum
provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas
dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 181

Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas menyiapkan bahan
pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi di bidang
registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman
pada satu provinsi.

Rincian tugas Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman, adalah sebagai
berikut:

a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi
cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;

b. menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan
pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;

c. menyusun bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan
pemanfaatan museum,;

d. menyusun bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah
provinsi;

e. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar
budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;

f. menyiapkan pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian
cagar budaya, serta permuseuman; dan

g. melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan.

Pasal 182

Seksi Sejarah dan Tradisi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan,
koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi,
pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat.
Rincian tugas Seksi Sejarah dan Tradisi, adalah sebagai berikut:

a. melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan
kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan
pembinaan komunitas dan lembaga adat;

b. menyusun bahan pelestarian tradisi;
c. menyusun bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;

d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi sejarah, tradisi, pendaftaran
budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;

e. menyiapkan pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak
benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat; dan

f. melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan.
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Pasal 183

Seksi Kesenian mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi,
fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan di bidang
kesenian.

Rincian tugas Seksi Kesenian, adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
pembinaan kesenian;

b. menyusun bahan pembinaan kesenian;

c. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan
kesenian;

d. menyiapkan pelaporan di bidang pembinaan kesenian; dan
e. melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Dinas Kesehatan

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi
Pasal 184

Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan
daerah di bidang kesehatan untuk membantu Gubernur dalam
menyelenggarakan urusan Pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
Kesehatan mempunyai fungsi:

a. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan
kesehatan, program dan evaluasi pelaporan.

b. pengkoordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas
Kesehatan;

c. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas
Kesehatan;

d. penyelenggaraan upaya kesehatan berskala provinsi dan yang belum dapat
diselenggarakan oleh kabupaten/kota; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Gubernur.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 185

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi:
1) Sub Bagian Umum, Hukum dan Hubungan Masyarakat;
2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3) Sub Bagian Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
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c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawabhi:
1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
2) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi:
1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan

3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa.

e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional,
2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
3) Seksi Pelayanan Kefarmasian.
f. Bidang Program dan Evaluasi Kesehatan, membawahi:
1) Seksi Penyusunan Program Kesehatan;
2). Seksi Data Informasi dan Penelitian Pengembangan Kesehatan; dan
3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan.
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan
keterampilannya.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, hurufe
dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e
dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Paragraf 3
Kepala Dinas
Pasal 186

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan
mengawasi serta mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah di bidang kesehatan yang menjadi kewenangannya, tugas
dekonsentrasi dan untuk membantu Gubernur berdasarkan peraturan
perundang undangan yang berlaku.
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Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan
kesehatan, program dan evaluasi kesehatan.

b. pengkoordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas
Kesehatan;

c. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas
Kesehatan;

d. penyelenggaraan upaya kesehatan berskala provinsi dan yang belum dapat
diselenggarakan oleh kabupaten/kota; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Gubernur.

Paragraf 4
Sekretariat
Pasal 187

Sekretariat mempunyai tugas koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan Dinas Kesehatan dan pengelolaan barang milik daerah yang
menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan serta Pembinaan Pengembangan
SDM Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat

mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan
koordinasi pengelolaan administrasi rumah tangga dinas, hukum,
hubungan masyarakat, tata laksana, dan peraturan perundang-undangan;

b. penyelenggaraan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan
koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan aset atau barang milik
daerah;

c. penyelenggaraan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan
koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan
SDM kesehatan;

d. penyelenggaraan laporan pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat; dan

e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan.

Pasal 188

Sub Bagian Umum, Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan koordinasi dan pembinaan, pengendalian dalam
urusan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, organisasi
dan tatalaksana hukum, kehumasan, kerumahtanggaan, ketertiban dan
keamanan.

Rincian tugas Sub Bagian Umum, Hukum dan Hubungan Masyarakat,
adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengurusan kegiatan surat-
menyurat, meliputi penerimaan, pengambilan dan pengiriman,
pencatatan/penomoran dan pengendalian, meneliti kebenaran surat,
kelengkapan lampiran surat dan penyimpanan surat;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian surat-surat dinas
meliputi pendistribusian seperti disposisi pimpinan, pengendalian dan
penyelesaian, penataan dan penyimpanan serta penyusunan arsip;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan penggunaan stempel dinas,
operator telpon dan faximile;
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d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengaturan perpustakaan, meliputi
numerik buku, mengelompokkan menyusun dalam penyimpanan,
mengendalikan tamu/pengunjung perpustakaan,;

e. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan, pembinaan dan
penataan organisasi dan tatalaksana dalam lingkup Dinas Kesehatan,;

f. melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan rumah tangga dinas,
meliputi kebersihan, keamanan dan perawatan kantor, pengaturan rapat
dinas dan tata usaha pimpinan, pengaturan penggunaan/
penanggungjawab rumah dinas, kendaraan dinas termasuk dokumen dan
perpanjangan STNK kendaraan bermotor;

g. melaksanakan dan menyiapkan bahan jejaring dokumentasi hukum serta
verifikasi produk hukum dinas;

h. melaksanakan dan menyiapkan bahan kehumasan dan layanan publik;

i. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub
Bagian Umum, Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan

j- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 189

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan pelayanan koordinasi dan pembinaan/pengendalian dalam urusan
administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan
tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan serta pengelolaan aset daerah.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan wusul pengangkatan atau
pemberhentian bendaharawan di lingkup Dinas Kesehatan;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan
bimbingan administrasi keuangan dan pembendaharaan;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi pertanggungjawaban
keuangan dan penyusunan laporan realisasi anggaran;

e. melaksanakan dan menyiapkan bahan penataan, dokumentasi keuangan
dan penyusunan laporan realisasi anggaran;

f. melaksanakan dan menyiapkan bahan rekonsiliasi sistem akuntansi;

g. melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka pemeriksaan laporan
keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan,;

h. melaksanakan dan menyiapkan bahan perlengkapan alat tulis menulis,
administrasi barang mulai dari rencana, kebutuhan, pengadaan,
penyimpanan, pengeluaran, penomoran inventaris, penyimpanan,
penggunaan dan perawatan serta inventaris ruangan sampai penghapusan
inventaris;

i. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub
Bagian Keuangan dan Aset; dan

j- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 190

Sub Bagian Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai
tugas melaksanakan pelayanan koordinasi dan pembinaan, pengendalian
dalam administrasi kepegawaian, untuk melaksanakan koordinasi
pembinaan dan analisis pendayagunaan SDM kesehatan, pembinaan teknis
dalam rangka peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan, akreditasi dan
sertifikasi tenaga kesehatan dan akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan kesehatan.
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(2) Rincian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
Kesehatan, adalah sebagai berikut:

(1)

(2)

a.

melaksanakan dan menyiapkan bahan pedoman perencanaan kebutuhan
SDM kesehatan yang meliputi proses penyusunan dan metodologi yang
sesuai dan dapat diterapkan;

melaksanakan dan menyiapkan bahan sistem informasi tenaga kesehatan
dan pendidikan tenaga kesehatan secara terpadu pengembangan SDM
kesehatan;

melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantapan sistem pengembangan
karier SDM kesehatan bersama sektor/program lain/profesi;
melaksanakan dan menyiapkan bahan rekomendasi pertimbangan teknis
izin tenaga kesehatan asing;

melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan
pelatihan Sumber Daya Manusia kesehatan;

melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan formasi pegawali,
meliputi formasi kebutuhan, kenaikan pangkat, pengangkatan dan
perbantuan perpindahan wilayah;

melaksanakan dan menyiapkan bahan pengurusan mutasi pegawali,
meliputi peningkatan status, pengangkatan dalam pangkat, pengangkatan
dalam jabatan, penyesuaian ijazah, peninjauan masa kerja,
pemberhentian dengan tidak hormat, sanksi pegawai dan pensiun
pegawai;

melaksanakan dan menyiapkan bahan usulan pelayanan Kartu Pegawali,
Kartu Isteri/Kartu Suami, JKN, Taspen, Cuti, Kenaikan Gaji Berkala dan
pemberian penghargaan;

melaksanakan dan menyiapkan bahan tata usaha kepegawaian, meliputi
absen, jadwal apel, pembinaan mental, pemeriksaan dalam rangka
tindakan administratif atau dalam rangka promosi, kesempatan diklat dan
tugas/izin belajar pegawai;

melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub
Bagian Kepegawaian dan SDM Kesehatan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 191

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

a.

penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan
keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan
keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga,
gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi,

promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan olah raga.
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e. penyelenggaraan tugas-tugas yang belum dapat dilaksanakan oleh
kabupaten/kota; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 192

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas penyiapan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi,

serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan

gizi.

Rincian tugas Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan kebijakan program kesehatan
keluarga dan gizi;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan menggerakkan pelayanan/sarana
kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan merencanakan bimbingan teknis
kesehatan keluarga dan perbaikan gizi;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan program kesehatan keluarga dan gizi;

e. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama lintas
program dan lintas sektor dan kemitraan dalam rangka peningkatan
kesehatan keluarga dan gizi;

f. melaksanakan dan menyiapkan bahan evaluasi kewaspadaan pangan dan
gizi serta sistem informasinya;

g. melaksanakan dan menyiapkan bahan peningkatan kemampuan dan
keterampilan petugas kesehatan dalam rangka peningkatan kesehatan
keluarga dan gizi;

h. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan seksi
kesehatan keluarga dan gizi; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 193

Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Rincian tugas Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat,
adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pedoman operasional, panduan
dan standar kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
(UKBM);

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam mengembangkan
forum/jaringan promosi kesehatan lintas program, lintas sektor,
organisasi masyarakat/organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat
dan swasta,;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan advokasi kebijakan, bina
suasana dan penggerakan masyarakat dalam rangka promosi kesehatan
dan pemberdayaan masyarakat (UKBM);

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengembangan metode, teknik,
media dan sarana pendukung promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat (UKBM);
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e. melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam mengembangkan
kemampuan/profesionalisme SDM kesehatan, lembaga diklat, perguruan
tinggi, ikatan profesi, para pakar dan praktisi lainnya di bidang promosi
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (UKBM);

f. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian
dalam rangka promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (UKBM);

g. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan
Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 194

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai
tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,
bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Rincian tugas Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, Olahraga,
adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis upaya
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan pengawasan kualitas
lingkungan, penyehatan air dan sanitasi, pengendalian dampak kesehatan
akibat pencemaran lingkungan dan pengembangan kawasan sehat;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan dan analisis data
dan laporan penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga yang
berasal dari Kabupaten/Kota;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk pengambilan kebijakan
dalam tugas yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, kesehatan
kerja dan olahraga;

e. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana, evaluasi dan
monitoring program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;

f. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan bimbingan teknis
program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga ke
kabupaten/kota;

g. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi lintas
sektor/lintas program tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota;

h. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan
Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 6
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pasal 195

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa.
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Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan
Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan
Jiwa;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan
Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan
Jiwa;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Surveilans dan
Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan
Jiwa;

d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Surveilans dan Imunisasi,
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;

e. penyelenggaraan tugas-tugas yang belum dapat dilaksanakan oleh
kabupaten/kota; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 196

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang surveilans dan imunisasi.

Rincian tugas Seksi Surveilans dan Imunisasi, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Surveilans
dan Imunisasi;

b. melaksanakan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan Imunisasi;

c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Surveilans dan
Imunisasi;

d. melaksanakan pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Surveilans
dan Imunisasi;

e. menyelenggarakan tugas-tugas yang belum dapat dilaksanakan oleh
kabupaten/kota;

f. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan
Seksi Surveilans dan Imunisasi; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 197

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, mempunyai tugas
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

Rincian tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, adalah
sebagai berikut:

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis upaya
pemberantasan penyakit;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dan
pengendalian upaya pemberantasan penyakit;
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melaksanakan dan menyiapkan bahan analisis data, monitoring dan
evaluasi upaya pemberantasan penyakit;

melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan
kemampuan dan keterampilan manajemen dan teknis pemberantasan
penyakit;

melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk pengambilan kebijakan
dalam tugas yang berkaitan dengan pemberantasan penyakit;

melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi lintas
sektor/lintas program tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota;

melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 198

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan
Jiwa, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian
penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Rincian Tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
dan Kesehatan Jiwa, adalah sebagai berikut:

a.

b.

melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dan
pengendalian program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular dan kesehatan jiwa;

melaksanakan dan menyiapkan bahan analisis data, monitoring dan
evaluasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa;

melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan
kemampuan dan keterampilan manajemen dan teknis pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk pengambilan kebijakan
dalam tugas yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian
penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi lintas
sektor/lintas program tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota;

melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 7

Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 199

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan,
dan Kefarmasian.
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Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Pelayanan
Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan
Kefarmasian;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pelayanan
Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan
Kefarmasian;

c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi, di bidang Pelayanan
Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan
Kefarmasian;

d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan
Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Kefarmasian,;

e. penyelenggaraan tugas-tugas yang belum dapat dilaksanakan oleh
kabupaten/kota; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 200

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional mempunyai tugas
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional.

Rincian Tugas Seksi Kesehatan Primer dan Tradisional, adalah sebagai
berikut:

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional
di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan operasional
di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional,

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di
bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan evaluasi, dan
pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional,

e. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan tugas-tugas yang
belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;

f. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan
Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 201

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang pelayanan kesehatan rujukan.

Rincian Tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan standarisasi, petunjuk teknis pelayanan medik, penunjang
medik dan asuhan keperawatan di sarana pelayanan kesehatan rujukan;
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melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan upaya/sarana
pelayanan kesehatan serta penunjang medik lintas kabupaten/kota dan
atau yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota;

melaksanakan dan menyiapkan bahan peningkatan keterkaitan lintas
program dan lintas sektor, kemitraan penyelenggaraan dan pengembangan
upaya kesehatan perorangan;

melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
unit pelaksana teknis daerah dan lembaga teknis daerah bidang pelayanan
kesehatan rujukan;

melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan dan
pengendalian serta evaluasi mutu pelayanan, sarana dan prasarana serta
sistem informasi pelayanan kesehatan rujukan;

melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan dan
pengendalian serta evaluasi mutu pelayanan jaminan kesehatan nasional;

melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan
peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga dalam melaksanakan
tugasnya (medis dan non medis) di rumah sakit dan penunjang medik
baik pemerintah maupun swasta;

melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan upaya
pelayanan kesehatan perorangan di daerah terpencil, tertinggal,
perbatasan dan kepulauan serta daerah atau situasi khusus lainnya
sesuai kebijakan Nasional,

melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan
Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 202

Seksi Pelayanan Kefarmasian mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan teknis
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan
kefarmasian.

Rincian tugas Seksi Pelayanan Kefarmasian, adalah sebagai berikut:

a.

b.

menyelenggarakan pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar dan
program serta alat kesehatan;

menyelenggarakan koordinasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan
narkotika, psikotropika dan zat adiktif lintas kabupaten/kota;
menyelenggarakan serta pengaturan pertimbangan teknis perizinan dan
sertifikasi sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, makanan dan
alat kesehatan;

menyelenggarakan bimbingan teknis dan pembinaan sarana produksi dan
distribusi sediaan farmasi, makanan dan alat kesehatan;

melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian penggunaan dan pengembangan obat asli indonesia dan
obat tradisional;

menyelenggarakan tugas-tugas yang belum dapat dilaksanakan oleh
Kabupaten/Kota

melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan
Seksi Pelayanan Kefarmasian; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 8
Bidang Program dan Evaluasi Kesehatan
Pasal 203

Bidang Program dan Evaluasi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang Penyusunan Program Kesehatan, Data dan Informasi, Penelitian
dan Pengembangan Kesehatan serta Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Program dan Evaluasi Kesehatan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan dan penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan dan
koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan wilayah, penyusunan
program kesehatan serta sistem kesehatan di provinsi;

b. pelaksanaan dan penyiapan bahan untuk pelaksanaan koordinasi
pengumpulan, pengolahan dan analisis serta penyajian data dan informasi
kesehatan di provinsi;

c. pelaksanaan dan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan
kesehatan di provinsi;

d. pelaksanaan dan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, evaluasi
program kesehatan dan penyusunan laporan pelaksanaan
program/kegiatan bidang kesehatan di provinsi;

e. pelaksanaan dan penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang
Program dan Evaluasi Kesehatan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 204

Seksi Penyusunan Program Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi dan fasilitasi penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan program kesehatan.

Rincian tugas Seksi Penyusunan Program Kesehatan, adalah sebagai berikut:

a. mengumpulkan referensi kebijakan Kementerian Kesehatan dan
Pemerintah Daerah sebagai bahan perumusan Kebijakan Pembangunan
Kesehatan;

b. mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk koordinasi perencanaan
dan penganggaran kesehatan terpadu Provinsi dari lintas sektor, lintas
program dan lintas kabupaten/kota;

c. menyusun draft rancangan rencana pembangunan kesehatan jangka
panjang, menengah dan pendek;

d. menyiapkan bahan untuk penyusunan penganggaran APBD maupun
APBN serta sumber lainnya dan mengkoordinasikan penyusunannya
sampai terbit dokumen anggaran,;

e. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan
Seksi Penyusunan Program Kesehatan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 205

Seksi Data Informasi dan Penelitian Pengembangan Kesehatan mempunyai
tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Data dan
Informasi, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
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Rincian tugas Seksi Data Informasi dan Penelitian Pengembangan Kesehatan,

adalah sebagai berikut:

a. mengumpulkan data hasil pelaksanaan program kesehatan dan data
terkait dari lintas sektor dan pengelola program tepat waktu;

b. melakukan pengolahan dan analisis data menjadi informasi untuk sumber
perencanaan program,;

c. menyajikan/memvisualisasikan data dan informasi kesehatan dalam
bentuk profil kesehatan dan visualisasi lainnya;

d. memberikan layanan penyediaan data dan informasi kesehatan;

e. menyiapkan bahan koordinasi dan bahan kajian untuk pengembangan
Sistem Informasi Kesehatan yang komprehensif;

f. menginventarisasi jenis dan hasil penelitian, kajian dan survei yang telah
dan akan dilakukan di bidang kesehatan;

g. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan
pengembangan bidang kesehatan;

h. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan
Seksi Data Informasi dan Penelitian Pengembangan Kesehatan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 206

Seksi Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi dan fasilitasi penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan.
Rincian tugas Seksi Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan, adalah sebagai
berikut:

a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan
evaluasi program tahunan dan lima tahunan di bidang kesehatan;

b. mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk koordinasi dan
penyusunan rancangan evaluasi dan pelaporan kesehatan mekanisme
elektronik maupun non elektronik;

c. mengumpulkan bahan untuk penyusunan dan menyusun rancangan
laporan evaluasi program dan kegiatan bersumber APBD dan APBN;

d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi terhadap pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan kepada lintas program maupun kabupaten/kota;

e. melaksanakan dan menyiapkan bahan evaluasi pembiayaan kesehatan di
daerah dengan berbagai metode;

f. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan
Seksi Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 207

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan sebagian kewenangan Provinsi di bidang kebinamargaan
dan pembinaan jasa konstruksi yang menjadi kewenangannya, serta tugas
dekonsentrasi dan pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada
Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan
Gubernur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Bina
Marga dan Bina Konstruksi mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijaksanaan, pengaturan, perencanaan dan penetapan
standar pedoman;

b. penyediaan dukungan/bantuan untuk kerja sama antar Kabupaten/Kota;

o

peningkatan prasarana/sarana wilayah yang terdiri atas jembatan dan
jalan beserta simpul-simpul serta jalan bebas hambatan;

perizinan pembangunan jalan bebas hambatan lintas Kabupaten/Kota;
pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
pengelolaan katatausahaan; dan

o Q

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Paragraf 2

Susunan Organisasi
Pasal 208

Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi:
1) Sub Bagian Umum,;
2) Sub Bagian Kepegawaian; dan
3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
c. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, membawabhi:
1) Seksi Pembangunan Jalan;
2) Seksi Pembangunan Jembatan; dan
3) Seksi Tata Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan.

d. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, membawahi:
1) Seksi Pemeliharaan Jalan;
2) Seksi Pemeliharaan Jembatan; dan
3) Seksi Tata Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

e. Bidang Bina Konstruksi, membawahi:
1) Seksi Pengaturan Konstruksi;
2) Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
3) Seksi Pengawasan, Data dan Informasi.

f. Bidang Bina Program, membawabhi:
1) Seksi Program dan Anggaran;
2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi; dan
3) Seksi Pengembangan Jaringan dan Data.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan
keterampilannya.

0

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.
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Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf
e, dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf e,
dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Kepala Dinas
Pasal 209

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi mempunyai tugas memimpin,
mengendalikan dan mengawasi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi menyelenggarakan sebagian
kewenangan rumah tangga provinsi di bidang bina marga dan bina kontruksi,
yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantu yang
diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijaksanaan, pengaturan, perencanaan dan penetapan
standar pedoman;

b. penyediaan dukungan/bantuan untuk kerja sama antar Kabupaten/Kota
dalam pengembangan prasarana dan sarana wilayah;

c. penyediaan dukungan/bantuan untuk pengelolaan jaringan jalan dan
jembatan lintas kabupaten/Kota;

d. pemberian rekomendasi atas pemanfaatan ruang milik jalan dan jembatan
provinsi;

e. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi dalam pengelolaan
jalan dan jembatan;

f. perumusan kebijakan koordinsi dan pelaksanaan kegiatan jalan dan
jembatan;

g. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi dalam kegiatan
jasa kotruksi;

h. perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan jasa kotruksi;
i. pengelolaan ketatausahaan; dan

j- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
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Paragraf 4

Sekretariat
Pasal 210

Sekretariat Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi mempunyai tugas
mengatur pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan
aset serta urusan rumah tangga kantor sesuai peraturan perundang-
undangan yang belaku, dan menyelenggarakan sebagaian tugas Dinas di
bidang bina marga, bina kontruksi, dan pengendalian program jalan dan
jembatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pelayanan surat menyurat, tata naskah dinas, kearsipan,
perlengkapan dan peralatan, rumah tangga, keprotokolan serta pelayanan
umum,;

b. penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai,
mutasi, promosi dan tata usaha kepegawaian serta menyusun produk
hukum dan pengembangan organisasi dan tatalaksana, tata usaha,
kepegawaian;

c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan
dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta
perbendaharaan;

d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat; dan
e. pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh atasan.

Pasal 211

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan surat
menyurat, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan dan peralatan, rumah
tangga, keprotokolan serta pelayanan umum.

Rincian tugas Sub Bagian Umum, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan pengurusan surat yang masuk dan keluar, meliputi
pengambilan dan pengiriman, pencatatan dan penyerahan surat,
penomoran dan pengendalian, meneliti kebenaran alamat kelengkapan
lampiran surat dinas;

b. mengatur penyelesaian surat-surat dinas meliputi pendistribusian sesuai
disposisi pimpinan, pengetikan/penyelesaian dengan komputer, penataan
dan penyimpanan serta penyusunan arsip;

c. mengatur penyediaan alat tulis menulis, penggunaan stempel dinas,
operator telepon dan faksimili, perpustakaan, pramu tamu dan caraka
serta pengemudi kendaraan dinas operasional;

d. menyelenggarakan administrasi peralatan dan barang inventarisasi dinas
mulai dari rencara kebutuhan, pengadaan penomoran, inventaris,
penyimpanan, penggunaan dan perawatan serta inventaris ruang sampai
penghapusan peralatan dan inventaris;

e. menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas, meliputi kebersihan dan
perawatan kantor, pengaturan rapat dinas dan tata usaha pimpinan,
pengaturan penggunaan/penanggungjawab rumah dinas, perjalanan
dinas, kendaraan dinas termasuk dokumen dan perpanjangan STNK serta
sewa rumah dinas;

f. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Umum; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 212

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan
pegawai, pengembangan pegawai, mutasi, promosi dan tata usaha
kepegawaian serta menyusun produk hukum dan pengembangan organisasi
dan tatalaksana, tata usaha, kepegawaian.

Rincian tugas Sub Bagian Kepegawaian, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan formasi pegawai, meliputi formasi kebutuhan,
kenaikan pangkat, perbantuan/perpindahan wilayah pembayar gaji dan
pensiun karena telah mencapai batas usia;

b. melaksanakan pengembangan dan penyelesaian mutasi pegawai, meliputi
peningkatan status, pengangkatan dalam pangkat, pengangkatan dalam
jabatan, penyesuaian ijazah, peninjauan masa kerja, pemberhentian
sementara dan pensiun;

c. melaksanakan pelayanan penyelesaian karpeg, karis/karsu, Askes,
Taspen, Cuti, kenaikan gaji berkala, penyelesaian angka kredit jabatan
fungsional dan pemberian penghargaan PNS;

d. menyelenggarakan tata usaha pembinaan pegawai, meliputi absen, jadwal
apel, pembinaan mental, pemeriksaan dalam rangka tindakan
administrasi atau dalam rangka promosi, kesempatan diklat dan
tugas/ijin belajar;

e. menyiapkan bahan dan penyusunan organisasi dan tata laksana lingkup
Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Lampung;

f. menyusun segala bentuk produk hukum, pembuatan surat keputusan,

pembinaan dan penyelesaian sengketa hukum PNS;

menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5 0

Pasal 213

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas,
pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan.
Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan
dan anggaran belanja dinas;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan administrasi keuangan
dan perbendaharaan serta TPTGR;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi pertanggungjawaban
keuangan dan bimbingan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan penataan dokumen keuangan dan
penyusunan laporan realisasi anggaran, serta pengelolaan Barang Milik
Daerah;

e. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Keuangan dan Aset ; dan

f. melaksanakan tugas lain yan diberikan oleh atasan.

Paragraf 5

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pasal 214

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas
menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi di
bidang pelaksanaan perencanaan teknik, pengawasan teknik dan
pengembangan teknologi bidang pembangunan jalan dan jembatan.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Bidang
Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan jalan dan
jembatan;

b. pelaksanaan koordinasi pembangunan /peningkatan jalan dan Jembatan

c. pelaksanaan perencanaan teknik pembanguan/Peningkatan Jalan dan
Jembatan;

d. pemberian advis teknis berkaitan dengan pemanfaatan ruang milik jalan
dan jembatan serta mempersiapkan rekomendasi yang akan diterbitkan
oleh Kepala Dinas;

e. pelaksanaan koordinasi Laboratorium dan pengujian hasil pelaksanaan
pekerjaan, menghimpun dan melakukan pemutakhiran data jalan;

f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil perencanaan teknik
pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan,;

g. pelaksanaan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pembangunan
jalan dan jembatan;

h. pelaksanaan penelitian dan pengkajian dokumen pengadaan/kontrak
Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 215

Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas yang meliputi penyiapan bahan
perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan, pengadministrasian,
pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas pekerjaan pembangun jalan dan
Pekerjaan peningkatan jalan.

Rincian tugas Seksi Pembangunan Jalan, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
pembangunan/peningkatan jalan;

b. menyiapkan bahan koordinasi pembangunan/peningkatan jalan;

c. menyiapkan Bahan pengendalian dan evaluasi hasil perencanaan teknik
pembangunan/peningkatan jalan;

d. menyiapkan bahan koordinasi Laboratorium dan pengujian hasil
pelaksanaan pekerjaan, menghimpun dan melakukan pemutakhiran data
jalan;

e. melaksanakan monitoring dan pengendalian pelaksanaan
pembangunan/peningkatan jalan;

f. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaporan dan dokumentasi
kegiatan pembangunan/peningkatan jalan; dan

g. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 216

Seksi Pembangunan Jembatan mempunyai tugas yang meliputi penyiapan
bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan,
pengadministrasian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas pekerjaan
pembangun jembatan dan pekerjaan penggantian jembatan.

Rincian tugas Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan, adalah
sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan dan
penggantian jembatan;

b. menyiapkan bahan koordinasi teknis pembangunan dan penggantian
jembatan;
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c. menyiapkan Bahan pengendalian dan evaluasi hasil perencanaan teknik
pembangunan dan penggantian jembatan;

d. menyiapkan bahan koordinasi laboratorium dan pengujian hasil
pelaksanaan pekerjaan, menghimpun dan melakukan pemutakhiran data
jalan;

e. melaksanakan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pembangunan
dan penggantian jembatan;

f. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengkajian dokumen
pengadaan/kontrak pelaksanaan pembangunan dan penggantian
jembatan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 217

Seksi Tata Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas
melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknik, pelaporan serta
dokumentasi kegiatan, dan membuat analisis data.

Rincian tugas Seksi Tata Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan, adalah

sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perencanaan teknik pembangunan/peningkatan jalan
dan jembatan;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan pekerjaan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan;

c. melaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil perencanaan teknik
pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan analisis pencapaian kegiatan
pekerjaan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan sebagai acuan
untuk pelaksanaan yang akan dating serta melaksanakan pengelolaan
data dan informasi di bidang pembangunan/peningkatan jalan dan
jembatan;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan, penelitian dan pengkajian dokumen
pengadaan/kontrak pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;

f. melaksanakan dan menyiapkan bahan tata kearsipan setiap kegiatan
pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan;

g. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan
Seksi Tata Teknik Pembangunan /Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 6

Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Pasal 218

Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi di bidang pelaksanaan
perencanaan teknik, pengawasan teknik dan pengembangan teknologi bidang
pemeliharaan dan rehabilitasi Jalan dan jembatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan
jembatan;

b. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan
jembatan;
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c. pelaksanaan fasilitasi pengadaan lahan untuk pemeliharaan dan
rehabilitasi jalan dan jembatan;

d. Pelaksanaan perencanaan teknik pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan
jembatan;

e. pelaksanaan koordinasi laboratorium dan pengujian hasil pelaksanaan
pekerjaan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, serta
menghimpun dan melakukan pemutakhiran data pemeliharaan dan
rehabilitasi jalan dan jembatan;

f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil perencanaan teknik
pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan;

g. pelaksanaan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan dan
rehabilitasi jalan dan jembatan;

h. pelaksanaan, penelitian dan pengkajian dokumen pengadaan/kontrak
pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan;
dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 219

Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas yang meliputi penyiapan bahan
perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan, pengadministrasian,
pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas pekerjaan Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Jalan.

Rincian tugas Seksi Pemeliharaan Rehabilitasi Jalan, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pekerjaan pemeliharaan
dan rehabilitasi jalan;

b. menyiapkan bahan koordinasi pekerjaan pemeliharaan dan rehabilitasi
jalan;

c. Menyiapkan bahan perencanaan teknik pekerjaan pemeliharaan dan
rehabilitasi jalan;

d. Menyiapkan Bahan pengendalian dan evaluasi hasil perencanaan teknik
pekerjaan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan;

e. menyiapkan bahan koordinasi Laboratorium dan pengujian hasil
pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan, menghimpun
dan melakukan pemutakhiran data pemeliharaan dan rehabilitasi jalan
baik yang sudah, belum dan akan dilakukan pemeliharaan dan
rehabilitasi;

f. melaksanakan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan
rehabilitasi jalan baik pemeliharaan berkala, rutin dan priodik; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 220

Seksi Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan,
pengadministrasian, pengawasan, evaluasi dan pelaporanatas pekerjaan
pemeliharaan jembatan.

Rincian tugas Seksi Pemeliharaan Jembatan, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan jembatan;
b. menyiapkan bahan koordinasi pemeliharaan jembatan ;

c. menyiapkan bahan perencanaan teknik pemeliharaan jembatan;
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d. menyiapkan bahan koordinasi hasil pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan
jembatan, menghimpun dan melakukan pemutakhiran data rehabilitasi
jembatan baik yang sudah, belum dan akan dilakukan pemeliharaan;

e. melaksanakan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan
jembatan ;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 221

Seksi Tata Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas
melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknik, pelaporan serta
dokumentasi kegiatan, dan membuat analisis data.

Rincian tugas Seksi Tata Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, adalah
sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perencanaan teknik pembangunan/peningkatan jalan
dan jembatan;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan;

c. melaksanakan pengendalian dan evaluasi hasil perencanaan teknik
pemeliharaan jalan dan jembatan;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan analisis pencapaian kegiatan
pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan sebagai acuan untuk
pelaksanaan yang akan datang serta melaksanakan pengelolaan data dan
informasi di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan, penelitian dan pengkajian dokumen
pengadaan/kontrak pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;

f. melaksanakan dan menyiapkan bahan tata kearsipan setiap kegiatan
pemeliharaan jalan dan jembatan;

g. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan
Seksi Tata Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 7

Bidang Bina Konstruksi

Pasal 222

Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi di bidang pembinaan,
menyebarluaskan peraturan perundang- undangan, pengembangan sistem
informasi, penelitian dan pengembangan, pengembangan SDM bidang
konstruksi melalui pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan, pengkajian
dan peningkatan kemampuan teknologi konstruksi, pengawasan sesuai
kewenangan agar terpenuhinya tertib penyelenggaraan konstruksi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Bina Konstruksi mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi
dilakukan dengan skema dengan skema kerjasama pemerintah dan badan
usaha;

b. pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi;

c. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;

d. pelaksanaan kebijakan pembinaan, penyebarluasan peraturan perundang-
undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan
jasa konstruksi;
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e. pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;

f. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib
pemanfaatan jasa konstruksi;

g. pelaksanaan pembinaan lembaga dan asosiasi jasa konstruksi;

h. peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa
dan produk konstruksi dalam negeri;

i. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;

j- pelaksanaan pembinaan atas penerbitan izin usaha jasa konstruksi
nasional (non kecil dan kecil) di wilayah Kabupaten/Kota; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 223

Seksi Pengaturan Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, menyebarluaskan peraturan dan penjaminan mutu
pelaksanaan pembinaan di bidang jasa konstruksi, melaksanakan koordinasi
dan inventarisasi kemitraan jasa konstruksi.

Rincian Tugas Seksi Pengaturan Konstruksi, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan produk-produk hukum jasa
konstruksi yang belum diatur setingkat lebih tinggi;

b. memberikan advis teknis dan pengaturan yang terkait dengan bina
konstruksi pada pelaksanaan jasa konstruksi di wilayahnya;

c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan jasa
konstruksi ;

d. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan dan penjaminan mutu
di bidang jasa konstruksi;

e. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam hal penyusunan
kebijaksanaan dan program pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi
terhadap pola kemitraan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 224

Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan
pembinaan, pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dalam
pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi.

Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi, adalah sebagai berikut:

a. melakukan pembinaan terhadap lembaga dan asosiasi di bidang jasa
konstruksi;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan terhadap pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat Konstruksi;

c. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga ahli konstruksi;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana teknis program pembinaan
bagi peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam penerapan
jasa konstruksi; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 225

Seksi Pengawasan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan
pengawasan, pemantauan, evaluasi pembinaan dan pelaksanaan kegiatan
jasa konstruksi untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi,
melakukan penyelenggaraan dan pengembangan sistem informasi jasa
konstruksi.
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Rincian tugas Seksi Pengawasan, Data dan Informasi, adalah sebagai berikut:

a. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
jasa konstruksi untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa
konstruksi;

b. melakukan pembinaan jasa konstruksi;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan
hasil monitoring dan evaluasi terkait pembinaan jasa konstruksi;

d. menyelenggarakan dan mengembangkan sistem aplikasi yang berkaitan
dengan bidang jasa konstruksi; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 8

Bidang Bina Program
Pasal 226

Bidang Bina Program mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi di bidang perencanan program,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, perumusan
pengembangan jaringan jalan serta pengelolaan data.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bina

Program mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan program pembangunan jangka pendek,
jangka menengah dan jangka Panjang dinas;

b. penyelenggaraan perencanaan anggaran pembangunan/peningkatan dan
pemeliharaan jalan dan jembatan serta bina konstruksi;

c. penyelenggaraan pengumpulan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data
pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;

d. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan
berikut dengan kinerja dinas;

e. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama secara terpadu dengan
instansi lainnya dalam pengembangan jaringan jalan yang terintegrasi,
penyusunan laporan penyelenggaraan jalan secara periodik;

g. penyusunan kajian pengembangan jaringan jalan serta bahan kajian
fungsi dan status jalan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 227

Seksi Program dan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan dan
menghimpun data sebagai bahan perencanaan penyusunan program dan
anggaran serta kebijakan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi.

Rincian tugas Seksi Program dan Anggaran, adalah sebagai berikut:

a. menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) serta
mengevaluasi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;

b. menyiapkan bahan perencanaan umum, penghimpunan data dan bahan
koordinasi penyusunan program dan anggaran serta kebijakan;

c. melaksanakan pemantauan dan penyusunan harga dasar upah, bahan
dan alat serta standar satuan harga bidang kebinamargaan;
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menyiapkan bahan pelaksanaan analisa mengenai dampak lingkungan,
studi kelayakan dan studi-studi lainnya;

menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Program dan Anggaran;
dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 228

(1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan hasil
pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penghimpunan data jalan dan
jembatan.

(2)

(1)

(2)

Rincian tugas Seksi Pemantauan dan Evaluasi, adalah sebagai berikut:

a.

menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis pemantauan
dan evaluasi;

b. menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan jalan;

menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;

menyusun laporan kegiatan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan
serta laporan lainnya;

memantau dan menghimpun data kondisi jalan, data kondisi jembatan,
dan data lalu lintas harian rata-rata;

menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemantauan dan
Evaluasi; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 229

Seksi Pengembangan Jaringan dan Data mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan pengembangan jaringan jalan, sistem informasi /database
jalan dan jembatan, pemanfaatan ruang milik jalan serta koordinasi dan
kerjasama antar instansi.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Jaringan dan Data, adalah sebagai
berikut:

a.

~opo o

menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan dan pemetaan
jaringan jalan;

menyiapkan bahan penyusunan fungsi jalan, status jalan dan kelas jalan;
menyusun sistem informasi / database jalan dan jembatan;

menghimpun dan menyusun data leger jalan provinsi;

memantau, mengevaluasi dan mengkaji pemanfaatan ruang milik jalan;
melaksanakan koordinasi dan kerjasama secara terpadu dengan instansi
lainnya dalam pengembangan jaringan jalan yang terintegrasi;
melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait peraturan di
bidang jalan dan jembatan;

menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Jaringan
dan Pengelolaan Data; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Bagian Kelima

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 230

(1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan
sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang pengelolaan sumber daya
air berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi,
tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

a.

b.

penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana
pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;

penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan
sumber daya air pada wilayah sungai;

penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan
pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;

pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan
sumber daya air pada wilayah sungai;

pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan
sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;

pelaksanaan administrasi dinas; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 231

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri dari:

a.

b.

C.

d.

Kepala Dinas;

Sekretariat, membawahi:

1) Sub Bagian Kepegawaian,;

2) Sub Bagian Tata Usaha dan Umum; dan
3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air, membawahi:
1) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa;

2) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Sungai, Danau dan
Pantai; dan

3) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Waduk, Bendung,
dan Bangunan Air Lainnya.

Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, membawabhi:

1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa;

2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau dan Pantai; dan

3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Waduk, Bendung dan Bangunan Air
Lainnya.
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e. Bidang Penatagunaan Sumber Daya Air, membawabhi:
1) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air;
2) Seksi Peningkatan Kemampuan Pengelola Sumber Daya Air; dan
3) Seksi Kelembagaan dan Kerjasama.

f. Bidang Perencanaan Sumber Daya Air, membawahi:
1) Seksi Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air;
2) Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan
3) Seksi Data dan Teknologi Informasi.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan
keterampilannya.

0

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf e
dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ) huruf ¢, huruf d, huruf e
dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Kepala Dinas
Pasal 232

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengawasi,
serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan sumber daya air
dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga provinsi
(desentralisasi) dalam Bidang Sumber Daya Air yang menjadi
kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan
oleh Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Dinas mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar;
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b. penyediaan dukungan/bantuan untuk kerja sama antar kabupaten/kota
dalam pengembangan prasarana dan sarana Bidang Sumber Daya Air;

c. penyediaan dukungan/bantuan untuk pengelolaan sumber daya air
permukaan, pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
lintas kabupaten/kota beserta bangunan-bangunan pelengkapnya mulai
dari bangunan pengambilan sampai kepada saluran;

d. penyiapan pertimbangan teknis perizinan untuk mengadakan perubahan
dan atau pembongkaran saluran jaringan dan prasarana serta sarana
pengairan lintas kabupaten/kota;

e. penyiapan pertimbangan teknis perizinan untuk mendirikan, mengubah
atau membongkar bangunan lain yang berada dalam, diatas maupun yang
melintas saluran irigasi;

f. perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Bidang
Pengelolaan Sumber Daya Air;

g. pembinaan dan bimbingan teknis fungsional terhadap perangkat daerah
kabupaten/kota yang menangani Bidang Sumber Daya Air;

h. pengelolaan ketatausahaan dinas; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4

Sekretariat
Pasal 233

Sekretariat mempunyai tugas mengatur pelayanan administrasi umum dan
kepegawaian, melakukan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan,
penataan organisasi dan tatalaksana, koordinasi penyusunan perundangan,
pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan kantor.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat

mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi
pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kerumahtanggaan
kantor, peralatan, perlengkapan, kesehatan, tatalaksana serta peraturan
perundang-undangan;

b. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi
pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara;

c. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat; dan
d. pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh atasan.

Pasal 234

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang
kepegawaian.

Rincian tugas Sub Bagian Kepegawaian, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan formasi pegawai, meliputi formasi kebutuhan,
kenaikan pangkat, perbantuan/perpindahan wilayah pembayaran gaji dan
pensiun karena telah mencapai batas usia;

b. melaksanakan pengembangan dan penyelesaian mutasi pegawai, meliputi
peningkatan status, pengangkatan dalam pangkat, pengangkatan dalam
jabatan, penyesuaian ijazah, peninjauan masa kerja, pemberhentian
sementara dan pensiun;
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melaksanakan pelayanan penyelesaian Karpeg, Karis/Karsu, Askes,
Taspen, cuti, kenaikan gaji berkala, penyelesaian angka kridit jabatan
fungsional dan pemberian penghargaan PNS;

menyelenggarakan tata usaha pembinaan pegawai, meliputi absen, jadwal
absen, pembinaan mental, pemeriksaan dalam rangka tindakan
administrasi atau dalam rangka promosi, kesempatan diklat dan
tugas/izin belajar;

menyiapkan bahan dan penyusunan organisasi dan tatalaksana lingkup
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;

menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Kepegawaian; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 235

(1) Sub Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan dan
menyiapkan bahan urusan di bidang ketatausahaan dan rumah tangga.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Umum, adalah sebagai berikut:

a.

melaksanakan dan menyiapkan bahan pengurusan surat menyurat masuk
dan keluar, meliputi pengambilan dan pengiriman, pencatatan dan
penyerahan surat, penomoran dan pengendalian, meneliti kebenaran
alamat dan kelengkapan lampiran surat dinas;

melaksanakan dan menyiapkan bahan pengaturan penyelesaian
surat-surat dinas, meliputi pendistribusian sesuai disposisi pimpinan,
pengetikan/penyelesaian dengan computer, penataan dan penyiapan serta
penyusunan arsip;

melaksanakan dan menyiapkan penyediaan alat tulis menulis,
penggunaan stempel dinas, operator telepon dan faksimili, perpustakaan,
ruang kesehatan, ruang menyusui, pramu tamu dan caraka serta
pengemudi kendaraan dinas operasional,;

melaksanakan wurusan rumah tangga dinas, meliputi kesehatan,
kebersihan dan perawatan kantor, pengaturan rapat dinas dan tata usaha
pimpinan, pengaturan penggunaan/penanggungjawab rumah dinas,
perjalanan dinas, kendaraan dinas termasuk dokumen dan perpanjangan
STNK serta sewa rumah dinas;

mengelola ruang kesehatan, ruang menyusui (Pojok ASI), perpustakaan
dan dokumentasi kegiatan dinas;

melaksanakan urusan utilitas, bangunan gedung, serta sarana dan
prasarana lingkungan;

mengelola aset milik daerah untuk diusahakan dan menjadi penerimaan
daerah;

menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha
dan Umum; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 236

(1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas,
pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan serta aset
dinas.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset, adalah sebagai berikut:

a.

menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana penerimaan
dan anggaran belanja dinas baik rutin maupun proyek pembangunan;
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b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan usul pengangkatan atau
pemberhentian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)/Pembantu Bendahara (PB) dan verifikasi lingkup
dinas;

c. menyiapkan bahan dan pelaksanaan bimbingan administrasi keuangan
dan perbendaharaan serta Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi (TPTGR);

d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban
keuangan dan bimbingan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;

e. menyiapkan bahan dan pelaksanaan penataan dokumen keuangan dan
penyusunan laporan realisasi anggaran;

f. melaksanakan tata laksana keuangan dan perbendaharaan;

g. melaksanakan dan menyiapkan bahan administrasi peralatan dan barang
inventarisasi dinas mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan penomoran,
inventaris, penyimpanan, penggunaan dan perawatan serta inventarisasi
ruang sampai penghapusan peralatan dan inventaris;

h. melaksanakan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan,
pengelolaan informasi dan dokumentasi aset, dan penyusunan laporan
barang milik negara;

i. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan
dan Aset; dan

j- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5

Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air
Pasal 237

Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air mempunyai tugas
merumuskan dan = melaksanakan  kebijakan  teknis pelaksanaan
pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar Bidang
Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air;

b. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan koordinasi dalam
pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air lintas Kabupaten/Kota;

c. pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi Bidang Sumber Daya Air dan
Prasarana Dasar Sumber Daya Air lainnya yang menjadi kewenangan
provinsi; dan

d. pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh atasan.

Pasal 238

Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa mempunyai
tugas merumuskan kebijakan, pembinaan, koordinasi dan fasilitasi,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi
jaringan irigasi dan rawa.

Rincian tugas Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan
Rawa, adalah sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi
jaringan irigasi dan rawa,;
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b. melaksanakan  pembinaan, koordinasi dan  fasilitasi kegiatan
pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa;

c. melaksanakan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi
pengairan, pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi serta
rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa;

d. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan dan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 239

Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Sungai, Danau dan Pantai
mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pembinaan, koordinasi dan
fasilitasi, pengendalian pelaksanaan pembangunanan dan rehabilitasi
infrastruktur sungai, danau dan pantai.

Rincian tugas Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Sungai,
Danau dan Pantai, adalah sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan pelaksanaan pembangunanan dan rehabilitasi
infrastruktur sungai, danau dan pantai;

b. melaksanakan  pembinaan, koordinasi dan  fasilitasi kegiatan
pembangunanan dan rehabilitasi infrastruktur sungai, danau dan pantai;

c. melaksanakan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi
pengairan, pembangunan dan peningkatan infrastruktur sungai, danau
dan pantai;

d. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan dan
Rehabilitasi Infrastruktur Sungai, Danau dan Pantai; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 240

Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Waduk, Bendung dan
Bangunan Air Lainnya mempunyai tugas melaksanakan kebijakan
pembinaan, koordinasi dan  fasilitasi, pengendalian pelaksanaan
pembangunan dan rehabilitasi pengairan, pembangunan dan peningkatan
infrastruktur waduk, bendung dan bangunan air lainnya;

Rincian tugas Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Waduk,
Bendung dan Bangunan Air Lainnya, adalah sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi
infrastruktur waduk, bendung dan bangunan air lainnya;

b. melaksanakan  pembinaan, koordinasi dan  fasilitasi  kegiatan
pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur waduk, bendung dan
bangunan air lainnya;

c. melaksanakan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi
pengairan, pembangunan dan peningkatan infrastruktur waduk, bendung
dan bangunan air lainnya;

d. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan dan
Rehabilitasi Infrastruktur Waduk, Bendung dan Bangunan Air Lainnya;
dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 6

Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

Pasal 241

(1) Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas
merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang operasi dan
pemeliharaan sumber daya air.

(2)

(1)

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang
Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

a.

penyiapan perumusan kebijakan di bidang operasi dan pemeliharaan,
penanggulangan darurat akibat bencana, pelaksanaan operasi dan
pemeliharaan sumber daya air serta fasilitasi jaringan sumber daya air;

pelaksanaan kebijakan di bidang operasi dan pemeliharaan,
penanggulangan darurat akibat bencana, pelaksanaan operasi dan
pemeliharaan sumber daya air serta fasilitasi jaringan sumber daya air;

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
pembinaan teknis operasi dan pemeliharaan, penanggulangan darurat
akibat bencana pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air
serta fasilitasi jaringan sumber daya air;

pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
bidang sumber daya air;

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan sarana bidang sumber daya air;

pelaksanaan pembinaan pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan
operasi dan pemeliharaan, penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan,
pelaksanaan verifikasi alokasi air dan fasilitasi pendukung operasi dan
pemeliharaan sumber daya air; dan

pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh atasan.

Pasal 242

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi
dan rawa.

Rincian tugas Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa,
adalah sebagai berikut:

a.

b.

melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
jaringan irigasi dan rawa,;

menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi data dan kondisi
sarana prasarana jaringan irigasi dan rawa,;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan
operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa;

menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa;

menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa;

menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Operasi dan
Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 243

(1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau dan Pantai mempunyai
tugas melaksanakan kegiatan operasi, pemeliharaan sungai, danau dan
pantai.

(2)

(1)

(2)

(1)

Rincian tugas Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau dan Pantai,
adalah sebagai sebagai berikut:

a.

b.

melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
sungai, danau dan pantai;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan statistik dan kondisi
sarana prasarana sungai, danau dan pantai;

menyiapkan bahan dan  melaksanakan  inventarisasi  kondisi,
penanggulangan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai,
danau dan pantai;

menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
operasi dan pemeliharaan sungai, danau dan pantai;

menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai, danau dan pantai,

menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Operasi dan
Pemeliharaan Sungai, Danau dan Pantai; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 244

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Waduk, Bendung dan Bangunan Air Lainnya
mempunyai tugas melaksanakan operasi dan pemeliharaan waduk, bendung
dan bangunan air lainnya.

Rincian tugas Seksi Operasi dan Pemeliharaan Waduk, Bendung dan
Bangunan Air Lainnya, adalah sebagai berikut:

a.

b.

melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
waduk, bendung dan bangunan air lainnya;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan statistik dan kondisi
sarana prasarana waduk, bendung dan bangunan air lainnya;

menyiapkan bahan dan  melaksanakan inventarisasi  kondisi,
penanggulangan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan waduk,
bendung dan bangunan air lainnya;

menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
operasi dan pemeliharaan waduk, bendung dan bangunan air lainnya

menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan operasi dan pemeliharaan waduk, bendung dan bangunan air
lainnya;

menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Operasi dan
Pemeliharaan Waduk, Bendung dan Bangunan Air Lainnya; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 7

Bidang Penatagunaan Sumber Daya Air

Pasal 245

Bidang Penatagunaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatagunaan
sumber daya air.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Penatagunaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

a. melaksanakan dan menyiapkan perumusan kebijakan di bidang
pembinaan  wilayah sungai, pengaturan, kelembagaan, pemanfaatan
hidrologi dan lingkungan sumber daya air;

b. menyiapkan perumusan penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria di bidang pembinaan wilayah sungai, pengaturan, kelembagaan,
pemanfaatan hidrologi dan lingkungan sumber daya air;

c. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan wilayah
sungai, pengaturan, kelembagaan, pemanfaatan hidrologi dan lingkungan
sumber daya air;

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan wilayah
sungai, pengaturan, kelembagaan, pemanfaatan hidrologi dan lingkungan
sumber daya air; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 246

Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan
pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan untuk pemanfaatan sumber
daya air.

Rincian tugas Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan untuk
pemberian izin pemanfaatan sumber daya air sesuai ketentuan yang
berlaku;

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pemanfaatan sumber
daya air;

c. menyelenggarakan pengkajian rekomendasi teknis dalam pemberian izin
penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air pada
wilayah sungai dan sumber-sumber daya air lainnya;

d. memberikan rekomendasi teknis pengelolaan sumber daya air yang sesuai
dengan kewenangannya,;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan program
kerja penelitian peningkatan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan air
irigasi, air permukaan dan air tanah;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan dan
pemanfaatan air dan sumber air untuk keperluan pertanian dan non
pertanian;

g. menyelenggarakan kegiatan kajian cepat dalam penanggulangan terhadap
masalah dan kebutuhan sumber daya air;

h. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemanfaatan Sumber
Daya Air; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 247

Seksi Peningkatan Kemampuan Pengelola Sumber Daya Air mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis fungsional terhadap
perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani di bidang pengelolaan
sumber daya air, pemberdayaan masyarakat, penyuluhan, penelitian dan
pelatihan kepada petugas dan masyarakat dalam rangka peningkatan operasi
dan pemeliharaan prasarana dan sarana bidang sumber daya air.
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Rincian tugas Seksi Peningkatan Kemampuan Pengelola Sumber Daya Air,

adalah sebagai berikut:

a. memberikan pembinaan dan bimbingan teknis fungsional terhadap
perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani bidang pengelolaan
sumber daya air;

b. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan
sumber daya air;

c. menyelenggarakan penyuluhan, penelitian dan pelatihan kepada petugas
dan masyarakat dalam rangka peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana bidang sumber daya air;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan dan petunjuk teknis
penyuluhan dan pelatihan bidang sumber daya air;

e. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Peningkatan
Kemampuan Pengelola Sumber Daya Air; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 248

Seksi Kelembagaan dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan dan
kerjasama.

Rincian tugas Seksi Kelembagaan dan Kerjasama, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
lembaga wadah koordinasi, pengelola sumber daya air, badan usaha dan
peran masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air;

b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi lembaga wadah koordinasi,
pengelola sumber daya air, badan usaha dan peran masyarakat di bidang
pengelolaan sumber daya air;

c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
kerjasama pemerintah dengan badan usaha;

d. menyusun studi kelayakan kerja sama pemerintah dengan badan usaha;

e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kerja sama
pemerintah dengan badan usaha di bidang pemanfaatan sumber daya air;

f. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kelembagaan dan
Kerjasama; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 8

Bidang Perencanaan Sumber Daya Air
Pasal 249

Bidang Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria,
penyusunan rencana, program dan anggaran serta pengelolaan data dan
teknologi informasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur dan
kriteria perencanaan sumber daya air

b. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian, monitoring,
evaluasi dan koordinasi perencanaan penyusunan program dan
penganggaran



(1)

(2)

(1)

(2)

-127-

c. pelaksanaan koordinasi kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan bidang sumber daya air; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 250

Seksi Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air
mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan pembinaan, koordinasi dan
fasilitasi dalam perencanaan teknis dan program serta administrasi anggaran
pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air.

Rincian tugas Seksi Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber

Daya Air, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam perencanaan
teknis dan program serta administrasi anggaran pembangunan dan
rehabilitasi sumber daya air;

b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan program anggaran tahunan
pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan, penetapan dan
mengusulkan program pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air;

d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan perencanaan teknis dan program
dari hasil survey, pemetaan dan study banding pembangunan dan
rehabilitasi sumber daya air;

e. menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi serta memfasilitasi
penyusunan rencana dari laporan program mengenai pembangunan dan
rehabilitasi sumber daya air;

f. melaksanakan pemantauan, pengendalian, monitoring dan mengevaluasi
pelaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air;

g. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan
Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 251

Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai
tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi kondisi,
penanggulangan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya
air, pembinaan, koordinasi dan fasilitasi, penetapan di bidang perencanaan
operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

Rincian tugas Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya
Air, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan  melaksanakan inventarisasi  kondisi,
penanggulangan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya
air;

b. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam perencanaan
kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan, penetapan dan
mengusulkan program operasi dan pemeliharaan sumber daya air;

d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan perencanaan dari hasil survey,
pemetaan dan study banding operasi dan pemeliharaan sumber daya air;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana
dan anggaran dari laporan program mengenai bidang operasi dan
pemeliharaan sumber daya air;

f. melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan penyusunan

perencanaan dan penganggaran pelaksanaan operasi dan pemeliharaan
sumber daya air;
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g. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Operasi dan
Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 252
Seksi Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana pengelolaan data dan teknologi informasi.
Rincian tugas Seksi Data dan Teknologi Informasi, adalah sebagai berikut:
a. menyiapkan laporan LAKIP, SAKIP, RENJA OPD dan RENSTRA,;
b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan data dan teknologi
informasi;
c. melaksanakan pengembangan sistem informasi publik;
d. menyelenggarakan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi
publik;
e. mengendalikan mutu sistem dan teknologi informasi publik;
f. mengelola dan menyediakan data dan informasi geospasial dan statistik;
g. mengelola dan menyediakan informasi publik;
h. menyelenggarakan publikasi;
i. mengelola dan menyebarluaskan informasi publik;
j- menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Data dan
Teknologi Informasi; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Keenam
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 253
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya mempunyai tugas
menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi di bidang
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan
penataan ruang serta pertanahan berdasarkan asas otonomi yang menjadi
kewenangan Pemerintah Provinsi, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta
tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perumahan, kawasan
permukiman, bangunan gedung dan infrastruktur wilayah, penataan
ruang dan pertanahan yang menjadi kewenangan provinsi;

b. pendataan, perencanaan, penyediaan, pemberdayaan, bantuan,
pembiayaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan, kawasan
permukiman bangunan gedung dan infrastruktur wilayah, penataan ruang
dan pertanahan;

c. pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan di bidang perumahan, kawasan permukiman,
bangunan gedung dan infrastruktur wilayah, penataan ruang dan
pertanahan kabupaten/kota;
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d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi urusan di bidang

perumahan, kawasan permukiman, bangunan gedung dan infrastruktur
wilayah, penataan ruang dan pertanahan kabupaten/kota;

e. pembangunan dan penataan infrastruktur di bidang perumahan, kawasan

permukiman dan bangunan gedung dan infrastruktur wilayah dalam
kawasan strategis provinsi;

penyelenggaraan administrasi dinas; dan

g. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas;

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 254

Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta
Karya, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi:
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3) Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang Perumahan, membawahi:
1) Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan;
2) Seksi Penyediaan Perumahan; dan
3) Seksi Pembiayaan Perumahan.

d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi:
1) Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman;
2) Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
3) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.

e. Bidang Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah, membawabhi:

1) Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bangunan Gedung dan
Infrastruktur Wilayah;

2) Seksi Bangunan Gedung dan Lingkungan;dan
3) Seksi Infrastruktur Wilayah.

f. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, membawahi:
1) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang;
2) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang; dan
3) Seksi Penatausahaan Pertanahan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan
keterampilannya.

7Q

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.



(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

-130-

Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e
dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf e
dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Cipta Karya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Kepala Dinas
Pasal 255

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengawasi, serta
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang perumahan, kawasan
permukiman, bangunan gedung dan infrastruktur wilayah, penataan ruang
dan pertanahan dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah
tangga Provinsi (desentralisasi) dalam urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman serta Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang
menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang
diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang Perumahan, Kawasan Permukiman,
Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah, Penataan Ruang dan
Pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi;

b. pendataan, perencanaan, penyediaan, pemberdayaan, bantuan,
pembiayaan, pemantauan dan evaluasi bidang Perumahan, Kawasan
Permukiman, Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah, Penataan
Ruang dan Pertanahan;

c. pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman,
Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten/Kota;

d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi urusan di bidang
Perumahan, Kawasan Permukiman, Bangunan Gedung dan Infrastruktur
Wilayah, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten/Kota;

e. pembangunan dan penataan infrastruktur bidang Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya dalam Kawasan Strategis Provinsi;
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penyelenggaraan administrasi Dinas;
penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Paragraf 4

Sekretariat

Pasal 256

(1) Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
mempunyai tugas mengatur pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan dan urusan rumah tangga kantor serta perencanaan program dan
pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

(1)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya mempunyai
fungsi:

a.

b.

penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi
pengelolaan administrasi keuangan;

penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi
pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, organisasi, tata
laksana, rumah tangga dinas, perlengkapan, penatausahaan Barang Milik
Daerah/Negara sesuai peraturan perundang-undangan;

penyusunan program pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan
jangka panjang;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

menghimpun dan memberikan layanan informasi publik bidang
Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, Penataan Ruang dan
Pertanahan;

penyusunan laporan pertanggungjawaban berikutnya dengan kinerja
dinas dan pelaksanaan program bidang Perumahan, Kawasan
Permukiman, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Pertanahan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 257

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan serta
ketatalaksanaan.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, pengiriman

surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan
perpustakaan;

menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan
pegawai mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan
pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan
pangkat, Sasaran Kerja Pegawai (E-Kinerja), Daftar Usulan Kepangkatan,
Sumpah/Janji Aparatur Sipil Negara, Gaji Berkala, mutasi dan
pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan
kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi
pegawai, tenaga teknis dan fungsional serta menyelenggarakan
pengelolaan administrasi aparatur sipil negara lainnya;

menyiapkan dan melaksanakan penyediaan alat tulis-menulis,

penggunaan stempel dinas, operator telepon dan faksimili, pramutamu
dan caraka serta pengemudi kendaraan dinas operasional;



(1)

(2)

-132-

melaksanakan urusan rumah tangga dinas, meliputi kebersihan dan
perawatan kantor, pengaturan rapat dinas dan tata usaha pimpinan,
pengaturan penggunaan/penanggung jawab rumah dinas, perjalanan
dinas, kendaraan dinas, termasuk dokumen dan perpanjangan STNK serta
sewa rumah dinas;

menyiapkan bahan dan menyusun Analisa Jabatan dan Analisa Beban
Kerja organisasi dan tata laksana lingkup Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya;

menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan produk hukum,
pembuatan Surat Keputusan, pembinaan dan penyelesaian sengketa
hukum Pegawai Negeri Sipil;

menyiapkan bahan dan melaksanakan wusul pengangkatan atau
pemberhentian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara (PB) dan Verifikasi lingkup
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;

menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat
dan pelayanan informasi publik;

melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 258

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas,
pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi, perbendaharaan serta
penatausahaan Barang Milik Daerah/Negara.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset, adalah sebagai berikut:

a.

b.

menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana penerimaan
dan anggaran belanja dinas baik rutin maupun proyek pembangunan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan penataan dokumen keuangan dan
penyusunan laporan realisasi anggaran;

menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban
keuangan dan bimbingan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi keuangan
dan perbendaharaan serta Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi (TPTGR);

menyiapkan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup
Dinas;

melakukan urusan gaji pegawai;

melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan
Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);

menyiapkan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan
pemindahtanganan Barang Milik Daerah /Negara;

menyiapkan bahan penatausahaan dan inventarisasi Barang Milik
Daerah/Negara;

menyiapkan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan
dan perlengkapan kantor;

menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan
Aset; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



(1)

(2)

(1)

(2)

-133-

Pasal 259

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan
rencana, program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta
Karya, Penataan Ruang dan Pertanahan.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengusulan, penyusunan dan
penetapan program bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta
Karya, Penataan Ruang dan Pertanahan;

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi untuk penyusunan
perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

c. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan program Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya,
Penataan Ruang dan Pertanahan;

d. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5

Bidang Perumahan

Pasal 260

Bidang Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan pengaturan,
pembinaan, pembangunan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang
Perumahan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan dan pengawasan teknis bidang perumahan;

b. pelaksanaan kebijakan fasilitasi penyediaan rumah umum, rumah
khusus dan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

c. penyelenggaraan kerjasama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota serta pihak ketiga dalam rangka meningkatkan
penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

d. pelaksanaan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap
permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial
di bidang perumahan;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perumahan;

f. pelaksanaan kebijakan fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan
perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

g. pengawasan pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan bagi
masyarakat berpenghasilan rendah;

h. pelaksanaan fasilitasi bantuan prasarana, sarana dan utilitas pada
perumahan umum dan bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan
rendah;

i. pelaksanaan kebijakan administrasi teknis dan operasional Rumah
Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);

j- penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
perumahan;

k. pengkoordinasian dengan UPTD; dan

—_

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

-134-

Pasal 261

Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan mempunyai tugas
menyiapkan bahan, menyusun rencana teknis dan melaksanakan
pengawasan teknis di bidang perumahan.

Rincian tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan, adalah

sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standar dan
pedoman pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan perumahan;

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan survey dan verifikasi teknis
fasilitasi penyediaan dan pembiayaan perumahan;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan serta analisis bidang
Perumahan;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan perencanaan teknis
penyediaan perumahan dan prasarana, sarana dan utilitas umum;
melaksanakan pengawasan teknis di bidang perumahan;

f. menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria
pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perumahan;

g. menghitung capaian terbangun dan terlayani pelaksanaan program dan
kegiatan di bidang perumahan;

h. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan
laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis
Perumahan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 262

Seksi Penyediaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan,
pembinaan, pembangunan, dan pengendalian penyediaan perumahan
meliputi fasilitasi penyelenggaraan rumah umum dan penyelenggaraan
bantuan rumah swadaya serta penyediaan dan rehabilitasi rumah korban
bencana Provinsi dan relokasi program Pemerintah Provinsi.

Rincian tugas Seksi Penyediaan Perumahan, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah tapak khusus dan rumah
tapak negara;

b. melaksanakan penyiapan penerima bantuan, program pemberdayaan
masyarakat dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan
rumah swadaya;

c. melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;

d. melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena
relokasi program Pemerintah Provinsi;

e. melaksanakan fasilitasi bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum
pada kawasan rumah tapak khusus dan tapak Negara;

f. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyediaan Perumahan;
dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 263

Seksi Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan, pemberian bantuan teknis
dan supervisi, pengendalian pelaksanaan kemudahan dan bantuan teknis
pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
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Rincian tugas Seksi Pembiayaan Perumahan, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan norma,standar, prosedur dan kriteria di
bidang pembiayaan perumahan;

b. melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan dan pelaksanaan fasilitasi
kebijakan pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan dan bina
sistem pembiayaan perumahan;

c. menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis dan pemberdayaan komunitas
untuk pembiayaan perumahan;

d. melaksanakan fasilitasi bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum
pada perumahan umum masyarakat berpenghasilan rendah;

e. melaksanakan kegiatan pengelolaaan Rusunawa berupa penyewaan,
penanganan pelanggan, pembinaan penghuni, keamanan dan ketertiban
lingkungan;

f. melaksanakan kegiatan administrasi penghunian/penyewaan,;

g. melaksanakan pemasaran dan promosi untuk tercapainya tingkat hunian
Rusunawa;

h. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembiayaan Perumahan;
dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 6

Bidang Kawasan Permukiman
Pasal 264

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan
pengaturan, pembinaan, pembangunan infrastruktur kawasan permukiman
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan dan pengawasan teknis bidang kawasan
permukiman;

b. penyusunan rumusan kebijakan, standar dan pedoman pelaksanaan
penyediaan infrastruktur kawasan permukiman;

c. penyusunan rumusan kebijakan dan penetapan kebijakan tentang
pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi;

d. pelaksanaan kebijakan sektor air minum, sanitasi, jalan dan drainase
lingkungan serta persampahan;

e. penyusunan analisis teknis rencana penyediaan infrastruktur kawasan
permukiman;

f. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi, pembangunan, peningkatan dan
pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman;

g. pengkoordinasian dengan UPTD; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 265

Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman
mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun rencana teknis dan
melaksanakan pengawasan teknis di bidang kawasan permukiman.

Rincian tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan
Permukiman, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar,
prosedur dan kriteria di bidang kawasan permukiman;
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b. menyiapkan bahan dan melaksanakan survey serta verifikasi teknis
bidang kawasan permukiman;

c. menyiapkan bahan analisa teknis dan melaksanakan penyusunan
perencanaan teknis bidang kawasan permukiman;

d. melaksanakan pengawasan teknis di bidang kawasan permukiman;
e. melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;

f. menghitung capaian terbangun dan terlayani pelaksanaan program dan
kegiatan di bidang kawasan permukiman;

g. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi serta penyusunan
laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis
Kawasan Permukiman; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 266

Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas
menyiapkan bahan serta melaksanakan kebijakan teknis pembangunan dan
pengembangan sistem penyediaan air minum, sanitasi dan persampahan.

Rincian tugas Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman,
adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem penyediaan air
minum, sanitasi dan persampahan;

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembangunan dan pengembangan
sistem penyediaan air minum, sanitasi dan persampahan;

c. menyiapkan bahan, melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan
pembangunan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, sanitasi
dan persampahan;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dalam pengembangan
investasi dan kerjasama penyediaan air minum, sanitasi dan
persampahan;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberdayaan komunitas serta
pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penyediaan air minum,
sanitasi dan persampahan,;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan aspek pengembangan
sistem penyediaan air minum, sanitasi dan persampahan kepada
Kabupaten/Kota;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembangunan dan pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan Regional;

h. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 267

Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan
bahan dan melaksanakan kebijakan teknis peningkatan kualitas jalan dan
drainase lingkungan kawasan permukiman serta penataan kawasan kumuh.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman, adalah sebagai
berikut:

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan peningkatan kualitas jalan dan drainase lingkungan kawasan
permukiman serta penataan kawasan kumuh;
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b. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan kualitas jalan dan
drainase lingkungan pada kawasan permukiman;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan
pengembangan kawasan permukiman dan penataan kawasan kumuh;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dalam pengembangan
investasi dan kerjasama pengembangan kawasan permukiman dan
penataan kawasan kumuh;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberdayaan komunitas serta
pengembangan keswadayaan masyarakat dalam pengembangan kawasan
permukiman dan penataan kawasan kumuh;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan aspek pengembangan
kawasan permukiman dan penataan kawasan kumuh kepada
Kabupaten/Kota;

g. melaksanakan penataan dan peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai
dengan di bawah 15 (lima belas) ha;

h. melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi terhadap pencegahan
terjadinya perumahan kumuh dan permukiman kumubh;

i. mengembangkan jejaring kemitraan dalam rangka peningkatan kualitas
perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

j- menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Kawasan
Permukiman; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 7
Bidang Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah

Pasal 268

Bidang Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas
pembinaan dan pengaturan tata bangunan dan lingkungan, pembangunan
dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah, pengawasan dan
pengendalian bangunan gedung pemerintah/swasta/BUMD serta pembinaan,
pengaturan, pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan teknis dan pengawasan teknis bidang bangunan
gedung dan infrastruktur wilayah;

b. pelaksanaan pembinaan, pengaturan teknis serta pembangunan dan
pemeliharaan infrastruktur pada bidang bangunan gedung dan
infrastruktur wilayah;

c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung milik
pemerintah;

d. penataan bangunan beserta lingkungannya;

e. pembangunan dan pengembangan infrastruktur keciptakaryaan pada
kawasan lintas kabupaten/kota, kawasan strategis provinsi, kawasan
peruntukan industri, kawasan pariwisata dan kawasan lainnya sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung;

f. pengkoordinasian dengan UPTD; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 269

Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bangunan Gedung dan
Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun
rencana teknis dan melaksanakan pengawasan teknis di bidang bangunan
gedung dan infrastruktur wilayah.

Rincian tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bangunan Gedung
dan Infrastruktur Wilayah, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar,
prosedur dan kriteria di bidang bangunan gedung dan infrastruktur
wilayah;

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan survey dan verifikasi teknis di
bidang bangunan gedung dan infrastruktur wilayah;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan teknis dari hasil
survey, pengukuran, pemetaan dan studi pada bidang bangunan gedung
dan infrastruktur wilayah;

d. melaksanakan pengawasan teknis di bidang bangunan gedung dan
infrastruktur wilayah;

e. menyusun analisa teknis serta harga satuan bahan upah dan peralatan
(basic price);

f. melaksanakan pendataan bangunan gedung;

g. menghitung capaian terbangun dan terlayani pelaksanaan program dan
kegiatan di bidang bangunan gedung dan infrastruktur wilayah;

h. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi serta penyusunan
laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis
Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 270

Seksi Bangunan Gedung dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan, pengaturan, pengendalian penyelenggaraan pembangunan dan
pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya, penyelesaian
permasalahan gedung dan rumah negara serta penatausahaan rumah
negara.

Rincian tugas Seksi Bangunan Gedung dan Lingkungan, adalah sebagai
berikut:
a. melaksanakan pembinaan dalam aspek pengaturan bangunan gedung;

b. melaksanakan pembinaan dalam aspek pemberdayaan meliputi
pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan penelitian bidang
bangunan gedung;

c. melaksanakan pembinaan dalam aspek pengawasan dalam
penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah/swasta/BUMD;

d. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung
pemerintah;

e. melaksankan fasilitasi bantuan teknis pembangunan dan pemeliharaan
bangunan gedung pemerintah;

f. melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pembangunan gedung
pemerintah /swasta/BUMD;

g. melaksanakan pembangunan dan penataan lingkungan serta lansekap
bangunan gedung pemerintah;

h. melaksanakan pemberian bantuan tenaga teknis pada instansi pemerintah
dan swasta terkait penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan;
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i. melaksanakan pembangunan dan penataan Ruang Terbuka Hijau
perkotaan, kawasan dan lingkungan;

j- menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Bangunan Gedung dan

Lingkungan; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 271

Seksi Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas menyelenggarakan
pembangunan dan pengembangan infrastruktur keciptakaryaan pada
kawasan lintas kabupaten/kota, kawasan strategis provinsi, kawasan
peruntukan industri, kawasan pariwisata dan kawasan lainnya sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.

Rincian tugas Seksi Infrastruktur Wilayah, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur
keciptakaryaan;

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembangunan dan pengembangan
infrastruktur keciptakaryaan;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan
pembangunan dan pengembangan infrastruktur keciptakaryaan;

d. menyiapkan bahan, melaksanakan fasilitasi dalam pengembangan
investasi dan kerjasama pembangunan dan pengembangan infrastruktur
keciptakaryaan;

e. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Infrastruktur Wilayah;
dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 8

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
Pasal 272

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas penyiapan
perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang
penataan ruang dan pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan ruang dan
pertanahan;

b. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan
perencanaan dan pemanfaatan ruang, pembinaan dan pengendalian tata
ruang serta penatausahaan pertanahan;

c. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang
penataan ruang termasuk dalam perencanaan pemanfaatan tanah,
pengaturan penguasaan, penatagunaan, pengurusan hak-hak atas tanah
dan penanganan masalah yang dikuasai/dimiliki Pemerintah Provinsi
Lampung;

d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang Penataan ruang
dan pertanahan;

e. pelaksanaan fasilitasi penyediaan lahan dan pertanahan untuk rehabilitasi
rumah korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program
Pemerintah Provinsi;



(1)

(2)

(1)

(2)

SR

-140-

pelaksanaan pengkoordinasian pemberian izin lokasi;
penyusunan rencana pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;

penyusunan pendataan dan informasi kelayakan teknis tata ruang yang
tanggap terhadap mitigasi dan adaptasi bencana alam;

pengkoordinasian dengan UPTD; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 273

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas menyiapkan
bahan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan
pemanfaatan tata ruang.

Rincian tugas Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang, adalah sebagai
berikut:

a.

b.

menghimpun, mengolah, menyimpan, memelihara, memperbaharui data
dan informasi terkait perencanaan dan pemanfaatan ruang;

menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja, bahan
kebijakan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan pemanfaatan
ruang;

menyiapkan bahan koordinasi rencana tata ruang dan pemanfaatan
ruang;

menyiapkan bahan penyusunan rencana tata ruang yang menjadi
kewenangan provinsi;

menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria
pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan
dan pemanfaatan tata ruang;

melaksanakan pendataan dan pemetaan kawasan kelayakan investasi
pada kawasan budidaya;

menyiapkan bahan koordinasi kawasan siap bangun (kasiba) dan
lingkungan siap bangunan (lisiba);

melaksanakan rekayasa teknis dan pendayagunaan teknologi mitigasi dan
adaptasi bencana alam pada kawasan budidaya,;

melaksanakan fasilitasi bantuan teknis perencanaan dan pemanfaatan
ruang kepada Kabupaten/Kota;

memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan
dan pemanfaatan ruang;

menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan
Pemanfaatan Ruang; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 274

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai
tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang
pembinaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang.

Rincian tugas Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang,
adalah sebagai berikut:

a.

menghimpun, mengolah, menyimpan, memelihara, memperbaharui data
dan informasi untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian tata
ruang;
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. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja, bahan

kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pembinaan tata ruang,
pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengawasan berkaitan perizinan
pemanfaatan ruang;

penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria
pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan, pengawasan
dan pengendalian tata ruang;

melakukan koordinasi, pembinaan, sosialisasi dan bimbingan teknis
kepada kabupaten/kota serta masyarakat dan dunia usaha;

menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin pemanfaatan ruang dan
pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi;

menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
wilayah provinsi, kawasan strategis provinsi dan kawasan lintas
kabupaten/kota;

melaksanakan pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan peraturan yang
berlaku;

menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi serta laporan di bidang
pembinaan, pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan berkaitan
perizinan pemanfaatan ruang sesuai dengan lingkup tugasnya;

melakukan koordinasi, penyidikan, penyelidikan, pengumpulan bukti dan
keterangan terhadap dugaan pelanggaran tata ruang;

menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan,
Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 275

Seksi Penatausahaan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
melaksanakan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan di bidang
penatausahaan pertanahan.

Rincian tugas Seksi Penatausahaan Pertanahan, adalah sebagai berikut:

a.

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang
penatausahaan pertanahan;

b. melaksanakan pembinaan di bidang penatausahaan pertanahan;

melaksanakan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan
fasilitasi pendaftaran tanah;

penyusunan rekomendasi pemanfaatan dan pelepasan tanah;

penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, ganti kerugian tanah
kelebihan maksimum dan absentee;

melakukan landbanking, land freezing dan fasilitasi penyelesaian masalah
ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan dan untuk
kepentingan umum;

melaksanakan fasilitasi penyediaan lahan dan pertanahan untuk
rehabilitasi rumah korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi
program Pemerintah Provinsi;

menyiapkan bahan penetapan redistribusi tanah serta ganti kerugian dan
santunan tanah untuk relokasi akibat program Pemerintah;

menyiapkan bahan pengelolaan administrasi tanah-tanah yang dikuasai
dan/atau milik Pemerintah Provinsi, tukar-menukar dan penaksiran
tanah;

menyiapkan bahan penetapan dan pengelolaan hibah tanah untuk
pembangunan;
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menyiapkan bahan pengusulan sertifikasi tanah Pemerintah Provinsi;

melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi
Penatausahaan Pertanahan; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh

Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 276

(1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat, penegakan Produk Hukum Daerah, tugas
dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada
Gubenur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Gubenur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a.

penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah, penyelenggara ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan
kepala daerah;

pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat di daerah;

d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;

pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar
mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
dan

pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 277

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:

a.
b.

Kepala;

Sekretariat, membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan

c. Sub Bagian Perencanaan.

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahi:
1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

2) Seksi Penyelidikan; dan

3) Seksi Penyidikan.
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d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawabhi:
1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
2) Seksi Patroli dan Pengawalan; dan
3) Seksi Kerjasama.

e. Bidang Sumber Daya Manusia, membawabhi:
1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2) Seksi Pelatihan Dasar; dan
3) Seksi Pelatihan Teknis dan Fungsional.

f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawabhi:
1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
2) Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
3) Seksi Monitoring dan Evaluasi.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan
keterampilannya.

0

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Satuan.

Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf
e, dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e
dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan
bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Kepala Satuan
Pasal 278

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memimpin, mengatur,
membina, memotivasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang
administrasi, keuangan, teknis penegakan Peraturan Daerah, Peraturan
Gubernur dan produk hukum daerah lainnya, pembinaan ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
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Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala
Satuan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan  ketertiban umum dan  ketentraman = masyarakat,
perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah, peraturan
gubernur dan produk hukum daerah lainnya;

b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat di daerah;

c. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah, Peraturan Gubernur
dan produk hukum daerah lainnya;

d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah,
Peraturan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya dengan aparat
Kepolisian Negara, PPNS dan/atau aparatur lainnya;

e. pelaksanaan kebijakan pembinaan perlindungan masyarakat;

f. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan
Daerah dan produk hukum daerah lainnya; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Paragraf 4
Sekretariat
Pasal 279

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dalam urusan penataan administrasi kesekretariatan, penatausahaan dan
pengelolaan keuangan dan aset, penyusunan dan laporan program kegiatan,
kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta kehumasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian internal kegiatan
kesekretariatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;

b. pengelolaan kesekretariatan, keuangan dan aset, kepegawaian, umum,
kehumasan dan rumah tangga kantor serta penyusunan program.

c. penyelenggaraan penyiapan data/informasi pendokumentasian seluruh
aktivitas satuan pengolahan perpustakaan, kearsipan dan pelayanan
di bidang kehumasan dengan media massa.

d. penyelenggaraan pengelolaan kesekretariatan, kelembagaan,
ketatalaksanaan, keuangan dan aset, administrasi kepegawaian, urusan
rumah tangga kantor dan pelengkapan;

e. penyelenggaraan penyusunan dan pengendalian serta realisasi Rencana
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;

f. penyelenggaraan pengolahan naskah dinas, kearsipan, pembinaan kepada
arsiparis, perpustakaan dan pranata komputer;

g. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yamg diberikan oleh atasan.

Pasal 280

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan surat menyurat, tata naskah Dinas, kearsipan, pelayanan rumah
tangga, keprotokolan serta pelayanan umum dan menyiapkan bahan
penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, mutasi,
promosi, tata usaha kepegawaian, pengembangan dan pembinaan organisasi,
tata laksana serta menghimpun peraturan perundang-undangan bidang
ketentraman dan ketertiban umum serta peraturan terkait lainnya.



-145-

(2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut:

(1)

(2)

a.

b.

melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan surat menyurat dan
kearsipan serta penyediaan alat tulis kantor;

melaksanakan dan menyiapkan bahan tata mnaskah dinas dan
perpustakaan;

melaksanakan dan menyiapkan bahan rumah tangga, keprotokolan dan
kehumasan;

melaksanakan dan menyiapkan bahan administrasi perlengkapan dan
barang inventaris;

melaksanakan dan menyiapkan bahan pelayanan teknis administratif
kepada semua sub satuan kerja dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;

melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan rapat koordinasi
Satuan Polisi Pamong Praja se-Provinsi Lampung.

melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan
formasi pegawai, pengembangan dan penyelesaian proses mutasi pegawai,

melaksanakan dan menyiapkan bahan penilaian angka kredit jabatan
fungsional Polisi Pamong Praja;

melaksanakan dan menyiapkan bahan pelayanan usulan Karpeg,
Karis/Karsu, Askes, Taspen, cuti, kenaikan gaji berkala dan pemberian
penghargaan;

melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan;

melaksanakan dan menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan
pemberhentian penanggungjawab kegiatan/pelaksana kegiatan/atasan
langsung bendaharawan/Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) lingkup
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;

melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 281

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
administrasi keuangan dan aset, bahan penyusunan anggaran pendapatan
dan belanja Satuan, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta
perbendaharaan.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset, adalah sebagai berikut:

a.

b.

melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana belanja administrasi
umum dan belanja operasi dan pemeliharaan;

melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian
dan pembukuan keuangan belanja administrasi umum dan belanja
operasi dan pemeliharaan;

melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan pembuatan daftar gaji
dan pembayaran;

melaksanakan dan menyiapkan bahan pembendaharaan belanja
administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan;

melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan
Unit organisasi terkait

melaksanakan dan menyiapkan bahan administrasi dan pembukuan
keuangan satuan, pertanggungjawaban keuangan, pembinaan
administrasi keuangan dan aset serta evaluasi/laporan kegiatan Sub
Bagian Keuangan dan Aset; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 282

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan,
pengolahan, pengujian, penyusunan rencana kerja dan anggaran, evaluasi
kinerja serta penyajian data dan informasi di bidang ketentraman dan
ketertiban umum, melaksanakan penyusunan program kegiatan dan
anggaran satuan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan
laporan pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, melaksanakan
pengumpulan dan penyajian data statistik di bidang ketentraman dan
ketertiban umum.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi Rencana Kerja
Anggaran dengan Sub Unit Kerja dan Instansi terkait;

b. melaksanakan dan menyiapkan usulan, perubahan dan pembahasan
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi terhadap
rancangan rencana program dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis
Satuan Polisi Pamong Praja;

e. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan
Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja;

f. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring terhadap
realisasi program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;

g. melaksanakan dan menyiapkan bahan evaluasi, monitoring serta
menginventarisir pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan
standar yang berlaku;

h. melaksanakan dan menyiapkan bahan evaluasi program kerja sebagai
bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;

i. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi laporan pelaksanaan
kegiatan dengan instansi terkait;

j. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Program; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah
Pasal 283

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas
membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam kegiatan Penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta mengkoordinir satuan
pelaksana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang
Penegakan Perundang-Undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam
usaha penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

b. pengkoordinasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 284

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan
pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap Pegawai Negeri Sipil,
masyarakat dan badan hukum dalam upaya penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Gubernur.

Rincian tugas Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, adalah

sebagai berikut:

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan
terhadap pagawai, masyarakat dan badan hukum dalam rangka upaya

peningkatan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusun rencana Kkerja
pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta kode etik profesi Satuan
Polisi Pamong Praja;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantau pelaksanaan peraturan
daerah, peraturan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyuluhan secara berkala dalam
usaha peningkatan kepatuhan masyarakat, badan hukum dan pegawai
terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

e. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data
serta informasi yang berhubungan dengan penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Gubernur;

f. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
dinas/instansi terkait dalam memenuhi kebutuhan pembinaan,
pengawasan dan penyuluhan,;

g. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Seksi Pembinaan,
Pengawasan dan Penyuluhan; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 285

Seksi Penyelidikan mempunyai tugas melakukan penyelidikan indikasi
pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan produk hukum
daerah lainnya serta gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Rincian tugas Seksi Penyelidikan, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan dan menyusun rencana kerja Penyelidikan;

b. melaksanakan dan menyusun bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis
operasional Penyelidikan,;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan pola tindak dalam
penanganan laporan atau pengaduan;

d. melaksanakan pemetaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
yang memuat sangsi pidana;

e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap permasalahan
pelanggaran Perda;

f. melakukan analisa, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

g. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Seksi Penyelidikan; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 286

Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran
Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya
serta pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum.

Rincian tugas Seksi Penyidikan, adalah sebagai berikut:

a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Penyidikan;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengkoordinasian dengan aparat
penegak  hukum  dalam  penanganan  sengketa-sengketa  yang
penyelesaiannya melalui lintas sektoral;

c. melaksanakan dan menyusun bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis
operasional penyidikan;

d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah;

e. melaksanakan dan menyiapkan bahan tugas kesekretariatan PPNS;

f. melaksanakan analisa, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
kinerja PPNS;

g. menyiapkan dan melaksanakan laporan kegiatan Seksi Penyidikan; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 6

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Pasal 287

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas
membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam kegiatan pencapaian
ketertiban umum, ketentraman masyarakat, pembinaan disiplin Pegawai
Negeri Sipil dan personil Satuan Polisi Pamong Praja serta pelaksanaan kerja
sama antar lembaga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinir penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat lintas kabupaten/kota;

b. pengkoordinasian pelaksanaan urusan-urusan pengendalian operasional,
pengusulan personil yang akan diperbantukan pada tugas lain kepada
pimpinan melalui sekretariat, pengamanan dan penertiban;

c. perumus rencana kerja dalam rangka pengamanan untuk pencapaian
ketertiban dan ketentraman masyarakat;

d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi program lintas kabupaten/kota,
Kepolisinan Negera Republik Indonesia, lembaga-lembaga instansi vertikal
maupun horizontal dalam upaya pemenuhan ketertiban dan ketentraman
masyarakat;

e. pelaksanaan pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan personil Satuan
Polisi Pamong Praja; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 288

Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas penanganan,
penanggulangan dan pencegahan terhadap gangguan ketertiban dan
keamanan.
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(2) Rincian tugas Seksi Operasional dan Pengendalian, adalah sebagai berikut:

a.

melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka pengumpulan dan
pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka memelihara
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang berkaitan dengan
upaya prepenti;

melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka membantu bidang
penegakan peraturan daerah dalam memantau kelancaran dan
pengamanan pelaksanaan peraturan daerah, peraturan Gubernur dan
produk hukum daerah lainnya;

melaksanakan dan menyiapkan bahan pengamanan terhadap pejabat dan
aset daerah;

melaksanakan dan menyiapkan bahan merumuskan pedoman prosedur
tetap organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;

melaksanakan dan menyiapkan bahan prosedur tetap operasional
pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;

melaksanakan dan menyiapkan bahan prosedur tetap pelaksanaan
operasional pengawalan;

melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan prosedur operasional
peyelesaian kasus pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat dan peraturan perundang-undangan,;

melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Seksi Operasional dan
Pengendalian; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 289

(1) Seksi Patroli dan Pengawalan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan,
pengawasan daerah objek vital dan Pengawalan terhadap pejabat daerah dan
tamu VIP.

(2) Rincian tugas Seksi Patroli dan Pengawalan, adalah sebagai berikut:

a.

b.

melaksanakan dan menyiapkan bahan program dalam rangka pengawasan
obyek vital Pemerintah Provinsi Lampung;

melaksanakan dan menyiapkan bahan prosedur pengamanan Pejabat
Daerah dan tamu VIP;

melaksanakan dan mengkoordinir Patroli dalam menciptakan ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat;

melaksanakan dan menyiapkan laporan Kegiatan Seksi Patroli dan
Pengawalan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 290

(1) Seksi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan memperhatikan
hierarki birokrasi dan kode etik profesi.

(2) Rincian tugas Seksi Kerjasama adalah sebagai berikut:

a.

b.

melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dalam
rangka kerjasama dengan instansi terkait;

melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi program
lintas kabupaten/kota, antar provinsi, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, lembaga-lembaga instansi vertikal maupun horizontal dalam
upaya pemenuhan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
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c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan unit
kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas pengamanan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat;

d. melaksanakan dan mengkoordinir gerakan disiplin nasional;

e. melaksanakan kegiatan upacara baik yang melibatkan lintas instansi
maupun upacara pernikahan PNS dan upacara kematian pejabat dan
mantan pejabat;

f. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Seksi Kerjasama; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 7
Bidang Sumber Daya Manusia
Pasal 291

Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan peningkatan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang

Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia;

b. penyelenggaraan pelaksanaan pelatihan dasar bagi pegawai Satuan Polisi
Pamong Praja;

c. penyelenggara fasilitasi pelatihan teknis dan fungsional bagi anggota
Satuan Polisi Pamong Praja; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 292

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu
kepala bidang sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas sumber
daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, adalah sebagai

berikut:

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja
Pelatihan, Pendidikan dan Pengembangan sumber daya manusia Satuan
Polisi Pamong Praja;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan Pelatihan, Pendidikan dan
Pengembangan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, Pedoman
dan petunjuk teknis Pelatihan, Pendidikan dan Pengembangan;

d. melaksanakan seminar, workshop, lokakarya, focus group discussion
(FGD) dan kegiatan sejenis lainnya untuk meningkatan kualitas sumber
daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja;

e. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi
Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Pasal 293

Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas membantu kepala bidang sumber
daya manusia dalam meningkatkan kemampuan dan kompetensi dasar
pegawai Satuan Polisi Pamong Praja.
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Rincian tugas Seksi Pelatihan Dasar, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja
pelatihan dasar bagi pegawai Satuan Polisi Pamong Praja;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pendidikan dasar/diklat dasar,
latihan teknis dan pelatihan-pelatihan dasar lainnya bagi pegawai Satuan
Polisi Pamong Praja;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusun kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis pelatihan;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan fisik, mental dan
spritual bagi pegawai Satuan Polisi Pamong Praja;

e. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Pelatihan
Dasar; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 294

Seksi Pelatihan Teknis dan Fungsional mempunyai tugas membantu kepala
bidang sumber daya manusia dalam peningkatan kompetensi teknis dan
fungsional anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Rincian tugas Seksi Pelatihan Teknis dan Fungsional, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan serta mengolah data dalam
merumuskan rencana program pelatihan teknis dan fungsional bagi
anggota Satuan Polisi Pamong Praja;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelatihan
teknis dan fungsional;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka pengumpulan dan
pengelolaan data serta informasi pengembangan jabatan fungsional Polisi
Pamong Praja;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan materi pelatihan
fungsional;

e. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Seksi Pelatihan Teknis
dan Fungsional; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 8
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 295

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyiapan dan pengolahan data,
perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan kesiagaan dan penanggulangan
dalam menghadapi gangguan, ancaman, perlindungan masyarakat, bahaya
dan bencana, serta membina potensi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala

Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan dan pengolah data serta informasi dalam rangka
pelaksanaan perlindungan masyarakat agar tercipta ketentraman,
keselamatan dan ketertiban;

b. pengkoordinasi pelaksanaan perencanaan dan perlindungan masyarakat;

c. penjabaran sistem perlindungan masyarakat dan ketahanan sipil dalam
rangka SISHANKAMRATA,;
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d. pengembangan dan penjabaran kebijakan standarisasi dan pedoman,
kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi, rekonstruksi dalam rangka
perlindungan masyarakat;

e. penjabaran kebijakan standarisasi dan pedoman = peningkatan
kemampuan, pengarahan dan pembinaan satuan perlindungan
masyarakat;

f. pengkajian dan pengevaluasi data dan informasi dalam rangka
pelaksanaan perlindungan masyarakat agar tercipta ketentraman,
keselamatan dan ketertiban;

g. pelaksanaan mobilisasi perlindungan masyarakat agar tercipta
ketentraman, keselamatan dan ketertiban;

h. pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penangulangan bencana
kebakaran (tambahan fungsi damkar);

i. penganalisaan data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan,
fasilitasi dan komunikasi pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia
satuan perlindungan masyarakat; dan

j- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 296

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan, perumusan bahan kebijakan teknis, koordinasi, mobilisasi,
fasilitasi dan pembinaan teknis pelaksanaan dan pengembangan
perlindungan masyarakat.

Rincian tugas Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat, adalah sebagai
berikut:

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan
bidang perlindungan dan ketahanan masyarakat;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
perlindungan dan ketahanan masyarakat;

c. melaksanakan dan menghimpun data perlindungan masyarakat,
perlawanan rakyat dan keamanan rakyat serta tingkat kriminilitas;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan dan
pelaksanaan pengadaan sarana dan fasilitas personil perlindungan
masyarakat;

e. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Seksi Satuan
Perlindungan Masyarakat; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 297

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas membantu kepala bidang
perlindungan masyarakat untuk merumuskan dan menyusun kurikulum
program latihan dalam menggali potensi masyarakat.

Rincian tugas Seksi Bina Potensi Masyarakat, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan dan penyusun
kurikulum program latihan perlindungan kepada masyarakat;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Seksi
Bina Potensi Masyarakat;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka menginventaris dan
menyelenggarakan pelatihan bagi anggota satuan Linmas;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemelihara data dan arsip tentang
satuan Linmas dan potensi Linmas di masyarakat;
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e. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi keamanan
lingkungan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam
keamanan lingkungan;

f. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengupayaan aktifnya kembali
Hansip desa;

g. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Seksi Bina Potensi
Masyarakat; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 298

Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas membantu kepala bidang
perlindungan masyarakat untuk merumuskan dan menyusun kurikulum
program latihan dalam menggali potensi masyarakat.

Rincian tugas Seksi Monitoring dan Evaluasi, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan program monitoring
dan evaluasi;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka inventarisasi data
dan informasi, dan evaluasi;

d. melaksanakan dan menyiapkan rencana pengolahan data dan informasi;

e. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Seksi Monitoring dan
Evaluasi; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bagian Kedelapan
Dinas Sosial
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 299

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan provinsi
di bidang sosial berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas
dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada
Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

Sosial mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijaksan teknis urusan pemerintahan bidang sosial;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
sosial;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang sosial;

d. pelaksanaan indentifikasi dan penanganan penyandang masalah
kesejahteraan sosial,

e. pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber
kesejahteraan sosial;

f. pelaksanaan pengembangan sistem informasi kesejahteraan sosial;

g. pengusulan dan pemberian rekomendasi serta penganugerahan tanda
kehormatan;

h. pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan. Keperintisan dan
kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial skala provinsi;

i. pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan Taman Makam
Pahlawan di Provinsi;
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pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana skala provinsi serta
pendampingan jaminan sosial keluarga;

pemberian rekomendasi izin undian dan pengumpulan uang atau barang
serta penyidikan bidang undian;

pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, lanjut usia
tidak potensial terlantar dari masyarakat rentan dan tidak mampu;

. pelaksanaan rehabilitasi sosial anak dan pemberian izin pengangkatan

anak antar warga negara indonesia;

. penanganan fakir miskin; dan

pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 300

Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:

a.
b.

Kepala Dinas;

Sekretariat, membawahi:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan

3) Sub Bagian Perencanaan.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;

2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

Bidang Rehabilitasi Sosial, membawabhi:

1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;

2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan

3) Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial
dan Korban Perdagangan Orang.

Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:

1) Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan
Masyarakat dan Penyuluhan Sosial;

2) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi
Sosial; dan

3) Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.
Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawabhi:

1) Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan;

2) Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan; dan

3) Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Daerah
Terpencil.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan

keterampilannya.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e
dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
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Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf e
dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Paragraf 3
Kepala Dinas
Pasal 301

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dalam
menyelenggarakan  sebagian tugas Pemerintahan Daerah  urusan
pemerintahan bidang sosial, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab
kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Dinas mempunyai fungsi, adalah sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial,;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
sosial;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang sosial;
dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Paragraf 4
Sekretariat
Pasal 302

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan
Dinas Sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasi program kegiatan Dinas Sosial Provinsi Lampung;

b. pengkoordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas
Sosial Provinsi Lampung, serta pendataan PMKS dan PSKS;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan aset, kerumahtanggaan, kerja
sama, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan dan
dokumentasi Dinas Sosial;

d. pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;

®

penyelengaraan pengelolaan barang milik daerah/aset daerah; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 303

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mempunyai tugas

melaksanakan penataan organisasi dan tatalaksana serta urusan

kepegawaian.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut:

menyusun rencana anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

menyiapkan penataan organisasi dan ketatalaksanaan;

menyiapkan perencanaan dan formasi pegawai;

menyiapkan pengembangan pegawai;

menyiapkan urusan mutasi kepegawaian,;

melaksanakan pembinaan pegawai dan administrasi kepegawaian;

melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga dinas;

. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Unit (RKBU) dan
Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran,
penghapusan dan pemindahtanganan barang;

j. menyiapkan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;

k. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian; dan
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 304

SO a0 T

—e

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

administrasi keuangan dan aset, meliputi penganggaran dan penatausahaan,

perbendaharaan, penyusunan neraca aset, verifikasi dan

pertanggungjawaban keuangan dan aset serta pengelolaan sistem akuntansi

dan pelaporan keuangan.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;

b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan menyusun bahan kebijakan

teknis di bidang keuangan dan aset;

melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;

melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset;

melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;

melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan dan

neraca aset;

melaksanakan penyusunan bahan laporan keuangan dan aset kegiatan

anggaran pendapatan dan belanja;

h. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

i. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan;

j- melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Keuangan dan Aset; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 305

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan

penyusunan rencana, program, dan anggaran.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan koordinasi dan penyusunan analisis rencana strategis;

b. menyiapkan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran,;

c. menyiapkan penyusunan kebijakan teknis pengumpulan dan pengelolaan
data;

d. melaksanakan dalam hal pengumpulan dan pengelolaan data;

O o N !
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e. menyusun, menganalisis dan menelaah dokumen pelaksanaan, pelaporan
terkait program kegiatan;

f. menyiapkan bahan arahan pelaksanaan program dan kegiatan;

g. merumuskan sasaran program bidang teknis;

h. menganalisis dan menelaah usulan rencana kerja anggaran dari masing-
masing unit teknis;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan; dan

j- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Pasal 306

Bidang  Perlindungan dan  Jaminan  Sosial mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang perlindungan sosial kepada korban
bencana alam dan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi, pemulihan
sosial dan reintegrasi sosial, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana,
kemitraan dan pengelolaan logistik bencana, serta kebijakan di bidang
validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan dan sumber daya
jaminan sosial keluarga;

b. pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial kepada korban bencana alam
dan kebijakan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik,
dan ekonomi, pemulihan sosial dan reintegrasi sosial, kesiapsiagaan dan
mitigasi bencana, kemitraan dan pengelolaan logistik bencana, serta
kebijakan seleksi dan verifikasi, kemitraan, penyaluran bantuan, serta
pendampingan jaminan sosial keluarga;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perlindungan sosial
kepada korban bencana alam dan kebijakan pencegahan, penanganan
korban bencana sosial, politik, dan ekonomi, pemulihan sosial dan
reintegrasi sosial, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, kemitraan dan
pengelolaan logistik bencana, serta kebijakan dibidang validasi dan
terminasi, bantuan sosial, kepesertaan dan sumber daya jaminan sosial
keluarga;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan sosial kepada
korban bencana alam dan kebijakan pencegahan, penanganan korban
bencana sosial, politik, dan ekonomi, pemulihan sosial dan reintegrasi
sosial, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, kemitraan dan pengelolaan
logistik bencana, serta kebijakan dibidang validasi dan terminasi, bantuan
sosial, kepesertaan dan sumber daya jaminan sosial keluarga;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perlindungan sosial kepada korban
bencana alam dan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi, pemulihan
sosial dan reintegrasi sosial, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana,
kemitraan dan pengelolaan logistik bencana, serta kebijakan dibidang
validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan dan sumber daya
jaminan sosial keluarga; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



(1)

(2)

(1)

(2)

-158-

Pasal 307

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta evaluasi dan pelaporan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
Alam.

Rincian tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, adalah
sebagai berikut:

a. menyiapkan perumusan kebijakan kesiapsiagaan dan = mitigasi,
penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial,
serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;

b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi,
penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta
kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;

c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan Kkriteria
kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam,
pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik
bencana;

d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesiapsiagaan
dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan
penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;

e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam,
pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik
bencana;

f. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan Sosial
Korban Bencana Alam; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 308

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta evaluasi, dan pelaporan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
Sosial.

Rincian tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, adalah

sebagai berikut:

a. menyiapkan perumusan kebijakan pencegahan, penanganan korban
bencana sosial, politik, dan ekonomi, serta pemulihan sosial dan
reintegrasi sosial;

b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan pencegahan, penanganan korban
bencana sosial, politik, dan ekonomi, serta pemulihan sosial dan
reintegrasi sosial;

c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi,
serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial,;

d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pencegahan,
penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi, serta pemulihan
sosial dan reintegrasi sosial,;

e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan
pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi,
serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
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f. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan Sosial
Korban Bencana Sosial; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 309

Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas melaksanakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan
pelaporan Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

Rincian tugas Seksi Jaminan Sosial Keluarga, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan perumusan kebijakan validasi dan terminasi, bantuan sosial,
kepesertaan, dan sumber daya jaminan sosial keluarga;

b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan seleksi dan verifikasi, kemitraan,
penyaluran bantuan, serta pendampingan jaminan sosial keluarga;

c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria validasi
dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan, serta sumber daya jaminan
sosial keluarga;

d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi validasi dan
terminasi, bantuan sosial, kepesertaan, dan sumber daya jaminan sosial
keluarga;

e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan, dan
sumber daya jaminan sosial keluarga;

f. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Seksi Jaminan Sosial
Keluarga; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 6
Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 310

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik,
mental, sensorik, intelektual, ganda dan eks penyakit kronis, korban
penyalahgunaan NAPZA, Bekas Warga Binaan Permasyarakatan (BWBP),
korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, eks tuna susila,
gelandangan, pengemis, orang dengan HIV, balita terlantar, anak terlantar,
anak berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan
perlindungan khusus serta lanjut usia;

b. pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik,
mental, sensorik, intelektual, ganda dan eks penyakit kronis, korban
penyalahgunaan NAPZA, Bekas Warga Binaan Permasyarakatan (BWBP),
korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, eks tuna susila,
gelandangan, pengemis, orang dengan HIV, balita terlantar, anak terlantar,
anak Dberhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan
perlindungan khusus serta lanjut usia;
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c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, ganda dan eks
penyakit kronis, korban penyalahgunaan NAPZA, Bekas Warga Binaan
Permasyarakatan (BWBP), korban tindak kekerasan, korban perdagangan
orang, eks tuna susila, gelandangan, pengemis, orang dengan HIV, balita
terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum dan anak yang
memerlukan perlindungan khusus serta lanjut usia;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, ganda dan eks penyakit
kronis, korban penyalahgunaan NAPZA, Bekas Warga Binaan
Permasyarakatan (BWBP), korban tindak kekerasan, korban perdagangan
orang, eks tuna susila, gelandangan, pengemis, orang dengan HIV, balita
terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum dan anak yang
memerlukan perlindungan khusus serta lanjut usia;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, ganda dan eks penyakit
kronis, korban penyalahgunaan NAPZA, Bekas Warga Binaan
Permasyarakatan (BWBP), korban tindak kekerasan, korban perdagangan
orang, eks tuna susila, gelandangan, pengemis, orang dengan HIV, balita
terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum dan anak yang
memerlukan perlindungan khusus serta lanjut usia; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 311

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi
sosial anak dan lanjut usia.

Rincian tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, adalah sebagai
berikut:

a. menyiapkan perumusan kebijakan pelayanan sosial anak balita dan
pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi social
anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang
memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan;

b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan pelayanan sosial anak balita dan
pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial
anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang
memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan
sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak
terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi
sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan
kelembagaan;

d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelayanan sosial
anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar,
rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial
anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan
kelembagaan;
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e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial
anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum,
rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan
pengembangan kelembagaan;

f. menyiapkan perumusan kebijakan identifikasi dan rencana intervensi,
pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut,
dan sumber daya;

g. menyiapkan pelaksanaan kebijaksanaan identifikasi dan rencana
intervensi, pengembangan kemampuan lanjut wusia, reintegrasi dan
bimbingan lanjut, dan sumber daya;

h. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan Kkriteria
identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut
usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya;

i. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi identifikasi dan
rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi
dan bimbingan lanjut, dan sumber daya;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

kebijakan identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan
lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya.

k. menyiapkan laporan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut
Usia; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 312

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi
sosial penyandang disabilitas.

Rincian tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, adalah
sebagai berikut:

a. menyiapkan perumusan kebijakan rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual dan ganda serta eks
penyakit kronis;

b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual dan ganda serta eks penyakit
kronis;

c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik,
intelektual dan ganda serta eks penyakit kronis;

d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual dan ganda
serta eks penyakit kronis;

e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental,
sensorik, intelektual dan ganda serta eks penyakit kronis;

f. menyiapkan laporan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang
Disabilitas; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 313

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, Tuna Sosial dan
Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan
Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, Tuna Sosial dan
Korban Perdagangan Orang.

(2)

Rincian Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, Tuna Sosial
dan Korban Perdagangan Orang, adalah sebagai berikut:

a.

menyiapkan perumusan kebijakan rehabilitasi sosial Bekas Warga
Binaan Permasyarakatan (BWBP), korban tindak kekerasan, korban
perdagangan orang, tuna susila, gelandangan, pengemis, orang dengan
HIV;

menyiapkan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial Bekas Warga
Binaan Permasyarakatan (BWBP), korban tindak kekerasan, korban
perdagangan orang, tuna susila, gelandangan, pengemis, orang dengan
HIV;

menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Bekas
Warga Binaan Permasyarakatan (BWBP), korban tindak kekerasan, korban
perdagangan orang, tuna susila, gelandangan, pengemis, orang dengan
HIV;

menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Bekas Warga
Binaan Permasyarakatan (BWBP), korban tindak kekerasan, korban
perdagangan orang, tuna susila, gelandangan, pengemis, orang dengan
HIV;

melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan Bekas Warga Binaan Permasyarakatan (BWBP), korban tindak
kekerasan, korban perdagangan orang, tuna susila, gelandangan,
pengemis, orang dengan HIV;

menyiapkan perumusan kebijakan identifikasi, pencegahan dan rencana
intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban
penyalahgunaan NAPZA;

menyiapkan pelaksanaan kebijakan identifikasi, pencegahan dan rencana
intervensi, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan
NAPZA;

menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
identifikasi, pencegahan dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi
dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA;

menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi identifikasi,
pencegahan dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan
pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA;

melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan identifikasi, pencegahan dan rencana intervensi, pemulihan,
reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA;
menyiapkan laporan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalahgunaan NAPZA, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 7
Bidang Pemberdayaan Sosial
Pasal 314

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan pemberdayaan sosial seseorang, keluarga,
kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial,
dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya
kesejahteraan sosial, serta pelaksanaan penyuluhan sosial;

b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan sosial seseorang, keluarga,
kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial,
dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber potensi
dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta pelaksanaan penyuluhan
sosial;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang
mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau
perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta
pelaksanaan penyuluhan sosial;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemberdayaan sosial seseorang,
keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah
kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi
dan sumber daya kesejahteraan sosial serta pelaksanaan penyuluhan
sosial

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan sosial seseorang,
keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah
kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi
dan sumber daya kesejahteraan sosial serta pelaksanaan penyuluhan
sosial;

f. penyelenggaraan fungsi kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan

restorasi sosial,

penyelenggaraan pengelolaan sumber dana bantuan sosial; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal 315

Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat
dan Penyuluhan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta evaluasi dan pelaporan

Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat

dan Penyuluhan Sosial.

Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga,

Kelembagaan Masyarakat dan Penyuluhan Sosial, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan perumusan kebijakan pekerja sosial dan pekerja sosial
masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna,
lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga,
lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis
masyarakat, potensi dunia usaha, serta pelaksanaan penyuluhan sosial.

b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan pekerja sosial dan pekerja sosial
masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna,
lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga
kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis
masyarakat, potensi dunia usaha, serta pelaksanaan penyuluhan sosial.

509
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c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pekerja
sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial
kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga
dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana
kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, potensi dunia usaha, serta
pelaksanaan penyuluhan sosial.

d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pekerja sosial dan
pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan,
karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli
keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan
sosial berbasis masyarakat, potensi dunia usaha, serta pelaksanaan
penyuluhan sosial.

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pekerja
sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial
kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga
dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana
kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, potensi dunia usaha, serta
pelaksanaan penyuluhan sosial;

f. menyiapkan laporan kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan,
Keluarga, Kelembagaan Masyarakat dan Penyuluhan Sosial; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 316

Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan
teknis, pemantauan dan supervise, serta evaluasi dan pemantauan Seksi
Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial.

Rincian tugas Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan
Restorasi Sosial, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan perumusan kebijakan penganugerahan tanda kehormatan
dan penghargaan terhadap pahlawan dan perintis kemerdekaan,
pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan,
restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional provinsi
dan taman makam pahlawan nasional;

b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan penganugerahan tanda kehormatan
dan penghargaan terhadap pahlawan dan perintis kemerdekaan,
pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan,
restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional provinsi
dan taman makam pahlawan nasional;

c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
penganugerahan tanda kehormatan dan penghargaan terhadap pahlawan
dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan
keperintisan, kesetiakawanan, restorasi sosial, pengelolaan taman makam
pahlawan nasional provinsi dan taman makam pahlawan nasional;

d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis Penganugerahan tanda
kehormatan dan penghargaan terhadap pahlawan dan perintis
kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan,
kesetiakawanan, restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan
nasional provinsi dan taman makam pahlawan nasional,
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e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penganugerahan
tanda kehormatan dan penghargaan terhadap pahlawan dan perintis
kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan,
kesetiakawanan, restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan
nasional provinsi dan taman makam pahlawan nasional;

f. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kepahlawanan,
Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 317

Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standard, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise,
serta evaluasi, dan pelaporan Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan
Sosial.

Rincian tugas Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial, adalah
sebagai berikut:

a. penyiapan perumusan kebijakan identifikasi dan analisis rekomendasi
perizinan undian dan pengumpulan, pemanfaatan sumber dana bantuan
sosial serta pemantauan, dan penyidikan bidang undian;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan analisis rekomendasi
perizinan undian dan pengumpulan, pemanfaatan sumber dana bantuan
sosial serta pemantauan, dan penyidikan bidang undian;

Cc. penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur, dan Kkriteria
identifikasi dan analisis rekomendasi perizinan undian dan pengumpulan,
pemanfaatan sumber dana bantuan sosial serta pemantauan, dan
penyidikan bidang undian;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis identifikasi dan analisis
rekomendasi perizinan undian dan pengumpulan, pemanfaatan sumber
dana bantuan sosial serta pemantauan, dan penyidikan bidang undian.

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan identifikasi
dan analisis rekomendasi perizinan undian dan pengumpulan,
pemanfaatan sumber dana bantuan sosial serta penyidikan bidang undian;

f. menyiapkan laporan kegiatan Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan
Sosial; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 8
Bidang Penanganan Fakir Miskin

Pasal 318

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan,
pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal dandaerah terpencil;

b. pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan,
pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal dan daerah terpencil;
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c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penanganan fakir
miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal
dan daerah terpencil,;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penanganan fakir miskin
perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal dan daerah
terpencil;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penanganan fakir miskin perdesaan,
perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal dan daerah terpencil,
dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 319

Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis supervise, serta evaluasi
dan pelaporan Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan.

Rincian tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan, adalah sebagai
berikut:

a. menyiapkan perumusan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas,
pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan
penataan lingkungan sosial;

b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas,
pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan
penataan lingkungan sosial;

c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan,
pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;

d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi identifikasi dan
penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian
bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;

e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan
pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan
sosial;

f. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Seksi Penanganan Fakir
Miskin Pedesaan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 320

Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi,
dan pelaporan Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan.

Rincian tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, adalah sebagai
berikut:

a. menyiapkan  perumusan  kebijakan  identifikasi dan = penguatan
kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan
stimulan dan penataan lingkungan sosial;

b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas,
pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan
dan penataan lingkungan sosial;
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menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan
serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;

menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi identifikasi dan
penguatan  kapasitas, pendampingan dan = pemberdayaan = serta
pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan
pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan
lingkungan sosial;

. menyiapkan laporan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan;

dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 321

Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Daerah
Terpencil mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan
teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan
penyaluran Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan
Daerah Terpencil.

Rincian tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan
Daerah Terpencil, adalah sebagai berikut:

a.

menyiapkan perumusan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas,
pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan
penataan lingkungan sosial;

. menyiapkan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas,

pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan
penataan lingkungan sosial;

menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan
serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi identifikasi dan
penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian
bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;

melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan
pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan
lingkungan sosial;

menyiapkan perumusan kebijakan persiapan pemberdayaan, pelaksanaan
pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial
budaya ekonomi dan lingkungan, rujukan terminasi, dan evaluasi;
menyiapkan pelaksanaan kebijakan persiapan pemberdayaan,
pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan
pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan, rujukan terminasi,
dan evaluasi;

menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria persiapan
pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia,
pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan,
rujukan terminasi, dan evaluasi;

menyiapkan pemberian bimbingan teknis persiapan pemberdayaan,
pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan
pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan, rujukan terminasi,
dan evaluasi;
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melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber
daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan
lingkungan, rujukan dan terminasi;

menyiapkan laporan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir,
Pulau-Pulau Kecil dan Daerah Terpencil; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kesembilan

Dinas Tenaga Kerja

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 322

(1) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan
pemerintahan provinsi di bidang tenaga kerja berdasarkan asas otonomi yang
menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas
Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

a.

b.

perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan
standar/pedoman bidang ketenagakerjaan;

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
ketenagakerjaan;

penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan administrasi umum bidang
ketenagakerjaan,;

penyelenggaraan pelayanan sistem informasi ketenagakerjaan;

pembinaan dan Penyelenggaraan serta fasilitasi perluasan dan pelayanan
penempatan dan perluasan kesempatan kerja;

pembinaan dan penyelenggaraan serta fasilitasi pelatihan kerja dan
produktivitas tenaga kerja;

pembinaan dan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan;
pembinaan dan penyelenggaaan hubungan industrial dan perlindungan
tenaga kerja;

pengkoordinasian, integrasi dan sikronisasi kegiatan di lingkungan Dinas
Tenaga Kerja;

pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi
pengembangan sumber daya manusia aparatur pelaksana urusan
pemerintahan bidang ketenagakerjaan;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 323

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari:

a.
b.

Kepala Dinas;

Sekretariat, terdiri dari:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3) Sub Bagian Perencanaan.
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c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahi:
1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri; dan
3) Seksi Pengembangan Informasi Pasar Kerja.
d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahi:
1) Seksi Pembinaan, Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja;
2) Seksi Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
3) Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja.
e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawabhi:

1) Seksi Pengawasan Norma Kerja, Jamsostek, Pekerja Perempuan dan
Anak;

2) Seksi Penegakan Hukum dan Penindakan; dan
3) Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
f. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, membawabhi:

1) Seksi Pembinaan Organisasi Pekerja, Pengusaha dan Lembaga
Hubungan Industrial;

2) Seksi Pembinaan Syarat Kerja dan Jamsostek; dan
3) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan
keterampilannya.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf e
dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, huruf d. huruf e
dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Paragraf 3
Kepala Dinas
Pasal 324

Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas memimpin, mengendalikan
internal dan mengawasi, mengkoordinasikan unit kerja dibawahnya serta,
tugas-tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan
standar/pedoman baik dalam tata usaha kepegawaian, keuangan dan
perencanaan,;

pembinaan di bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
pembinaan di bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;

pembinaan di bidang pengawasan ketenagakerjaan;

pembinaan di bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja;
dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

o po g

ot}

Paragraf 4
Sekretariat
Pasal 325

Sekretariat Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pengelolaan  administrasi umum  meliputi penyusunan  program,
ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah
tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan
kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasi kegiatan pada dinas di bidang ketatausahaan,
kepegawaian, perencanaan, program, keuangan.

b. penyelenggaraan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi
pengelolaan  administrasi  kepegawaian, rumah  tangga  dinas,
perlengkapan, tatalaksana, dan peraturan perundang-undangan;

c. penyelenggaraan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi
pengelolaan administrasi keuangan;

d. penyelenggaraan perencanaan program, monitoring, evaluasi dan
pelaporan; dan

e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 326

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris
dalam melaksanakan pelayanan surat menyurat dan administrasi
perlengkapan, tata naskah dan kearsipan, serta urusan rumah tangga,
keprotokolan, dan hubungan masyarakat, menyiapkan bahan pembinaan dan
penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan, mutasi dan promosi
pegawai, organisasi dan tatalaksana, serta mengelola tata usaha
kepegawaian.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan
kearsipan,;

mengelola urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
melaksanakan urusan rumah tangga;
melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian,;

o a0 T

melaksanakan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap
berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi;
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melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah dan negara yang
digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah dan negara;

melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 327

(1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembukuan,
perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan.

(2)

(1)

(2)

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset, adalah sebagai berikut:

a.

o a0 T

=

melaksanakan pengelolaan anggaran;

melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset;

melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan anggaran;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, bulanan, semesteran
dan akhir tahun;

menyusun administrasi dan melaksanakan pembayaran gaji pegawai;

g. menerima, mengadministrasikan dan menyetor penerimaan bukan pajak

daerah;
mengkoordinasikan penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan
melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Keuangan dan Aset; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 328

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
program, evaluasi dan pelaporan.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, adalah sebagai berikut:

a.

menyusun Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi baik yang bersifat lima
tahun sesuai periode Renstra maupun yang bersifat Tahunan;

b. menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);

menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA);
menyusun dan melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan
Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

menyusun pedoman standar biaya khusus dan harga satuan pokok
kegiatan bidang ketenagakerjaan;

melaksanakan pembinaan dan koordinasi kepada Kabupaten/Kota dalam
penyusunan program Kabupaten/Kota;
melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan

kabupaten/kota dalam pengumpulan data dan informasi
ketenagakerjaan;

menyusun dan pemetaan serta publikasi data dan informasi
ketenagakerjaan,;

menyusun Penetapan Kinerja (PK), Laporan Kinerja (Lkj), Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD);

menyusun laporan kinerja kegiatan bulanan, triwulan, semesteran dan,
tahunan;
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melaksanakan bimbingan teknis penyusunan dan pelaksanaan tenaga
kerja makro dan pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan;
menyiapkan pelaporan data dan informasi serta perencanaan tenaga kerja
makro dan pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan;

. melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan program kegiatan

pembangunan ketenagakerjaan; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5

Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 329

Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas
menyelenggarakan penyebarluasan dan pelayananan dan pemberdayaan
tenaga kerja dalam negeri.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi:

a.

pelaksanaan promosi informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja
kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja
kepada masyarakat;

pelaksanaan koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja
serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

pelaksanaan verifikasi penerbitan izin LPTKS kabupaten/kota dalam 1
(satu) daerah Provinsi;

pelaksanaan promosi informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan
pemberi kerja dalam dan luar negeri (dalam hubungan kerja dan di luar
hubungan kerja);

pelaksanaan koordinasi penyiapan sarana dan prasarana terkait
penyerbarluasan informasi syarat kerja dan mekanisme bekerja ke luar
negeri kepada daerah kabupaten/kota;

pelaksanaan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
penyebarluasan informasi syarat kerja dan mekanisme bekerja ke luar
negeri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;

penyiapan sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan
pemulangan dan kepulangan TKI;

pelaksanaan koordinasi penyiapan sarana dan prasarana untuk
pemberdayaan TKI;

pelaksanaan verifikasi dokumen pengesahan RPTKA yang tidak
mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1
(satu) daerah provinsi;

pelaksanaan koordinasi penyiapan sarana dan prasarana untuk
melakukan pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak
mengadung perubahan jabatan, jumlah TKA dan lokasi kerja dalam 1
(satu) daerah provinsi;

pelaksanaan koordinasi pemantauan dan evaluasi hasil pengesahan
RPTKA;

pelaksanaan verifikasi penerbitan perpanjangan Izin Memperkejakan
Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;

. pelaksanaan koordinasi pemantauan dan evaluasi hasil penerbitan

perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Asing (IMTA); dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 330

(1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri.

(2)

(1)

(2)

Rincian tugas Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, adalah sebagai
berikut:

a.

b.

merencanakan kegiatan promosi, sosialisasi dan pembinaan kesempatan
kerja dalam negeri kepada masyarakat;

merencanakan pelaksanaan perantaraan kerja dalam mendorong
perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat dan pencari kerja;

mengelola penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam
pelayanan antar kerja kepada masyarakat;

merencanakan perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja kepada
masyarakat;

mengklarifikasi kelengkapan persyaratan penerbitan izin LPTKS/LPPRT
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi program pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri/Sukarela
Sektor Informal (Padat Karya Produktif, Teknologi Tepat Guna);
melaksanakan dan menyiapkan bahan sosialisasi peraturan dan tata cara
penggunaan tenaga kerja asing;

memproses penerbitan izin Antar Kerja Antar Daerah (AKAD);
melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pendayagunaan
tenaga kerja asing;

mengklarifikasi penerbitan perpanjangan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang
lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu
Provinsi);

memverifikasi dokumen pengesahan notifikasi perpanjangan kepada
pemberi kerja TKA yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah
TKA dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi;

merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil pembinaan dan
penggunaan tenaga kerja asing serta hasil perpanjangan notiffikasi;

. memfasilitasi dan pelaksanaan penyelenggaraan orientasi penempatan

tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD);

n. melaksanakan penyebarluasan penempatan tenaga kerja AKAL, AKAD;

. memfasilitasi pengembangan kerjasama penempatan tenaga kerja dalam

negeri;

melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanan kegiatan Seksi
Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 331

Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri mempunyai tugas memfasilitasi
penyaluran tenaga kerja luar negeri, pemberian perlindungan pada tenaga
kerja luar negeri dan penerbitan izin rekomendasi perpanjangan Perusahaan
Penempatan Pekerja Indonesia Indonesia (P3MI).

Rincian tugas Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, adalah sebagai
berikut:

a.

merencanakan penyiapan sarana dan prasarana terkait penyebarluasan
informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada pemerintah
kabupaten/kota;
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merencanakan penyiapan sumber daya manusia untuk melakukan
pelayanan pemulangan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI);

merencanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna;

melaksanakan koordinasi, dan penerbitan izin mendirikan dan
rekomendasi perpanjangan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Swasta Perusahaan Penempatan Pekerja Indonesia (P3MI);

menerbitkan Syarat Pengantar Rekrut Calon Pekerja Migran Indonesia;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi penempatan tenaga kerja
Indonesia ke luar negeri;

merencanakan pemantauan dan evaluasi penyebarluasan informasi
syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada pemerintah
kabupaten/kota

melaksanakan pembinaan pengawasan, penempatan dan perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia;

memfasilitasi dan pelaksanaan penyelenggaraan  keberangkatan dan
kepulangan tenaga kerja Indonesia;

melaksanakan penyebarluasan penempatan tenaga kerja Antar Kerja
Antar Negara (AKAN);

melaksanakan dan menyiapkan bahan mediasi kasus calon Pekerja
Migran Indonesia /Tenaga Kerja Indonesia;

mengembangkan kerjasama pendidikan dan pelatihan Calon Pekerja
Migran Indonesia dengan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja milik
pemerintah dan atau swasta yang terakreditasi;

. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanan kegiatan Seksi

Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 332

Seksi Pengembangan Informasi Pasar Kerja mempunyai tugas pengembangan
dan penyebarluasan informasi pasar kerja, bimbingan teknis Bursa Kerja
Khusus (BKK) dan Bursa Kerja Swasta (BKS), Analisis Pasar Kerja, Job Fair.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Informasi Pasar Kerja, adalah sebagai
berikut:

a.

b.

merancang promosi informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja
kepada pencari kerja dan pemberi kerja

merencanakan informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi
kerja di dalam dan diluar negeri (dalam hubungan kerja dan diluar
hubungan kerja);

menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program
pengembangan informasi pasar kerja/Bursa Kerja On Line (BKOL);
melaksanakan kegiatan Job Fair/Pasar Kerja;

melaksanakan pemberian pelayanan  informasi pasar kerja kepada
pelaksana dan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi kepada swasta
dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja (job fair);

melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan Bursa Kerja
Khusus (BKK) dan Bursa Kerja Swasta (BKS);

melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data
informasi pasar kerja dan bursa kerja yang dihimpun dari
Kabupaten/Kota dan instansi terkait;

. mengklarifikasi kelengkapan persyaratan penerbitan izin pendirian Bursa

Kerja Khusus (BKK) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
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melaksanakan dan menyiapkan bahan pemberian pelayanan informasi
pasar kerja/bursa kerja kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja;
melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan, monitoring, evaluasi
dan pendataan jabatan fungsional pengantar kerja tingkat provinsi;
melaksanakan dan menyiapkan bahan penilaian angka kredit jabatan
fungsional pengantar kerja tingkat provinsi

melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi informasi
pasar kerja yang lokasi kerjanya lebih dari satu Kabupaten/Kota dalam
wilayah provinsi;

. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang informasi pasar

kerja;

. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanan kegiatan Seksi

Pengembangan Pasar Kerja; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 6
Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pasal 333

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas
menyelenggarakan dan penyebarluasan pelayananan pemagangan tenaga
kerja, pelatihan tenaga kerja dan pengembangan produktivitas tenaga kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

a.

penyebarluaskan/promosi informasi akreditasi kepada lembaga pelatihan
kerja, pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja;

b. pengkoordinasian pelaksanaan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;

pengkoordinasian pemantauan dan evaluasi status akreditasi lembaga
pelatihan;

d. pengkoordinasian pelatihan berbasis kompetensi;

pengkoordinasian pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan berbasis
kompetensi;

pengkoordinasian penyiapan calon peserta pelatihan kerja berbasis
kompetensi

penyiapan program pelatihan pemagangan,;

penyiapan instruktur dan tenaga kerja pelatihan;
pengkoordinasian promosi peningkatan produktivitas;
pengkoordinasian pengukuran produktivitas tingkat provinsi; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 334

Seksi Pembinaan, Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan, pelatihan dan pemagangan tenaga kerja di
perusahaan.

Rincian tugas Seksi Pembinaan, Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja,
adalah sebagai berikut:

a.
b.
c.

merencanakan penyiapan program pelatihan dan pemagangan;
menerapkan kebijakan dan fasilitasi pelatihan dan pemagangan;

melaksanakan  koordinasi untuk mendorong perusahaan melakukan
pemagangan tenaga kerja;
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d. menyusun pedoman penentuan kualifikasi jenis tenaga kerja pemagangan
sesuai ketentuan yang berlaku;

e. melaksanakan koordinasi, sosialisasi promosi, seleksi dan penempatan
peserta pemagangan ke perusahaan,;

f. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap
pemagangan tenaga kerja;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta penyusunan
laporan hasil pemagangan tenaga kerja; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 335

Seksi Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas
melaksanakan pengembangan produktivitas, pengukuran produktivitas dan
pembinaan produktivitas serta pelatihan produktivitas.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Produktivitas, adalah sebagai berikut:

a. merencanakan promosi peningkatan produktivitas

b. merencanakan pengukuran produktivitas tingkat daerah provinsi;

c. menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengukuran
produktivitas tingkat daerah provinsi;

d. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan konsultasi peningkatan
produktivitas kepada masyarakat dan perusahaan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengukuran produktivitas
tingkat daerah proivinsi; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 336

Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah
(LPKP) dan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta (LPKS) serta perlaksaan
akreditasi terhadap LPKS.

Rincian tugas Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja, adalah
sebagai berikut:

a. merancang promosi informasi akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja;
merencanakan pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja;
merencanakan pembentukan komite akreditasi lembaga pelatihan kerja;
merencakanan penyiapan assessor akreditasi;

o 0T

melaksanakan dan menyiapkan bahan persyaratan lembaga akreditasi
lembaga pelatihan kerja

=

melaksanakan program peningkatan Kompetensi Tenaga Instruktur baik
di Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah maupun Swasta;

g. membentuk dan melaksanakan workshop jejaring informasi pelatihan
tenaga kerja;

h. melaksanakan dan menyiapkan bahan persiapan sarana dan prasarana
kegiatan akreditasi LPKS;

i. menginventarisasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;

j- merencanakan pemantauan dan evaluasi status akreditasi lembaga
pelatihan kerja;

k. menyusun laporan data dan informasi hasil pelatihan LPKP dan LPKS; dan
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 7

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
Pasal 337

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan
pembinaan pengawasan terhadap tenaga kerja dan perusahaan, memberi
perlindungan terhadap tenaga kerja, melakukan pembinaan terhadap kinerja
pegawai pengawas ketenagakerjaan serta melakukan penegakan hukum dan
penindakan terhadap pelanggaran norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
serta pembinaan tentang keselamatan dan kesehatan kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengawasan ketenagakerjaan,;

b. pengkoordinasian penyiapan bahan pelayanan di bidang pengawasan
ketenagakerjaan;

c. pengkoordinasian penyiapan bahan evaluasi di bidang pengawasan
ketenagakerjaan

d. pengkoordinasian penyiapan bahan pelaporan di bidang pengawasan
ketenagakerjaan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 338

Seksi Pengawasan Norma Kerja Jamsostek, Pekerja Perempuan dan Anak
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan norma umum dan norma
khusus, Jamsostek, tenaga kerja perempuan dan anak dan pembinaan
terhadap kinerja pegawai pengawas ketenagakerjaan.

Rincian tugas Seksi Pengawasan Norma Kerja Jamsostek, Pekerja Perempuan
dan Anak, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan dan menyiapkan kebijakan teknis norma kerja, jamsostek,
pekerja perempuan dan anak;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan norma kerja,
jamsostek, pekerja perempuan dan anak;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengawasan norma kerja terhadap
pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan yang meliputi
pengawasan upah, perlindungan Jamsostek, perlindungan tenaga kerja
perempuan dan Anak, Tenaga Kerja Asing, Penempatan dan Penyaluran
Tenaga Kerja, Pengawasan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan inventarisasi data
ketenagakerjaan;

e. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelatihan serta pengembangan
bidang norma kerja, jamsostek, pekerja perempuan dan anak;

f. melaksanakan koordinasi dengan seksi Penegakan Hukum dan
Penindakan terhadap pelanggaran awal pada norma kerja, jamsostek
pekerja perempuan dan anak;

g. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi
Pengawasan Norma Kerja jamsostek, pekerja perempuan dan anak; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 339

Seksi Penegakan Hukum dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan
penegakan hukum terhadap pelanggaran norma kerja dan norma
keselamatan dan kesehatan kerja, penindakan terhadap pelanggaran norma
kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Rincian tugas Seksi Penegakan Hukum dan Penindakan, adalah sebagai
berikut:

a. menyiapkan bahan pembinaan verifikasi penindakan tentang awal
pelanggaran ketenagakerjaan,;

b. mengelola pelayanan di bidang penegakan hukum ketenagakerjaan;
c. memeriksa bahan evaluasi di bidang penegakan hukum ketenagakerjaan;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan teknis penyidikan
terhadap pelanggaran norma kerja dan norma K3;

e. menyiapkan bahan laporan hasil pemeriksaan norma kerja dan norma K3
untuk ditindak lanjuti;

f. melaksanakan penyiapan bahan tindakan terhadap pelanggaran
perundang-undangan ketenagakerjaan;

g. melaksanakan dan  menyiapkan bahan  penyidikan  terhadap
tersangka/saksi untuk pembuatan Berita Acara Pro-Justicia (BAP);

h. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Pegawai
Penyidik Negeri Sipil (PPNS) dan penyidik Kepolisian RI (POLRI) dan
Penuntut Umum (Kejaksaan) dalam pelaksanaan Berita Acara
Pemeriksaan (BAP);

i. melaksanakan dan menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksaan tugas;

j- melaksanakan koordinasi dengan Seksi Norma Kerja, Jamsostek,

Perempuan dan Anak serta Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) terhadap pelanggaran awal Norma ketenagakerjaan; dan

k. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi
Penegakan Hukum dan Penindakan; dan
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 340

Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai
tugas pembinaan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Rincian tugas Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan tentang Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3);

b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan K3 terhadap peraturan
Perundang-undangan yang meliputi:
1) pesawat uap dan bejana tekan;
2) pesawat angkat angkut;
3) pesawat mekanik dan mesin produksi;
4) pesawat tenaga dan produksi;
5) instalasi listrik, penyaluran petir dan Lift;
6) Penanggulangan Pemadam Kebakaran;
7) konstruksi bangunan; dan
8) Pengendalian bahan kimia, lingkungan kerja dan Higiene Perusahaan



(1)

(2)

-179-

c. memberikan rekomendasi, pengesahan pemakaian penggunaan peralatan
K3 sebagaimana huruf b;

d. menyusun bahan sertifikasi dan pembinaan terhadap:
1) operator pesawat uap dan bejana tekan;
2) operator pesawat angkat angkut;
3) operator pesawat tenaga dan produksi;
4) operator pesawat mekanik dan mesin produksi;
5) petugas Teknis Listrik;
6) petugas Penanggulangan kebakaran;
7) petugas P3K di tempat kerja;
8) ahli K3 Umum, Listrik, kebakaran dan Pesawat Uap, mekanik dan
lingkungan kerja;
9) panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3); dan
10) sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);

e. melaksanakan pengujian lingkungan kerja, kesehatan kerja tenaga kerja
dan higiene perusahaan;

f. menyiapkan dan menyusun bahan Pelatihan Bimbingan Teknis K3;

g. melaksanakan koordinasi dengan Seksi Penegakan Hukum dan
Penindakan terhadap pelanggaran awal bidang K3;

h. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi
Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 8
Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
Pasal 341

Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai
tugas membina hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan
berkeadilan di perusahaan, memberi perlindungan terhadap tenaga kerja
dan kesejahteraan purna kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan verifikasi pengesahan peraturan perusahaan (PP) dan
pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB) daerah provinsi;

b. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengesahan
peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama;

c. pengkoordinasian pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan
di perusahaan, pelaksanaan mogok kerja dan penutupan perusahaan;

d. pengkoordinasian pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama
bipartite di perusahaan

e. pemberian fasilitas dan/atau mediasi terhadap potensi perselisihan di
perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;

f. pengkoordinasian pembinaan, penyuluhan, bimbingan dan monitoring
hubungan industrial;

g. pengkoordinasian penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah
Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minum Kabupaten/kota (UMK)
dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (UMSK);

h. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan organisasi
pekerja/pengusaha dan Lembaga Hubungan Industrial;

i. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan hubungan
industrial dan perlindungan tenaga kerja;
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j- perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan syarat kerja dan
kesejahteraan pekerja; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 342

Seksi Pembinaan Organisasi Pekerja, Pengusaha dan Lembaga Hubungan
Industrial mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap organisasi
pekerja, pengusaha dan lembaga hubungan industrial.

Rincian tugas Seksi Pembinaan Organisasi Pekerja, Pengusaha dan Lembaga

Hubungan Industrial, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan Organisasi Pekerja,
pengusaha dan lembaga hubungan industrial;

b. melaksanakan sosialisasi terhadap organisasi pekerja, pengusaha dan
lembaga hubungan industrial;

c. melaksanakan pembinaan, pengembangan kelembagaan organisasi
pekerja/buruh dan organisasi pengusaha dan lembaga hubungan
industrial;

d. melaksanakan pembinaan pengembangan kelembagaan Bipartit dan
Tripartit;

e. melaksanakan pembinaan dan Pembentukan kelembagaan dewan
pengupahan di kabupaten/kota;

f. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Dinas
Kabupaten/Kota untuk melaksanakan verifikasi serikat pekerja/serikat
buruh dan organisasi pengusaha;

g. melaksanakan pendaftaran dan seleksi persyaratan calon konsiliator,
arbiter hubungan industrial dan hakim ad-hoc Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri;

h. merumuskan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan inventarisasi
jumlah  purnakerja  akibat Perselisihan @ Hubungan  Industrial
(PHI)/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pensiun dan kecelakaan kerja di
perusahaan;

i. melaksanakan pengumpulan data hasil pencatatan organisasi pekerja,
dan Lembaga hubungan industrial,;

j- melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi
Pembinaan Organisasi Pekerja, Pengusaha dan Lembaga Hubungan
Industrial; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 343

Seksi Pembinaan Syarat Kerja dan Jamsostek mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan tentang syarat kerja dan jamsostek di perusahaan.

Rincian tugas Seksi Pembinaan Syarat Kerja dan Jamsostek, adalah sebagai

berikut:

a. menyiapkan SDM yang memahami ketentuan pengupahan dan fasilitasi
pembinaan Jaminan Sosial tenaga kerja;

b. menyiapkan bahan pengembangan sistem pengupahan dan fasilitasi
pembinaan jaminan sosial tenaga kerja;

c. merencanakan bimbingan teknis penerapan struktur skala upah minimum
provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK);

d. menganalisis dokumen pengesahan peraturan perusahaan (PP) dan
pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB) daerah provinsi;
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e. melaksanakan penerimaan, penelitian dan pencatatan perjanjian kerja
antara pengusaha dengan pekerja/buruh pada perusahaan lintas
kabupaten/kota;

f. meneliti dan menerbitkan permohonan pembuatan izin operasional
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh serta pencabutan izin
operasional bagi perusahaan penyedia pekerja/buruh atas rekomendasi
dari kabupaten/kota;

g. melaksanakan pembinaan Jaminan Sosial tenaga kerja dan
penyelenggaraan kesejahteraan pekerja/buruh

h. melaksanakan pencabutan izin operasional bagi perusahaan penyedia
pekerja/buruh;

i. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan pembinaan syarat kerja
dan jaminan sosial tenaga kerja; dan

j- melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 344

Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan tentang penyelesaian perselisihan hubungan
industrial.

Rincian tugas Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adalah

sebagai berikut:

a. melaksanakan dan penyiapan bahan pembinan dan pengurusan tata cara
penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

b. membina hubungan industrial di perusahaan;

c. mengkoordinasikan penanganan kasus perselisihan hubungan industrial
(PHI) oleh pegawai mediator;

d. mengatur pelaksanaan mediasi oleh pegawai mediator;

e. melakukan pembinaan prosedur tata cara penyelesaian perselisihan
hubungan industrial;

f. melaksanakan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan
industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan lintas
kabupaten/kota;

g. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyuluhan dan bimbingan tiknis
perundang-undangan hubungan industrial;

h. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyuluhan deteksi dini dan
penyusunan peta hubungan industrial di perusahaan;

i. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan

j- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kesembilan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 345

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, tugas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang
diberikan Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku.
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(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

(1)

a.

perumusan kebijakan teknis di bidang kualitas hidup perempuan dan
kualitas keluarga, tumbuh kembang anak, perlindungan hak perempuan
dan anak, data gender dan anak, serta di bidang pengendalian penduduk
dan keluarga berencana,;

. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang

kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, tumbuh kembang anak,
perlindungan hak perempuan dan anak, data gender dan anak, serta di
bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, distribusi, dan pelaksanaan tugas di
bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, tumbuh
kembang anak, perlindungan hak perempuan dan anak, data gender dan
anak, serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan
dan kualitas keluarga, tumbuh kembang anak, perlindungan hak
perempuan dan anak, data gender dan anak, serta di bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

pelaksanaan Kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 346

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, terdiri dari:

a.
b.

Kepala;

Sekretariat, membawahi:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3) Sub Bagian Perencanaan.

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahi:
1) Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi;

2) Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik, dan Hukum;
dan

3) Seksi Kualitas Keluarga.

Bidang Tumbuh Kembang Anak, membawabhi:

1) Seksi Perlindungan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan Anak;

2) Seksi Perlindungan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreatifitas dan
Partisipasi Anak; dan

3) Seksi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga dan
Lingkungan.

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, membawabhi:

1) Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Dalam
Rumah Tangga, Situasi Khusus dan Darurat;

2) Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dalam Ketenagakerjaan
dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); dan

3) Seksi Perlindungan Anak.
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f. Bidang Data Gender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat, membawahi:
1) Seksi Data dan Informasi Gender;
2) Seksi Partisipasi Masyarakat; dan
3) Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

g. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi:
1) Seksi Pengendalian Penduduk;
2) Seksi Keluarga Berencana; dan
3) Seksi Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat.

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan
keterampilannya.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf
e, huruf f dan huruf g, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf e,
huruf f dan huruf g, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang
bersangkutan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i,
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Kepala Dinas
Pasal 347

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai
tugas melaksananakan penyusunan kebijakan daerah di bidang
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan mempunyai
fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kualitas hidup perempuan dan
kualitas keluarga, tumbuh kembang anak, perlindungan hak perempuan
dan anak, data gender dan anak, serta di bidang pengendalian penduduk
dan keluarga berencana;
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b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, tumbuh kembang anak,
perlindungan hak perempuan dan anak, data gender dan anak, serta di
bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

c. pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kualitas hidup
perempuan dan kualitas keluarga, tumbuh kembang anak, perlindungan
hak perempuan dan anak, data gender dan anak, serta di bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana lingkup Provinsi,
Kabupaten/Kota;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan
dan kualitas keluarga, tumbuh kembang anak, perlindungan hak
perempuan dan anak, data gender dan anak, serta di bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

e. pelaksanaan Kesekretariatan Dinas sebagai pendukung tugas teknis di
bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, tumbuh
kembang anak, perlindungan hak perempuan dan anak, data gender dan
anak, serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Paragraf 4

Sekretariat
Pasal 348

Sekretariat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan perumusan
kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pemantauan,
pembinaan, dan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan
administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan dan aset,
umum, dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat mempunya fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan
administrasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di bidang Umum dan
Kepegawaian;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan
administrasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di bidang keuangan
dan aset;

C. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan
administrasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di bidang
perencanaa program dan evaluasi; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 349

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan
pengelolaan administrasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga,
dan perlengkapan rumah tangga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi
kepegawaian;
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b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan hukum;
c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan kehumasan;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan adminsitrasi dan tata
laksana;

e. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan;

f. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan
perlengkapan;

g. menyusun rencana kebutuhan barang, penerimaan, penyimpanan,
pengeluaran, pendistribusian dan pemanfaatan barang kantor;

h. menyiapkan bahan administrasi dalam rangka penghapusan barang;

i. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bag Umum dan
Kepegawaian; dan

j- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 350

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan urusan
pengelolaan keuangan dan aset, pelaksanaan anggaran, verifikasi,
pembukuan dan akuntansi serta pembinaan perbendaharaan.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan penyusunan rencana pelaksanaan anggaran

berlanja;

b. menatausahakan keuangan berupa penerimaan, penyimpanan,
penyetoran, pembayaran, penyerahan dan = pertanggungjawaban
pengeluaran;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi atas surat pertanggungjawaban
pengeluaran;

d. melaksanakan pembukuan dan akuntansi;

e. mengumpulkan dan mengolah data keuangan dan aset untuk bahan
penyusunan laporan keuangan dan aset;

f. mencatat dan mengklarifikasi serta menindaklanjuti laporan hasil
pemeriksaan (LHP) pengawas fungsional terkait keuangan dan aset;

g. menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian calon
bendahara dan penanggungjawab/kuasa pengguna anggaran;

h. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan
dan aset serta perbendaharaan;

i. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Keuangan dan Aset; dan

j- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 351

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan koordinasi
perencanaan, pemantauan program, dan kegiatan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rincian Tugas Sub Bagian Perencanaan, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan serta merumuskan perencanaan program dan kegiatan;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka perumusan
kebijakan, perencanaan program;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan terhadap pelaksanaan
program;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan program
kegiatan,;
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e. melaksanakan dan meyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), LKPJ, LPPD, dan Laporan Bulanan;

f. melakukan dan menyiapkan laporan kegiatan terkait perencanaan;
menghimpun dan menyusun RPJMD, RENSTRA, KUA, RKA, RKT, RENJA; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5 0

Paragraf 5

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga
Pasal 352

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan
kebijakan pemantauan, pembinaan berdasarkan urusan dan program sesuai
ruang lingkup kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang kualitas
hidup perempuan dan kualitas keluarga;

b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan penyelenggaraan
pengarusutamaan gender bidang ekonomi, pengarusutamaan gender bidang
sosial politik, hukum, dan kualitas keluarga;

c. penyiapan perumusan kajian kebijakan teknis penyelenggaraan
pengarusutamaan gender bidang ekonomi, pengarusutamaan gender bidang
sosial politik, hukum, dan kualitas keluarga;

d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan teknis

penyelenggaraan pengarusutamaan gender bidang ekonomi,
pengarusutamaan gender bidang sosial politik, hukum, dan kualitas
keluarga;

e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi penerapan kebijakan teknis
penyelenggaraan pengarusutamaan gender bidang ekonomi,
pengarusutamaan gender bidang sosial politik, hukum, dan kualitas
keluarga;

f. penyiapan dan melakukan bimbingan teknis penerapan kebijakan teknis
penyelenggaraan pengarusutamaan gender bidang ekonomi,
pengarusutamaan gender bidang sosial politik, hukum, dan kualitas
keluarga;

g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
pengarusutamaan gender bidang ekonomi, pengarusutamaan gender bidang
sosial politik, hukum, dan kualitas keluarga; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 353

Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi mempunyai tugas
melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi.

Rincian tugas Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, adalah

sebagai berikut:

a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender
dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
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b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
ekonomi;

c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;

d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di
bidang ekonomi;

e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
ekonomi;

f. menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis dan penerapan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di
bidang ekonomi;

g. menyiapkan dan melakukan kegiatan promosi di bidang pemberdayaan
perempuan;

h. menyiapkan data dan informasi pengarusutamaan gender di bidang
ekonomi;

i. memantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di
bidang; dan

j- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 354

Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik, dan Hukum
mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan dibidang sosial, politik, dan hukum.

Rincian tugas Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik, dan
Hukum adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender
dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik, dan hukum,;

b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial,
politik, dan hukum;

c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik, dan
hukum;

d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di
bidang sosial, politik dan hukum;

e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial,
politik, dan hukum:;

f. menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis dan penerapan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di
bidang sosial, politik, dan hukum;

g. memantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di
bidangsosial, politik, dan hukum; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 355

Seksi Kualitas Keluarga mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan
bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan di bidang
kualitas keluarga.

Rincian tugas Seksi Kualias Keluarga, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan PUG dan pemberdayaan
perempuan di bidang kualitas keluarga;

b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan PUG
dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;

c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga,;

d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pelaksanaan PUG dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas
keluarga;

e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan PUG dan
pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;

f. menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis dan penerapan kebijakan
pelaksanaan PUG dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas
keluarga;

g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan dan
peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan pengelolaan
pelayanan dan pembinaan kualitas keluarga;

h. melakukan pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan, penerapan
kebijakan PUG dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 6
Bidang Tumbuh Kembang Anak

Pasal 356

Bidang Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, sosialisasi pelaksanaan
kebijakan, pemantauan, pembinaaan terhadap ruang lingkup tumbuh
kembang anak.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Tumbuh Kembang Anak mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemenuhan hak
anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan penyelenggaraan
pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

c. penyiapan perumusan kajian kebijakan teknis fasilitasi sosialisasi dan
distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan
kesejahteraan;

d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan teknis
pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;

e. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak
di bidang hak sipil dan partisipasi;
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f. penyiapan dan melakukan bimbingan teknis penguatan dan
pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup
anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

g. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan hak
anak atas pengasuhan, keluarga dan lingkungan;

h. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak
atas pengasuhan, keluarga dan lingkungan,;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perlindungan hak anak
atas pendidikan, keshatan, partisipasi anak, pengasuhan, keluarga dan
lingkungan;dan

j- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 357

Seksi Perlindungan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan Anak
mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan berdasarkan urusan program
sesuai ruang lingkup tumbuh kembang anak yang berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Seksi
Perlindungan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan Anak.

Rincian tugas Seksi Perlindungan Hak Anak Atas Kesehatan dan
Kesejahteraan Anak, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang
kesehatan dasar dan kesejahteraan;

b. menyiapkan forum koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

c. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak
anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

d. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas hidup anak di bidang kesehatan dasar dan
kesejahteraan;

e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 358

Seksi Perlindungan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreatifitas dan Partisipasi
Anak mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan berdasarkan urusan program
sesuai ruang lingkup Tumbuh Kembang Anak yang berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Seksi
Perlindungan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreatifitas dan Partisipasi Anak.

Rincian tugas Seksi Perlindungan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreatifitas dan

Partisipasi Anak, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak
sipil, informasi dan partisipasi;

b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak
anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;

c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang
hak sipil, informasi dan partisipasi;

d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan
hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
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e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak
anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 359

Seksi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan
mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan berdasarkan urusan program
sesuai ruang lingkup tumbuh kembang anak yang berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Seksi
pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan.

Rincian tugas Seksi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga dan
Lingkungan, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pemenuhan hak anak atas
pengasuhan, keluarga dan lingkungan;

b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang
pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga dan lingkungan;

c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang pemenuhan hak anak
atas pengasuhan, keluarga dan lingkungan;

d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang
pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga dan lingkungan;

e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang
pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga dan lingkungan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 7

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak
Pasal 360

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, sosialisasi
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pembinaan terhadap pencegahan,
penanganan dan perlindungan perempuan dan anak berdasarkan urusan dan
program sesuai ruang lingkup perlindungan hak perempuan dan anak.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Perlindungan Hak Perempuan dan Anak mempuyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang, pencegahan,
penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di
dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi darurat, kondisi khusus,
tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Anak dalam situasi darurat,
pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum
dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan
dan ekpsloitasi;

b. penyiapan bahan koordinasi dan singkronisasi penerapan kebijakan
dibidang, pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan
anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi
darurat, kondisi khusus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan
Anak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak
berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak
berkebutuhan khusus, kekerasan dan ekpsloitasi;
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c. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang,
pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban
kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi darurat,
kondisi khusus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Anak dalam
situasi darurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan
dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan
khusus, kekerasan dan ekpsloitasi;

d. penyiapan dan melakukan bimbingan teknis penerapan kebijakan
dibidang, pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan
anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi
darurat, kondisi khusus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan
Anak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak
berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak
berkebutuhan khusus, kekerasan dan ekpsloitasi;

e. pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
dibidang, pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan
anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi
darurat, kondisi khusus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan
Anak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak
berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak
berkebutuhan khusus, kekerasan dan ekpsloitasi;

f. penyiapan data dan informasi korban kekerasan terhadap perempuan dan
anak di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi darurat, kondisi
khusus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Anak dalam situasi
darurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan
dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan
khusus, kekerasan dan ekpsloitasi; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 361

Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, Situasi Khusus dan Darurat mempunyai tugas melaksanakan dan
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan
berdasarkan urusan program sesuai ruang lingkup Perlindungan Perempuan
dari KDRT yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yang
menjadi kewenangan Seksi Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT, Situasi
Khusus dan Darurat.

Rincian tugas Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dari Kekerasan
Dalam Rumah Tangga, Situasi Khusus dan Darurat, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan,
penanganan dan perlindungan hak perempuan dan anak korban KDRT,
Situasi Khusus dan Darurat;

b. melakukan koordinasi dan singkronisasi penerapan kebijakan dibidang
pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban
KDRT, Situasi Khusus dan Darurat;

c. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang
pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban
KDRT, Situasi Khusus dan Darurat;

d. menyiapkan dan melakukan bimbingan tekhnis penerapan kebijakan di
bidang pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak
korban KDRT, Situasi Khusus dan Darurat;

e. menyiapkan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak
korban KDRT, Situasi Khusus dan Darurat;
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f. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan di bidang pencegahan, penanganan dan perlindungan
perempuan dan anak korban KDRT, Situasi Khusus dan Darurat; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
Pasal 362

Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dalam Ketenagakerjaan dan
Tindak Pidana Perdagangan Orang mempunyai tugas melaksanakan dan
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan
berdasarkan urusan program sesuai ruang lingkup Perlindungan Hak
Perempuan dan Anak dalam Ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan
Orang (TPPO) yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yang
menjadi kewenangan Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dalam
Ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Rincian tugas Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dalam

Ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adalah sebagai

berikut:

a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan,
penanganan dan perlindungan perempuan dan anak dalam
ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

b. melakukan koordinasi dan singkronisasi penerapan kebijakan dibidang
pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak dalam
ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

c. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang
pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak dalam
ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

d. menyiapkan dan melakukan bimbingan tekhnis penerapan kebijakan di
bidang pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak
dalam ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

e. menyiapkan data dan informasi korban kekerasan perempuan dan anak
dalam ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

f. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan di bidang pencegahan, penanganan dan perlindungan
perempuan dan anak dalam ketenagakerjaan dan Tindak Pidana
Perdagangan Orang; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Pasal 363

Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan
bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan berdasarkan
urusan program sesuai ruang lingkup anak dalam situasi darurat, pornograpi
dan pornoaksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan
stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan
eksploitasiperlidungan anak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
sesuai urusan yang menjadi kewenangan Seksi Perlindungan Anak.

Rincian tugas Seksi Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan,
penanganan dan perlindungan anak dalam situasi darurat, pornografi,
dan pornoaksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan
stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan
aksploitasi;
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melakukan koordinasi dan singkronisasi penerapan kebijakan dibidang
pencegahan, penanganan dan perlindungan anak dalam situasi darurat,
pornografi, dan pornoaksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum
dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan
dan aksploitasi,

menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang
pencegahan, penanganan dan perlindungan anak dalam situasi darurat,
pornografi, dan pornoaksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum
dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan
dan aksploitasi,

menyiapkan dan melakukan bimbingan tekhnis penerapan kebijakan di
bidang pencegahan, penanganan dan perlindungan anak dalam situasi
darurat, pornografi, dan pornoaksi, perlindungan anak berhadapan
dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan
khusus, kekerasan dan aksploitasi;

menyiapkan data dan informasi kekerasan terhadap anak dan
perlindungan anak dalam situasi darurat, pornografi, dan pornoaksi,
perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi,
perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan aksploitasi;
melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan di bidang perlindungan anak dalam situasi darurat, pornografi,
dan pornoaksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan
stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan
aksploitast; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 8
Bidang Data Gender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat

Pasal 364

Bidang Data Gender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan
kebijakan, pemantauan, pembinaan, berdasarkan urusan dan program
sesuai ruang lingkup Data Gender dan Anak, Partisipasi Masyarakat,
Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Data Gender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi:

a.

b.

penyiapan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan data gender dan
anak, partisipasi masyarakat, komunikasi, informasi dan edukasi;

penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan penyelenggaraan data
gender dan anak, partisipasi masyarakat, komunikasi, informasi dan
edukasi;

penyiapan perumusan kajian kebijakan teknis penyelenggaraan data gender
dan anak, partisipasi masyarakat, komunikasi, informasi dan edukasi;

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan teknis
penyelenggaraan data gender dan anak, dan partisipasi masyarakat;

penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi penerapan kebijakan teknis
penyelenggaraan data gender dan anak, partisipasi masyarakat, komunikasi,
informasi dan edukasi;

penyiapan dan melakukan bimbingan teknis penerapan kebijakan teknis

penyelenggaraan data gender dan anak, partisipasi masyarakat, komunikasi,
informasi dan edukasi;
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g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan data gender
dan anak, partisipasi masyarakat, komunikasi, informasi dan edukasi;

h. pengelolaan sistem data gender dan anak serta pengelolaan Sistem Informasi
Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA); dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 365

Seksi Data Gender dan Anak mempunyai tugas melaksanakan dan
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan
berdasarkan urusan program sesuai ruang lingkup data gender dan anak.

Rincian tugas Seksi Data Gender dan Anak, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis pengumpulan, pengolahan,
analisis, dan penyajian data gender dan anak, serta data kekerasan terhadap
perempuan dan anak;

b. menyiapkan perumusan kajian pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data gender dan anak, serta data kekerasan terhadap perempuan
dan anak;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data gender dan anak, serta
data kekerasan terhadap perempuan dan anak;

d. melakukan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis, penyajian data gender dan anak, serta data kekerasan
terhadap perempuan dan anak;

e. menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penerapan kebijakan teknis
pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data gender dan anak, serta
data kekerasan terhadap perempuan dan anak;

f. menyiapkan bahan materi paparan Seksi Data Gender dan Anak;

g. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan teknis pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data
gender dan anak, dan data kekerasan terhadap perempuan; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 366

Seksi Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan
menyiapkan bahan kebijakan teknis ruang lingkup partisipasi masyarakat
yang berkaitan dengan pelaksanaan partisipasi masyarakat melalui lembaga
profesi, dunia usaha, media dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

Rincian tugas Seksi Partisipasi Masyarakat, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis partisipasi masyarakat melalui
lembaga profesi, dunia usaha, media dan organisasi keagamaan dan
kemasyarakatan;

b. menyiapkan forum koordinasi partisipasi masyarakat melalui lembaga
profesi, dunia usaha, media dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
teknis partisipasi masyarakat melalui lembaga profesi, dunia usaha, media
dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan;

d. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi penerapan kebijakan
teknis Partisipasi Masyarakat melalui lembaga profesi, dunia usaha, media
dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan;
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e. menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penerapan kebijakan teknis
partisipasi masyarakat melalui lembaga profesi, dunia usaha, media dan
organisasi keagamaan dan kemasyarakatan;

f. menyiapkan bahan materi paparan Seksi Partisipasi Masyarakat;

g. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan teknis partisipasi masyarakat melalui lembaga profesi, dunia
usaha, media dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 367

Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas melaksanakan
dan menyiapkan bahan kebijakan teknis ruang lingkup Komunikasi,
Informasi dan Edukasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rincian tugas Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi, adalah sebagai
berikut:

a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis melalui pengembangan desain
program, pengelolaan, dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan
edukasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

b. menyiapkan bahan komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
teknis di bidang keluarga berencana;

d. menyiapkan dan melakukan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi penerapan
kebijakan teknis komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak;

e. menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penerapan kebijakan teknis
komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;

f. menyiapkan bahan materi paparan Seksi Komunikasi, Informasi dan
Edukasi;

g. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan teknis komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 9

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pasal 368

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas
menyiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi di bidang
pengendalian penduduk, keluarga berencan, keluarga sejahtera dan
penggerakan masyarakat.

Rincian Tugas Bidang Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana
adalah sebagai berikut :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan
pelaksanaaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program
di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di
bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
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c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di
bidang keluarga sejahtera dan pergerakan masyarakat; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 369

Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di
bidang pengendalian penduduk.

Rincian tugas Seksi Pengendalian Penduduk, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis daerah, fasilitasi dan koordinasi
di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan advokasi, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE);

b. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi
pelaksanaan  pengumpulan, pengolahan dan  pelaporan  data
kependudukan dan keluarga berencana,;

c. melaksanakan dan menyiapkan pemantauan dan evaluasi,

d. menyiapkan laporan dan melaksanakan kegiatan di bidang pengendalian
penduduk;dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 370

Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi di bidang keluarga
berencana dan kesehatan reproduksi.

Rincian tugas Seksi Keluarga Berencana, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis daerah, fasilitasi dan koordinasi
di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KB-KR);

b. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi
pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;

c. melaksanakan dan menyiapkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

d. menyiapkan laporan pelaksaanaan kegiatan Seksi Keluarga Berencana;
dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 371

Seksi Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi, pemantauan dan evaluasi di Bidang Keluarga Sejahtera,
Ketahanan Keluarga dan Penggerakan Masyaraka

Rincian tugas Seksi Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat, adalah
sebagai berikut:

a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi
pembinaan Ketahanan Keluarga Balita Anak dan remaja serta Lansia;

b. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi
pembinaan dan pengembangan ekonomi keluarga dan pemberdayaan
keluarga sejahtera;
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c. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi
pelaksanaan pemberdayaan peran masyarakat;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan program Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat;

e. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Keluarga
Berencana;dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kesebelas

Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi
Pasal 372

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup, tugas
dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada
kepada Gubernur serta tugas lain sesuai kebijakan yan ditetapkan oleh
Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1, Dinas
Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang
pengelolaan lingkungan hidup;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan
hidup;
pelayanan administratif; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 373
Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
a. Kepala;

b. Sekretariat, membawahi:
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3) Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
1) Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahi:
1) Seksi Pengelolaan Sampabh;
2) Seksi Pengelolaan Limbah B3; dan
3) Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis.
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e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,
membawabhi:

1) Seksi Pemantauan Lingkungan;
2) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
3) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
f. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup,
membawabhi:
1) Seksi Pengaduan dan Penanganan Kasus Lingkungan;
2) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian
dan keterampilannya.

7q

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf e
dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e
dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang
bersangkutan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Paragraf 3

Kepala Dinas

Pasal 374

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin,
mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas
Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah
tangga Provinsi (desentralisasi) di bidang pengendalian dampak lingkungan
daerah yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas lain sesuai
dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan serta tugas dekosentrasi dan tugas pembantuan yang
diberikan oleh pemerintah kepada Gubernur.
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Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Dinas Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pembinaan pengurusan lingkungan hidup yang bersifat
operasional;

b. pengaturan kebijakan dan pertimbangan teknis sebagai pedoman,
pemberian bimbingan dan perizinan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

c. pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan pengendalian teknis
atas pelaksanaan tugas pokok sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

d. pengawasan dan evaluasi atas kegiatan pelaksanaan seluruh kegiatan
Dinas Lingkungan Hidup; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Paragraf 4

Sekretariat
Pasal 375

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang
meliputi perencanaan, ketatausahaan, dokumentasi dan informasi,
kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta
pemberian pelayanan teknis dan administrasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan, pembinaan administrasi kepegawaian;

b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;

c. penyelenggaraan pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan
ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;

d. penyelenggaraan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi dan
informasi lingkungan;

e. penyelenggaraan urusan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas
dan fungsi organisasi;

f. penyelenggaraan urusan perencanaan program serta monitoring dan
evaluasi program lingkungan hidup; dan

g. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 376

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan,
perlengkapan, kerumahtanggaan, dan pelaksanaan kegiatan hubungan
masyarakat, dokumentasi dan informasi lingkungan serta proses administrasi
kepegawaian dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengurusan surat masuk dan
keluar serta penataan dan pengarsipan;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengaturan penyediaan alat tulis
kantor, penggunaan stempel Dinas Lingkungan Hidup, operator telepon
dan faxsimile, pramu tamu serta pengemudi kendaraan dinas
operasional,

c. melaksanakan dan menyiapkan penomoran barang inventaris,
penggunaan, pemeliharaan dan perawatan serta inventarisasi ruangan;
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melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kehumasan,
dokumentasi, informasi dan koordinasi pelaksanaan pameran;

melaksanakan penyiapan bahan pengusulan kebutuhan formasi pegawai,
kenaikan pangkat, perbantuan/perpindahan wilayah pembayaran gaji
dan pensiun karena telah mencapai batas usia;

melaksanakan dan menyiapkan bahan usulan mutasi pegawai, meliputi
peningkatan status, pengangkatan dalam pangkat, pengangkatan dalam
jabatan, penyesuaian ijazah, peninjauan masa kerja, pemberhentian
sementara, pemberhentian dan pensiun;

melaksanakan dan menyiapkan bahan pelayanan penyelesaian Karpeg,
Karis/Karsu, Askes, Taspen, Cuti, kenaikan gaji berkala, dan pemberian
penghargaan Aparatur Sipil Negara;

melaksanakan dan menyiapkan bahan tata usaha kepegawaian, melipu